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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga 

buku kolaborasi dalam bentuk buku dapat dipublikasikan 

dan dapat sampai di hadapan pembaca. Buku ini disusun 

oleh sejumlah dosen dan praktisi sesuai dengan 

kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan 

dapat hadir dan memberi kontribusi positif dalam ilmu 

pengetahuan khususnya terkait dengan “Kesehatan 

Reproduksi di Wilayah Agraris” buku ini memberikan 

nuansa berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap 

pembahasannya, bukan hanya dari segi konsep yang 

tertuang dengan detail, melainkan contoh yang sesuai dan 

mudah dipahami terkait Kesehatan Reproduksi di Wilayah 

Agraris. 

Sistematika buku ini dengan judul “Kesehatan 

Reproduksi di Wilayah Agraris” mengacu pada konsep dan 

pembahasan hal yang terkait. Buku ini terdiri atas 14 bab 

yang dijelaskan secara rinci dalam pembahasan antara 

lain mengenai Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi; 

Karakteristik Wilayah Agraris dan Dampaknya pada 

Kesehatan Reproduksi; Faktor Sosial dan Budaya dalam 

Kesehatan Reproduksi; Penyakit Reproduksi di Komunitas 

Agraris; Kehamilan dan Persalinan di Wilayah Agraris; Gizi 

dan Kesehatan Ibu Hamil di Pedesaan; Pola KB dan 

Tantangannya di Masyarakat; Kesehatan Reproduksi 

Remaja di Wilayah Agraris; Peran Bidan dan Tenaga 

Kesehatan di Wilayah Agraris; Penyakit Menular Seksual 

di Komunitas Agraris; Dampak Ekonomi dan Akses 

Layanan Kesehatan Reproduksi; Strategi Peningkatan 

Kesehatan Reproduksi di Pedesaan; Peran Teknologi 

dalam Layanan Kesehatan Reproduksi; serta Studi Kasus 

Kesehatan Reproduksi di Wilayah Agraris.  



 

ii 
 

Buku ini memberikan nuansa yang berbeda dengan buku 

lainnya, karena membahas berbagai Kesehatan 

Reproduksi di Wilayah Agraris sesuai dengan update 

keilmuan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih 

yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah 

mendukung dalam proses penyusunan dan penerbitan 

buku ini, secara khusus kepada Penerbit Media Sains 

Indonesia sebagai inisiator buku ini. Semoga buku ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. 

 

Bandung, September 2025 

Editor 
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1 
KONSEP DASAR  

KESEHATAN REPRODUKSI 

Risza Choirunissa, S,SiT, MKM 

Universitas Nasional 

Pengertian Kesehatan Reproduksi 

Kesehatan reproduksi merupakan konsep yang luas dan 

komprehensif, mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan 

sosial berkaitan dengan sistem reproduksi dan proses 

reproduksi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 

kesehatan reproduksi dapat diartikan sebagai kondisi 

sehat dalam semua aspek yang berhubungan dengan 

sistem reproduksi, termasuk fungsinya dan kemampuan 

untuk menikmati aktivitas seksual secara aman dan 

produktif sepanjang hidup (Herawati, 2024). Cakupan 

kesehatan reproduksi meliputi dimensi biologis, 

psikologis, sosial, dan spiritual. Dimensi biologis 

mencakup fungsi sistem reproduksi dan kesehatan organ-

organ reproduksi, sedangkan dimensi psikologis berfokus 

pada aspek mental yang berkaitan dengan kesehatan 

seksual dan reproduksi (Tambunan & Ningsih, 2023). 

Dimensi sosial mengaitkan kesehatan reproduksi dengan 

konteks budaya dan norma masyarakat yang 

mempengaruhi kehidupan individu, sementara dimensi 

spiritual dapat memberikan makna lebih dalam terhadap 

pengalaman reproduksi (Natalia et al., 2023). Dalam 

konteks ini, penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan 

yang baik tentang kesehatan reproduksi di kalangan 

remaja sangat penting untuk mengurangi risiko terkait 
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isu-isu seksual dan kesehatan reproduksi, seperti infeksi 

menular seksual (IMS) dan kehamilan tidak diinginkan 

(Nurlaeli & Rakhmawati, 2022)Myraldi et al., 2023). 

Lebih jauh lagi, dimensi kesehatan reproduksi dapat 

dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pendidikan 

orang tua dan dukungan sosial dari masyarakat. 

Misalnya, keterlibatan keluarga dalam komunikasi 

tentang kesehatan reproduksi sangat penting untuk 

meningkatkan pengetahuan remaja tentang isu-isu ini 

(Raihannabil et al., 2024). Penelitian juga menunjukkan 

bahwa pendidikan kesehatan reproduksi yang efektif 

dapat membentuk sikap positif terhadap perilaku seksual 

yang aman dan bertanggung jawab (Ratna et al., 2024; 

Arifah & Aninda, 2022). Dengan pendekatan yang tepat, 

seperti promosi kesehatan berbasis budaya, masyarakat 

dapat memperkuat pemahaman dan apresiasi terhadap 

kesehatan reproduksi (Widayati, 2021). 

Dalam rangka mencapai kesejahteraan yang holistik 

dalam kesehatan reproduksi, penting untuk melakukan 

upaya berkelanjutan dalam meningkatkan pengetahuan, 

pemahaman, dan akses terhadap layanan kesehatan 

reproduksi. Sebuah studi menemukan bahwa 

pemahaman yang kurang tentang masa subur dan risiko 

kehamilan di kalangan remaja menunjukkan perlunya 

program pendidikan yang lebih baik untuk mengedukasi 

mereka (Nurlaeli & Rakhmawati, 2022). Pendekatan 

multidimensional yang mencakup aspek biologis, 

psikologis, sosial, dan spiritual sangat relevan untuk 

mencapai tujuan tersebut, sehingga dapat menghasilkan 

generasi yang lebih sehat dan berpengetahuan luas 

(Pujhana et al., 2022). 

Komponen Kesehatan Reproduksi  

Komponen kesehatan reproduksi mencakup berbagai 

aspek yang saling berkaitan, termasuk kesehatan seksual, 
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kesehatan ibu, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan 

reproduksi remaja, dan pencegahan serta penanganan 

infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS. Setiap 

komponen ini berperan penting dalam memastikan 

kesejahteraan individu dan masyarakat secara 

keseluruhan.  

1. Kesehatan Seksual 

Kesehatan seksual adalah landasan utama dalam 

kesehatan reproduksi. Ini mencakup tidak hanya 

bebas dari penyakit, tetapi juga kondisi kesejahteraan 

fisik, mental, dan sosial dalam konteks seksual (Lubis 

et al., 2024; . Pendidikan kesehatan seksual sangat 

penting, terutama bagi remaja, untuk meningkatkan 

pemahaman tentang perilaku seksual yang sehat dan 

risiko IMS (Tambunan & Ningsih, 2023; . Remaja 

dengan pengetahuan yang tepat tentang IMS memiliki 

perilaku seksual yang lebih aman (Lubis et al., 2024; 

Hidayah, 2022). 

2. Kesehatan Ibu dan Kesehatan Bayi Baru Lahir 

Kesehatan ibu mencakup perawatan selama masa 

kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Penanganan 

yang baik selama periode ini sangat penting untuk 

mengurangi risiko komplikasi, yang dapat berakibat 

fatal baik bagi ibu maupun bayi (Rohaeni et al., 2023; 

. Kesehatan bayi baru lahir juga merupakan bagian 

integral dari kesehatan reproduksi, di mana 

perawatan yang baik dapat menurunkan angka 

kematian bayi dan memastikan perkembangan yang 

sehat (Rohaeni et al., 2023; Simbolon & Budiarti, 

2020). 

3. Kesehatan Reproduksi Remaja  

Bagi remaja, kesehatan reproduksi melibatkan 

pemahaman tentang fungsi dan perlindungan sistem 
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reproduksi, serta dampak dari keputusan yang 

diambil mengenai aktivitas seksual (Tambunan & 

Ningsih, 2023; Hidayah, 2022). Penelitian 

menunjukkan bahwa pendidikan yang memadai 

dapat mengurangi kehamilan tidak diinginkan dan 

risiko infeksi seksual (Tambunan & Ningsih, 2023; 

Simbolon & Budiarti, 2020). Remaja sering kali tidak 

memiliki informasi yang cukup mengenai kesehatan 

reproduksi, yang dapat meningkatkan risiko perilaku 

berisiko (Kartikasari et al., 2019; Kasim et al., 2022). 

4. Pencegahan dan Penanganan IMS  

Pencegahan IMS, termasuk HIV/AIDS, adalah 

komponen krusial dari kesehatan reproduksi. 

Penggunaan kondom dan praktik seksual yang aman 

adalah strategi utama untuk menghindari infeksi 

(Rohaeni et al., 2023; . Program edukasi yang 

menekankan pentingnya pencegahan IMS terbukti 

efektif dalam meningkatkan kesadaran di kalangan 

populasi berisiko (Kurniawan et al., 2022; Romlah et 

al., 2021). Kegiatan pencegahan ini perlu diperluas 

untuk mencakup semua kelompok, terutama mereka 

yang berisiko tinggi seperti pekerja seks komersial 

(Nurdianto et al., 2023). 

5. Keluarga Berencana dan Kontrasepsi 

Keluarga berencana memainkan peran sentral dalam 

kesehatan reproduksi dengan memberikan pilihan 

untuk mengatur kehamilan. Akses terhadap informasi 

dan layanan kontrasepsi sangat penting dalam 

mencegah kehamilan yang tidak direncanakan dan 

mengatur jarak kelahiran (Lubis et al., 2024; Dida et 

al., 2019). 
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6. Kesehatan Reproduksi Lansia dan Pencegahan 

Kekerasan Seksual 

Kesehatan reproduksi tidak berhenti pada usia 

tertentu; penting untuk memfokuskan perhatian pada 

kesehatan reproduksi lansia yang sering diabaikan. 

Selain itu, pencegahan kekerasan seksual dan gender 

juga merupakan komponen vital yang harus 

diintegrasikan dalam kebijakan kesehatan reproduksi 

untuk melindungi semua individu dari dampak 

negatif (Rohaeni et al., 2023; Simbolon & Budiarti, 

2020). 

Secara keseluruhan, pendekatan komprehensif 

terhadap kesehatan reproduksi yang mencakup 

keenam komponen ini penting untuk menciptakan 

generasi yang sehat dan terlindungi dari risiko 

kesehatan yang dapat dicegah. Penekanan pada 

pendidikan dan akses terhadap layanan kesehatan 

sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Prinsip- Prinsip Kesehatan Reproduksi 

Dalam konteks kesehatan reproduksi, terdapat beberapa 

prinsip penting yang harus dipenuhi untuk memastikan 

bahwa layanan dan intervensi yang diberikan sesuai 

dengan kebutuhan individu serta hak asasi manusia. 

Prinsip-prinsip ini mencakup hak-hak reproduksi, 

informed choice dan informed consent, kesetaraan gender 

dan akses layanan, kerahasiaan dan non-diskriminasi, 

serta pendekatan siklus kehidupan dari anak hingga 

lansia. 

1. Hak-hak Reproduksi 

Hak-hak reproduksi mengacu pada hak semua 

individu untuk membuat keputusan yang berkaitan 

dengan kehidupan reproduksi mereka tanpa 

mengalami diskriminasi, paksaan, atau kekerasan. 
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Prinsip ini menjadi dasar untuk kebijakan dan 

program kesehatan reproduksi yang adil dan inklusif. 

Pengakuan terhadap hak-hak reproduksi memiliki 

dampak signifikan terhadap kesehatan perempuan 

dan hasil kesehatan masyarakat secara keseluruhan, 

terutama dalam konteks negara-negara berkembang, 

seperti yang dijelaskan dalam literatur yang relevan 

(Pillai & Gupta, 2011; (Mazza & Botfield, 2023). 

2. Informed Choice dan Informed Consent 

Prinsip informed choice dan informed consent 

menekankan pentingnya kemitraan antara penyedia 

layanan kesehatan dan individu pengguna layanan. 

Informed consent memastikan bahwa individu 

diberikan informasi yang cukup untuk membuat 

keputusan yang tepat mengenai perawatan kesehatan 

mereka, termasuk opsi-opsi yang tersedia. 

Komunikasi yang efektif, terutama dalam konteks 

budaya yang beragam, sangat penting untuk 

menghindari kesalahpahaman dan memastikan 

bahwa individu dapat memberikan persetujuan yang 

benar (Power et al., 2022; Tarasoff, 2021). Proses ini 

tidak hanya melibatkan penyampaian informasi, 

tetapi juga pertukaran dialog yang memungkinkan 

pertanyaan dan klarifikasi (Schultz‐Swarthfigure et 

al., 2022). 

3. Kesetaraan Gender dan Akses Layanan 

Kesetaraan gender sangat integral dalam konteks 

kesehatan reproduksi, di mana perempuan sering kali 

menghadapi lebih banyak hambatan dalam 

mengakses layanan kesehatan. Penelitian 

menunjukkan bahwa peningkatan kesetaraan gender 

di bidang kesehatan dapat menghasilkan akses yang 

lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi, 

yang pada gilirannya berdampak positif pada 
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kesehatan masyarakat (Pillai & Gupta, 2011; Parvin et 

al., 2022). Kesetaraan akses layanan sangat penting 

di daerah terpencil atau kurang terlayani, di mana 

perempuan mungkin memiliki akses terbatas 

terhadap sumber daya kesehatan yang mendasar 

(Mazza & Botfield, 2023). Program-program yang 

mendukung kesetaraan gender dapat membantu 

mengatasi disparitas dan menumbuhkan partisipasi 

aktif perempuan dalam pengambilan keputusan 

terkait kesehatan mereka. 

4. Kerahasiaan dan Non-Diskriminasi 

Kerahasiaan adalah aspek krusial dalam layanan 

kesehatan reproduksi, yang melindungi privasi pasien 

dan membangun kepercayaan antara pasien dan 

penyedia layanan. Perlindungan terhadap 

kerahasiaan dapat mengurangi stigmatisasi dan 

mempromosikan penggunaan layanan kesehatan 

secara lebih luas, terutama dalam konteks 

pemeriksaan HIV dan IMS (Furyk et al., 2018; Schultz‐

Swarthfigure & Kelly, 2021). Non-diskriminasi 

mencakup penghindaran diskriminasi berdasarkan 

gender, orientasi seksual, status sosial ekonomi, atau 

kondisi kesehatan. Kebijakan yang jelas dan efektif 

harus diterapkan untuk memastikan bahwa semua 

individu memiliki hak yang sama dalam mengakses 

layanan kesehatan. 

5. Pendekatan Siklus Kehidupan 

Pendekatan siklus kehidupan mencakup perhatian 

terhadap kesehatan reproduksi dari masa kanak-

kanak hingga lanjut usia. Hal ini menekankan bahwa 

pendidikan dan layanan kesehatan harus disesuaikan 

dengan tahap perkembangan individu. Pendidikan 

kesehatan reproduksi harus dimulai sejak usia dini 

untuk membekali anak-anak dan remaja dengan 
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pengetahuan yang tepat tentang kesehatan seksual 

dan reproduksi (Mishra et al., 2010). Program yang 

berfokus pada siklus kehidupan dapat membantu 

mengidentifikasi kebutuhan kesehatan di berbagai 

tahap hidup dan memastikan bahwa semua individu 

mendapatkan dukungan yang sesuai, dari pendidikan 

dan konseling sebelum menikah hingga perawatan 

kesehatan yang relevan bagi lansia. 

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini memberikan 

kerangka kerja esensial untuk pengembangan dan 

implementasi kebijakan serta program kesehatan 

reproduksi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan 

individu dan komunitas. 
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2 
KARAKTERISTIK WILAYAH 

AGRARIS DAN DAMPAKNYA PADA 

KESEHATAN REPRODUKSI 

Besse Rismayani, S.KM., M.Kes 

Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika 

Karakteristik Wilayah Agraris 

Wilayah agraris memiliki karakteristik yang sangat khas, 

yang membedakannya dari wilayah perkotaan. Dalam 

konteks Indonesia, wilayah agraris sering kali ditandai 

dengan adanya lahan pertanian yang luas, pola 

kehidupan masyarakat yang bergantung pada hasil 

pertanian, serta ketersediaan sumber daya alam yang 

melimpah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), 

sekitar 30% dari total penduduk Indonesia masih 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, yang 

menunjukkan betapa pentingnya sektor ini bagi 

kehidupan masyarakat. 

Salah satu karakteristik utama wilayah agraris adalah 

pola penggunaan lahan yang didominasi oleh pertanian, 

baik itu tanaman pangan, hortikultura, maupun 

perkebunan. Data dari Kementerian Pertanian (2020) 

menunjukkan bahwa luas lahan pertanian di Indonesia 

mencapai 7,9 juta hektar, dengan komoditas utama 

seperti padi, jagung, dan kedelai. Penggunaan lahan ini 

tidak hanya berdampak pada ekonomi lokal, tetapi juga 

mempengaruhi struktur sosial dan budaya masyarakat 

yang tinggal di wilayah tersebut. 
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Selain itu, wilayah agraris sering kali ditandai dengan 

akses yang terbatas terhadap fasilitas kesehatan dan 

pendidikan. Penelitian oleh World Bank (2019) 

menunjukkan bahwa masyarakat di daerah pedesaan 

cenderung memiliki akses yang lebih rendah terhadap 

layanan kesehatan dibandingkan dengan masyarakat di 

daerah perkotaan. Hal ini berpotensi menimbulkan 

masalah kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, 

yang sering kali terabaikan di wilayah tersebut. 

Kondisi lingkungan juga menjadi faktor penting dalam 

karakteristik wilayah agraris. Kualitas tanah, 

ketersediaan air, dan iklim merupakan elemen yang 

sangat mempengaruhi produktivitas pertanian. Menurut 

penelitian oleh FAO (2021), perubahan iklim dapat 

mempengaruhi hasil pertanian dan, pada gilirannya, 

dapat berdampak pada ketahanan pangan dan kesehatan 

masyarakat. Dalam konteks kesehatan reproduksi, 

kondisi lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi 

kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan risiko 

komplikasi selama kehamilan. 

Terakhir, budaya dan tradisi lokal di wilayah agraris juga 

memainkan peran penting dalam menentukan pola 

perilaku kesehatan masyarakat. Banyak nilai dan norma 

yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, seperti 

praktik pernikahan dini, penggunaan kontrasepsi, dan 

perawatan prenatal, dipengaruhi oleh budaya setempat. 

Penelitian oleh (Nurhayati, 2023) menunjukkan bahwa 

pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi 

sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, yang dapat 

mempengaruhi keputusan mereka dalam mengakses 

layanan kesehatan. 

Dampak Kesehatan Reproduksi di Wilayah Agraris 

Dampak kesehatan reproduksi di wilayah agraris sangat 

kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk 
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akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan 

kondisi sosial ekonomi. Salah satu dampak paling 

signifikan yaitu:  

1. Tingginya angka kematian ibu dan bayi  

Menurut data dari Kementerian Kesehatan (2021), 

angka kematian ibu di daerah pedesaan mencapai 305 

per 100.000 kelahiran hidup, jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan angka di perkotaan yang hanya 

126 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini 

menunjukkan bahwa akses terhadap perawatan 

prenatal dan pasca persalinan di wilayah agraris 

masih sangat rendah. 

2. Indonesia merupakan negara agraris dengan  

sebagian  besar  penduduknya menekuni  profesi  

sebagai  petani 

Sektor  pertanian  menjadi  pusat perhatian 

pemerintah karena sektor  ini memiliki  peran  yang  

sangat  penting dalam pembangunan nasional 

terutama dalam  hal  pemanfaatan  hasil-hasil 

pertanian yang  menyangkut  komoditas pangan. 

Namun  seringkali  petani dihadapkan  dengan  

permasalahan seperti  hama  dan  gulma  yang 

mengganggu.  Hal  tersebut  tentu  saja dapat  

mempengaruhi  hasil  produksi pertanian. Upaya  

petani  untuk meningkatkan  mutu  hasil  produksi 

pertanian  dan  mengurangi  serangan hama  yang  

mengganggu  membuat petani memilih menggunakan 

pestisida (Jaroji et al., 2019).  

Penggunaan pestisida merupakan salah satu upaya 

yang banyak ditempuh petani untuk mengendalikan 

hama tanaman. Para petani cenderung menggunakan 

pestisida secara terus menerus dan kurang 

memperhatikan pemakaiannya. Perempuan yang 

terlibat dalam pertanian memiliki risiko terhadap 
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dampak paparan pestisida jangka panjang yaitu dapat 

mengganggu hormon reproduksi pada Perempuan 

(Farida et al., 2017). 

Paparan pestisida pada perempuan dapat 

menyebabkan infertilitas permanen dan kegagalan 

ovarium prematur (menopause yang lebih awal pada 

perempuan). Studi pendahuluan yang dilakukan 

peneliti di Desa Girirejo didapatkan hasil bahwa 6 dari 

20 perempuan petani atau sekitar 30% mengalami 

menopause dini. 

Pestisida tidak hanya digunakan oleh petani  pria,  

melainkan  petani  wanita juga sehingga berpotensi 

mengganggu kesehatan  wanita  salah  satunya 

gangguan  pada  sistem  reproduksi. Sebagai istri  

petani, wanita ikut  terlibat dalam  aktivitas  pertanian  

seperti mencabut  rumput,  mencari  hama, menyiram  

tanaman,  menanam  dan memanen serta  mencuci 

pakaian yang dipakai bertani. Kegiatan pertanian 

yang berlangsung lama  disertai  penggunaan  

pestisida dengan  dosis  tinggi  membuat  wanita 

mudah  terpapar  pestisida  sehingga menimbulkan  

gangguan  pada  sistem reproduksi (Widyawati et al., 

2020). 

3. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan  

Hal ini juga berkontribusi pada masalah kesehatan 

reproduksi lainnya, seperti infeksi menular seksual 

(IMS) dan komplikasi kehamilan. Data dari WHO 

(2020) menunjukkan bahwa prevalensi IMS di daerah 

pedesaan Indonesia mencapai 15%, yang jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi dan kurangnya fasilitas 

kesehatan yang memadai untuk menangani masalah 

tersebut. 
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4. Pendidikan yang rendah  

Faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi di 

wilayah agraris. Menurut penelitian oleh UNICEF 

(2021), perempuan di daerah pedesaan cenderung 

memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah 

dibandingkan dengan laki-laki, yang berdampak pada 

pemahaman mereka tentang kesehatan reproduksi. 

Rendahnya pendidikan ini sering kali berujung pada 

kurangnya pengetahuan tentang kontrasepsi dan 

perencanaan keluarga, yang dapat meningkatkan 

risiko kehamilan yang tidak diinginkan. 

5. Kondisi sosial ekonomi yang sulit 

Di wilayah agraris juga berkontribusi pada masalah 

kesehatan reproduksi. Banyak perempuan di daerah 

pedesaan yang terpaksa bekerja di ladang atau 

melakukan pekerjaan informal untuk membantu 

ekonomi keluarga, yang dapat mengurangi waktu dan 

energi mereka untuk merawat kesehatan reproduksi. 

Penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (2022) menunjukkan bahwa 

perempuan yang bekerja di sektor pertanian 

cenderung memiliki akses yang lebih rendah terhadap 

layanan kesehatan dibandingkan dengan perempuan 

yang tidak bekerja. 

Akhirnya, stigma dan norma sosial yang mengelilingi 

kesehatan reproduksi di wilayah agraris dapat 

menghambat akses perempuan terhadap layanan 

kesehatan. Banyak perempuan merasa malu atau takut 

untuk mencari bantuan medis terkait masalah kesehatan 

reproduksi mereka, yang dapat menyebabkan komplikasi 

serius. Penelitian oleh Rahmawati (2021) menunjukkan 

bahwa peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang 

kesehatan reproduksi sangat penting untuk mengatasi 
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stigma ini dan meningkatkan akses perempuan terhadap 

layanan kesehatan yang dibutuhkan. 

Peran Pendidikan dalam Meningkatkan Kesehatan 

Reproduksi 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam 

meningkatkan kesehatan reproduksi, terutama di wilayah 

agraris. Pendidikan yang baik dapat memberikan 

pengetahuan yang diperlukan untuk memahami isu-isu 

kesehatan reproduksi dan mempromosikan perilaku 

sehat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2021), 

perempuan yang memiliki pendidikan tinggi cenderung 

lebih memahami pentingnya perawatan prenatal dan 

penggunaan kontrasepsi, yang berdampak positif pada 

kesehatan reproduksi mereka. 

Program pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah-

sekolah dapat menjadi langkah awal yang efektif untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 

kesehatan reproduksi. Penelitian oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (2020) menunjukkan bahwa 

program pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah-

sekolah mampu mengurangi angka kehamilan remaja dan 

meningkatkan pengetahuan siswa tentang kesehatan 

reproduksi. Program ini juga dapat membantu mengubah 

sikap dan perilaku siswa terhadap isu-isu kesehatan 

reproduksi. 

Selain pendidikan formal, pendidikan non-formal juga 

penting untuk meningkatkan kesadaran tentang 

kesehatan reproduksi di kalangan masyarakat. Banyak 

organisasi non-pemerintah (NGO) telah meluncurkan 

program pelatihan dan seminar tentang kesehatan 

reproduksi di daerah pedesaan, yang bertujuan untuk 

memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada 

masyarakat. Menurut laporan oleh Yayasan Kesehatan 

Perempuan (2021), program-program ini telah berhasil 
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meningkatkan pengetahuan dan akses masyarakat 

terhadap layanan kesehatan reproduksi. 

Pendidikan juga dapat memberdayakan perempuan untuk 

mengambil keputusan yang lebih baik terkait kesehatan 

reproduksi mereka. Dengan pengetahuan yang cukup, 

perempuan dapat lebih percaya diri dalam mencari 

layanan kesehatan dan berkomunikasi dengan tenaga 

medis. Penelitian oleh Sari (2020) menunjukkan bahwa 

perempuan yang terdidik lebih cenderung untuk 

menggunakan layanan kesehatan reproduksi secara tepat 

waktu dan efektif. 

Namun, tantangan tetap ada dalam 

mengimplementasikan program pendidikan kesehatan 

reproduksi di wilayah agraris. Keterbatasan sumber daya, 

aksesibilitas, dan resistensi budaya dapat menjadi 

hambatan dalam penyampaian informasi yang tepat. Oleh 

karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, 

dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk 

menciptakan program yang efektif dan berkelanjutan 

dalam meningkatkan kesehatan reproduksi di wilayah 

agraris. 

Kebijakan dan Intervensi untuk Meningkatkan 

Kesehatan Reproduksi 

Kebijakan pemerintah dan intervensi yang tepat sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi di 

wilayah agraris. Salah satu langkah penting adalah 

pengembangan kebijakan yang mendukung akses 

terhadap layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan 

di daerah pedesaan. Menurut Kementerian Kesehatan 

(2021), perlu adanya peningkatan fasilitas kesehatan di 

wilayah agraris, termasuk penyediaan tenaga medis yang 

terlatih dan peralatan medis yang memadai. 
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Selain itu, program-program yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan 

reproduksi juga sangat penting. Pemerintah dapat bekerja 

sama dengan organisasi non-pemerintah untuk 

menyelenggarakan kampanye kesehatan reproduksi yang 

menyasar masyarakat di daerah pedesaan. Penelitian oleh 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(2022) menunjukkan bahwa kampanye yang melibatkan 

tokoh masyarakat dan pemimpin lokal dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program 

kesehatan reproduksi. 

Intervensi berbasis komunitas juga dapat menjadi solusi 

efektif untuk meningkatkan kesehatan reproduksi di 

wilayah agraris. Program-program yang melibatkan 

masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan kesehatan reproduksi dapat meningkatkan rasa 

memiliki dan keberlanjutan program tersebut. Menurut 

data dari WHO (2020), intervensi berbasis komunitas 

telah berhasil meningkatkan akses dan penggunaan 

layanan kesehatan reproduksi di berbagai daerah. 

Keterlibatan sektor swasta dalam mendukung kesehatan 

reproduksi juga perlu diperhatikan. Perusahaan-

perusahaan yang beroperasi di wilayah agraris dapat 

berkontribusi dengan menyediakan program kesehatan 

bagi karyawan dan keluarganya. Penelitian oleh Asosiasi 

Perusahaan Indonesia (2021) menunjukkan bahwa 

perusahaan yang peduli terhadap kesehatan 

karyawannya cenderung memiliki produktivitas yang 

lebih tinggi dan tingkat absensi yang lebih rendah. 

Akhirnya, penting untuk melakukan evaluasi dan 

pemantauan terhadap kebijakan dan program yang telah 

diterapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

intervensi yang dilakukan benar-benar efektif dalam 

meningkatkan kesehatan reproduksi di wilayah agraris. 

Dengan data dan statistik yang akurat, pemerintah dan 
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pemangku kepentingan lainnya dapat melakukan 

perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan kesehatan reproduksi yang lebih baik. 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa 

karakteristik wilayah agraris memiliki dampak yang 

signifikan terhadap kesehatan reproduksi masyarakat. 

Tingginya angka kematian ibu dan bayi, keterbatasan 

akses terhadap layanan kesehatan, serta rendahnya 

pendidikan menjadi tantangan utama yang harus 

dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan 

intervensi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan 

reproduksi di wilayah agraris. 

Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain adalah 

peningkatan akses terhadap layanan kesehatan 

reproduksi, pengembangan program pendidikan 

kesehatan yang lebih efektif, serta keterlibatan 

masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan 

program kesehatan. Selain itu, kolaborasi antara 

pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor 

swasta sangat penting untuk menciptakan lingkungan 

yang mendukung kesehatan reproduksi di wilayah 

agraris. 

Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan 

kesehatan reproduksi masyarakat di wilayah agraris 

dapat meningkat, sehingga mengurangi angka kematian 

ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas hidup secara 

keseluruhan. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan 

untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesehatan reproduksi di wilayah agraris, 

sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran 

dan efektif. 
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3 
FAKTOR SOSIAL BUDAYA DALAM 

KESEHATAN REPRODUKSI 

Mariene Wiwin Dolang, S.KM., M.Kes. 

Universitas Dhyana Pura 

Peran sosial budaya merupakan kondisi yang sudah 

melekat dalam masyarakat tertentu dan merupakan salah 

satu faktor terbesar penyebab kegagalan program 

kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah, karena 

adanya perbedaan cara dan metode yang dilakukan oleh 

masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan. 

Faktor budaya dan lingkungan yang mempengaruhi 

praktek tradisonal yang berdampak buruk pada 

kesehatan reproduksi, seperti kepercayaan banyak anak 

banyak rejeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang 

membingungkan anak dan remaja karena saling 

berlawanan satu dengan yang lain, pandangan agama, 

status perempuan, ketidaksetaraan gender, kondisi 

lingkungan tempat tinggal, cara bersosialisasi, persepsi 

masyarakat tentang fungsi, hak dan tanggung jawab 

reproduksi individu, serta dukungan atau komitmen 

politik. 

Pengertian Sosial Budaya 

Kata budaya berasal dari bahasa Sansekerta buddhayah 

yang merupakan bentuk jamak dari kata budhi yang 

berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya 

berasal dari kata culture, dalam bahasa Belanda di 

istilahkan dengan kata cultuur, dan dalam bahasa latin 

berasal dari kata colera.  



 

 

  

 

28 
 

Sosial budaya atau kebudayaan adalah segala sesuatu 

atau tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat 

yang menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut. Sosial 

budaya merupakan tata nilai yang berlaku di masyarakat 

yang mecakup kesenian, adat istiadat, moral, hukum, 

pengetahuan dan kepercayaan yang menjadi ciri khas 

masyarakat tersebut. budaya adalah suatu keseluruhan 

kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan 

kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh 

manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan yaitu 

hasil pikir dan olah daya manusia atas alam. Sistem 

kebudayaan juga meliputi sistem ide atau gagasan yang 

bersumber dari manusia. Sehingga, kebudayaan juga 

dapat bersifat abstrak atau tak terlihat (Mumtazinur, 

2019). Istilah sosial budaya merupakan bentuk gabungan 

dari sosial dan budaya. Sosial dalam arti masyarakat, 

budaya atau kebudayaan dalam arti sebagai semua hasil 

karya, rasa, dan cipta masyarakat. 

Faktor Sosial Budaya dalam Kesehatan Reproduksi 

Peran sosial budaya merupakan kondisi yang sudah 

melekat dalam masyarakat tertentu dan merupakan salah 

satu faktor terbesar penyebab kegagalan program 

kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah, karena 

adanya perbedaan cara dan metode yang dilakukan oleh 

masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan. 

Faktor sosial budaya sangat mempengaruhi perilaku 

masyarakat yang tentunya berdampak pada perilaku-

perilaku yang berkaitan dengan Kesehatan reproduksi. 

Masih banyak masyarakat yang lebih mengedepankan 

kepada kepercayaan yang telah melekat di lingkungannya 

dibandingkan dengan ilmu kesehatan reproduksi. Faktor 

sosial budaya yang mempengaruhi praktek tradisional 

berdampak buruk pada kesehatan reproduksi. 

Kepercayaan banyak anak banyak rejeki, informasi 



 

 

  

 

29 
 

tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak 

dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang 

lain, pandangan agama, status perempuan, 

ketidaksetaraan gender, lingkungan tempat tinggal dan 

cara bersosialisasi, persepsi masyarakat tentang fungsi, 

hak dan tanggung jawab reproduksi individu, serta 

dukungan. 

Beberapa kajian tentang kesehatan reproduksi 

menunjukkan bahwa pandangan, pemahaman serta 

kepercayaan masyarakat tentang tubuh, seksualitas dan 

kesehatan perempuan berkontribusi terhadap wacana 

tubuh perempuan dalam kesehatan reproduksi. Cara 

pandang, pemaknaan, kepercayaan dan perilaku yang 

berhubungan dengan tubuh, seksualitas dan kesehatan 

perempuan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, 

ekonomi dan politik yang bekerja dalam kekuatan 

simbolik. 

Lingkungan sosial budaya menciptakan ekosistem yang 

kompleks yang secara langsung memengaruhi bagaimana 

masyarakat Indonesia memahami, mengakses, dan 

memanfaatkan layanan kesehatan reproduksi. Beragam 

tabu, mitos dan kepercayaan tradisional tentang tubuh 

dan kesehatan reproduksi perempuan cenderung untuk 

diambil dan digunakan serta dimaknai ulang sebagai 

komoditi baru yang masuk ke dalam sistem layanan 

kesehatan reproduksi. Perempuan dikomoditifikasi 

sebagai gen, penghasil ovum atau pembawa embrio 

semata. 

Peran Kepercayaan dan Nilai Tradisional dalam 

Kesehatan Reproduksi 

1. Banyak anak banyak rezeki 

Banyak anak banyak rezeki merupakan konsep ini 

masih dipegang teguh di banyak daerah, terutama di 
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pedesaan Indonesia. Keluarga dengan banyak anak 

dianggap sebagai simbol kemakmuran dan jaminan di 

masa tua, yang berpengaruh terhadap keputusan 

tentang jumlah anak dan penggunaan kontrasepsi. 

2. Praktik tradisional berisiko  

Praktik tradisional berisiko seperti praktik seperti 

"pijat peranakan" untuk kesuburan, ramuan 

tradisional untuk kontrasepsi, dan ritual pasca 

melahirkan yang tidak berbasis bukti ilmiah dapat 

membahayakan kesehatan reproduksi perempuan di 

berbagai daerah. 

3. Tabu Mendiskusikan Reproduksi 

Di banyak komunitas, pembicaraan tentang 

seksualitas dan reproduksi masih dianggap tabu, 

terutama bagi perempuan dan remaja. Hal ini 

menghambat penyebaran informasi yang akurat dan 

menciptakan kesenjangan pengetahuan. 

Hubungan Sosial Budaya dengan Kesehatan 

Reproduksi 

1. Sosial Budaya Dengan Kesehatan Reproduksi Remaja 

Masa remaja merupakan peralihan masa kanak-

kanak menjadi dewasa yang melibatkan perubahan 

berbagai aspek seperti biologis, psikologis, dan sosial-

budaya. Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu 

kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi dan 

proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. 

Pengertian sehat disini tidak semata-mata berarti 

bebas penyakit atau bebas dari kecacatan namun juga 

sehat secara mental serta sosial kultural. 

Pengetahuan dan pemahaman remaja tentang 

Kesehatan resproduksi dan resiko seksual merupakan 

hal penting, mengingat meningkatnya penundaan 
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usia pernikahan di kalangan perempuan, berimplikasi 

pada lamanya mereka menjalani masa aktif secara 

seksual sebelum pernikahan. Pada remaja masih 

terdapat banyaknya mitos-mitos seputar menstruasi 

seperti tidak boleh memakan nanas dan ketimun, 

meminum air es, tidak boleh memakan makanan yang 

pedas, tidak boleh tidur siang karena darah 

menstruasi akan naik menuju mata, dan lainnya.  

Pada umumnya pengalaman menstruasi pertamakali 

diwarnai ketidaktahuan, ketakutan karena tidak 

adanya penjelasan tentang apa itu menstruasi dan 

hal-hal yang perlu diketahui tentang permasalahan 

menstruasi. Perihal menstruasi lebih banyak dibalut 

oleh mitos, kepercayaan dan tabu. Pada umumnya 

tradisi budaya tentang menstruasi masih masyarakat. 

Banyak daerah yang masih melakukan selametan 

atau beberapa ritual tertentu saat menstruasi 

pertamakali, serta masih ada berbagai praktik budaya 

yang intinya merupakan bentuk-bentuk pembatasan 

budaya.  

Pemberian edukasi yang menjelaskan tentang 

kesehatan reproduksi ataupun tentang menstruasi 

merupakan hal yang jarang diberikan pada remaja. 

Untuk itu, sebagian besar remaja perempuan 

khususnya, terkesan tidak siap untuk mengalami 

perubahan-perubahan fisik dan hormonal seiring 

dengan pubersitas yang dialaminya. Terkesan bahwa 

lingkungan sosial terdekat, khususnya keluarga dan 

komunitas, belum menanamkan nilai-nilai yang 

positif dan konstruktif berkenaan dengan pubersitas 

remaja, termasuk bagaimana mereka menyikapi 

hasrat seksualnya. Ketidaksiapan remaja akan 

pubersitasnya ini terkait dengan faktor budaya, yang 

terefleksi dari mitos-mitos yang berkembang di 

masyarakat, juga tradisi yang telah dipraktekkan 
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turun temurun. Selain itu, tafsir agama juga ikut 

berkonstribusi atas cara pandang masyarakat tentang 

tubuhnya, seksualitasnya, yang langsung atau tidak 

langsung terkait dengan kesehatan reproduksi dan 

seksualnya.  

Seksualitas sebagai sebuah konstruksi sosial bisa 

ditunjukkan melalui berkembangnya anggapan di 

masyarakat bahwa virginitas dilekatkan pada 

perempuan, sementara laki-laki ditolerir karena 

mencerminkan keperkasaan. Hal ini menunjukkan 

bagaimana dorongan seksual individu berkonteks 

budaya, termasuk merupakan hasil pembelajaran 

sosial berbasis gender, padahal dorongan seksual laki 

dan perempuan pada dasarnya sama namun 

ekspresinya dikonstruksikan secara berbeda pada 

perempuan karena nilai-nilai sosial budaya yang 

dilekatkan pada keperempuanannya 

2. Sosial Budaya Dengan Ibu Hamil 

Berbicara tentang budaya, Indonesia memiliki banyak 

suku, ras, dan budaya yang berbeda, selain hal-hal 

alamnya (Amraeni, 2021). Adat istiadat yang berkaitan 

dengan kehamilan dan persalinan telah berubah di 

beberapa tempat, tetapi tetap ada di beberapa tempat 

lain. Proses yang selalu berubah membantu 

mempertahankan stabilitas budaya yang ada dan 

menerima konsep dan ide baru (Hardiansyah, 2021). 

Kebiasaan di berbagai daerah yang berkaitan dengan 

kehamilan dan persalinan telah berubah, tetapi di 

daerah lain, kebiasaan ini tetap sama. Pengaruh 

budaya terhadap kesehatan masyarakat tidak dapat 

diabaikan; kesehatan adalah bagian penting dari 

kebudayaan. 
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Di negara-negara Asia dan Afrika, kepercayaan dan 

praktik tradisional sering dikaitkan dengan 

kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Secara 

historis, beberapa praktik ini termasuk berdoa, ritual 

atau upacara, makanan pantangan, makanan yang 

harus dimakan, perilaku tabu, pijat tradisional, 

kepecayaan pada dukun, pengobatan dan jamu 

tradisional, dan kepercayaan lainnya. Konteks budaya 

mencakup nilai-nilai, kepercayaan, moral, adat 

istiadat, dan praktik yang diterima oleh suatu 

komunitas atau kelompok yang sering diwariskan ke 

generasi berikutnya dengan menyebarkan dan 

menerapkan praktik tersebut. Indonesia memiliki 

ribuan pulau dengan beragam suku dan latar 

belakang budaya, menciptakan budaya yang unik.  

Banyak ritual yang berkaitan dengan kehamilan dan 

persalinan di Indonesia, antara lain upacara tujuh 

bulan kehamilan (yang melambangkan rasa syukur, 

keinginan untuk kelahiran yang lancar dan kesehatan 

yang baik untuk ibu dan bayi) dan pemberian jamu 

tradisional untuk ibu hamil dan menyusui. 

Masyarakat Madura masih menganggap dukun bayi 

memiliki peran penting dalam pelayanan antenatal 

bersama dengan petugas kesehatan, sementara 

praktik budaya, kepercayaan dan tabu yang terkait 

dengan ibu hamil pada masyarakat Madura cukup 

unik, beberapa budaya memiliki kemiripan dengan 

budaya Jawa.  

Wanita hamil takut jika mereka tidak mengikuti 

tradisi yang ada, akan menimbulkan masalah selama 

kehamilan mereka, seperti keguguran, kelahiran yang 

sulit atau dampak negatif lainnya pada ibu dan bayi. 

Dua ritual adat yang sudah berlangsung lama (bulan 

keempat dan ketujuh) sering dilakukan. Status 

ekonomi keluarga akan menentukan kemeriahan 
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yang dilaksanakan, namun tahapan ritualnya sama. 

Semua kepercayaan dan praktik tradisional dipatuhi 

dan dilakukan untuk memastikan kesehatan dan 

keselamatan ibu dan bayi, memfasilitasi kelahiran 

dan memastikan bayi menjadi orang yang baik. 

Faktor medis dan non medis secara bersamaan 

mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku 

masyarakat Indonesia terkait dengan kehamilan. Bagi 

ibu-ibu, memahami perilaku perawatan kehamilan 

(antenatal care) adalah penting untuk mengetahui 

dampak kesehatan bayi dan ibu sendiri. Namun, pada 

masyarakat di Indonesia masih banyak ibu-ibu yang 

menganggap kehamilan sebagai hal yang biasa dan 

alamiah. Ibu merasa tidak perlu memeriksakan 

kehamilannya secara rutin ke bidan ataupun dokter. 

Ibu hamil dan yang akan bersalin dilindungi secara 

adat, religi, dan moral dengan tujuan untuk menjaga 

kesehatan ibu dan bayi. Mereka menganggap masa 

tersebut adalah masa kritis karena bisa 

membahayakan janin dan/atau ibunya. Masa 

tersebut direspons oleh masyarakat dengan strategi-

strategi, seperti dalam berbagai upacara kehamilan, 

anjuran, dan larangan secara tradisional. Mereka 

cenderung lebih percaya dan minta pertolongan 

dukun bayi untuk pemeriksaan kehamilan, kelahiran 

dan proses perawatan pasca kelahiran.  

Namun, disisi lain ibu-ibu juga dianjurkan untuk 

mulai memiliki kesadaran untuk memeriksakan 

kandungan pada Bidan maupun ke Puskesmas. 

Keterbatasan jumlah bidan juga merupakan faktor 

yang menyebabkan dukun bayi masih dibutuhkan. 

Pada umumnya pilihan bersalin antara ke Dukun 

atau tenaga Kesehatan. Banyak masyarakat 

menganggap bahwa usia bidan yang masih muda dan 

tidak ahli sehingga kepercayaan pada dukun lebih 
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besar karena dianggap sudah tua dan banyak 

pengalaman. Dukun juga dianggap lebih mudah dicari 

serta sigap untuk membantu setiap waktu. 

Berdasarkan hitungan ekonomi, melahirkan pada 

dukun dianggap lebih murah daripada melahirkan 

pada Bidan atau fasilitas kesehatan. Faktor lain 

adalah jumlah dan distribusi Bidan yang tidak 

merata.  

Selain pemeriksaan kehamilan, budaya di Indonesia 

juga memiliki makanan yang secara tradisional 

direkomendasikan atau dilarang. Hal ini akan 

mempengaruhi status nutrisi ibu hamil. Berbagai 

bukti ilmiah telah menunjukkan adanya hubungan 

status nutrisi ibu yang buruk dengan prematuritas, 

berat badan lahir rendah (BBLR), makrosomia, 

gangguan kesehatan ibu dan bayi, serta komplikasi 

persalinan. Budaya tabu yang mendukung atau 

melarang jenis makanan tertentu akan 

mengakibatkan seorang ibu hamil membatasi asupan 

makanannya. 

Di Indonesia, makanan yang dianggap tabu selama 

kehamilan berbeda-beda di setiap daerah dan budaya. 

Di Jawa Tengah beberapa makanan yang dilarang 

antara lain buah nanas, nangka, tape, gula jawa, 

kerak nasi, daun pohon kemiri, kluwih, belut, ikan, 

udang, es batu, dan telur ayam. Suku Kaili di kota 

Palu juga mengenggap bahwa pisang, durian, nangka, 

nanas, dan mangga; protein hewani seperti udang, 

bebek, kepiting, ikan laut, cumi-cumi, dan ikan asin; 

sayur seperti kol, daun kelor, dan daun singkong; 

serta nasi, sago, gula coklat, dan kaledo (Jayadi, 

2020). 

Di Madura, makanan seperti nasi, nasi jagung, 

cakalang, ikan nila, bandeng, telur, daun kelor, apel, 

dan air kelapa justru dianjurkan untuk dikonsumsi 
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oleh ibu hamil. Sementara itu, cumi-cumi, udang, 

nanas, kedondong, kol, air dingin, dan mi instan 

adalah makanan yang dilarang dikonsumsi. Selain 

itu, dikenal pula istilah makanan “panas” dan 

“dingin”. Makanan panas dianggap perlu dihindari 

selama trimester pertama karena dianggap dapat 

memicu rasa panas dalam rahim yang 

menyebabkan keguguran; sedangkan makanan 

dingin justru dianjurkan terutama pada trimester 

ketiga kehamilan karena diyakini dapat membuat 

kulit bayi menjadi bersih saat lahir (Diana, 2017). 

Beberapa makanan yang dianggap tabu selama 

kehamilan seperti daging, telur, sayur dan buah 

justru merupakan makanan bernutrisi yang 

berkontribusi pada asupan makro dan mikronutrien. 

Dengan demikian, mencegah konsumsi makanan 

bernutrisi tersebut selama kehamilan akan 

menempatkan perempuan pada risiko buruknya 

nutrisi maternal dan janin. 

3. Sosial Budaya Dengan Ibu Menyusui 

Banyak sekali tradisi yang harus diikuti oleh ibu agar 

penyembuhannya berjalan lancar. Dalam berbagai 

kultur, ada bermacam-macam tradisi dan 

kepercayaan yang dinasihatkan untuk para ibu 

menyusui. Kepercayaan dan keyakinan mengenai 

budaya pemeliharaan ibu post partum, di antaranya 

percaya bahwa kolostrum tidak baik untuk anak, 

larangan tidur siang hari, larangan untuk mandi, diet 

makanan hanya boleh sayuran, pembatasan asupan 

cairan, tidak boleh keluar rumah, menggunakan alas 

kaki, serta anjuran menggunakan gurita 

Kepercayaan dan tradisi yang ada, secara langsung 

maupun tidak langsung kurang mendukung terhadap 

pelaksanaan ASI eksklusif. Ada berbagai macam 
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keyakinan budaya terkait menyusui, ada beberapa 

keyakinan yang mendukung namun ada juga yang 

tidak mendukung. Standar budaya dan sosial yang 

ada di masyarakat berbeda-beda antar setiap 

tergantung tiap masyara. Sebaiknya, kebijakan 

kesehatan masyarakat di seluruh dunia harus 

mempertimbangkan dan mempelajari budaya 

masyarakat untuk mencipkaan kondisi yang 

mendukung terhadap praktik pemberian ASI. Tradisi 

dan kepercayaan berkembang sebagai sesuatu yang 

akan menggiring perilaku masyarakat untuk 

melakukan hal sesuai dengan tradisi dan kepercayaan 

yang ada di lingkungan. Mitos-mitos ataupun 

kepercayaan dapat menghambat tindakan menyususi 

yang normal, beberapa mitos yang sering ada yaitu 

kolostrum yang terdapat dalam ASI tidak bagus dan 

berbahaya untuk bayi, teh khusus atau cairan 

dibutuhkan bayi sebelum menyusu, dan bayi akan 

mengalami kekurangan nutrisi untuk 

pertumbuhannya apabila hanya diberikan ASI saja. 

Selain itu, terdapat mitos dimana kolostrum dianggap 

kotor dan biasanya dibuang. Dari beberapa 

kepercayaan tersebut tentu seorang ibu akan 

memberikan beberapa makanan tambahan lain selain 

ASI untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi bayinya.  

Kepercayaan dan tradisi yang ada akan 

mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Kepercayaan 

di dalam sosial budaya datang dari apa yang dilihat 

dan apa yang diketahui seseorang. Kepercayaan yang 

telah diyakini oleh seseorang akan menjadi dasar 

untuk berperilaku. Namun pada kenyataannya tidak 

selalu kepercayaan tersebut benar. Ada kalanya 

karena ketidaktahuan akan informasi yang benar 

mengenai suatu kejadian atau objek yang terjadi 

justru membentuk sebuah kepercayaan. 
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Kepercayaan dan tradisi yang ada di masyarakat 

menggiring pola pikir masyarakat atas tindakan yang 

akan dilakukan untuk menyikapi sesuatu. 

Kepercayaan yang ada di masyarakat menjadi hal 

yang sangat berperan dalam membentuk perilaku 

seseorang. Hal ini mungkin dapat terjadi karena 

responden kurang mengetahui fakta yang sebenarnya 

dibalik kepercayaan tersebut. Sebagai contoh, apabila 

responden sudah sejak sebelum melahirkan percaya 

bahwa memberikan cairan lain selain air susu ibu 

seperti madu atau air manis ketika bayi lahir dapat 

membuat bayi menjadi lebih kuat. Maka responden 

tersebut akan menanamkan bahwa memberi madu 

dan air manis dapat akan membuat bayi menjadi lebih 

kuat. Kepercayaan ini dapat dengan mudah 

melemahkan terlaksanakannya ASI eksklusif yang 

seharusnya menyusui bayi dengan air susu ibu saja 

dari lahir hingga umur 6 bulan pertama. Perilaku ibu 

yang berhasil dalam pemberian ASI dikarenakan 

dapat membedakan budaya yang dapat mendukung 

kesehatan ataupun memperburuk kesehatan yang 

tercermin dari pengambilan keputusan untuk 

memberikan ASI kepada bayinya meskipun banyak 

mitos dan pantangan dalam ibu menyusui 

Selain masalah ASI, Ibu menyusui juga masih ada 

yang memiliki pantangan makanan ketika menyusui. 

Alasan ibu karena dilarang orang tua dan karena 

tradisi yang ada didaerahnya. Misalnya pada 

masyarakat etnik Sabu NTT dimana ibu menyusui 

setiap pagi sarapan dengan sepiring bubur. Bubur 

terbuat dari beras atau kacang hijau atau kacang 

merah. Makan siang dan makan malam serta 

makanan selingan ibu menyusui adalah nasi putih 

sepiring dengan sepotong ikan laut yang sudah 

dikeringkan. Akan tetapi dari segi medis Ibu menyusui 

membutuhkan asupan protein tinggi untuk 



 

 

  

 

39 
 

memproduksi ASI lebih banyak dan pemulihan luka. 

Protein tersebut mampu didapatkan dari berbagai 

jenis makanan seperti ikan laut, telur, daging, dan 

susu. Jika ibu hanya mengonsumsi bubur kacang 

hijau di pagi hari dan ikan laut pada siang dan malam, 

nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu tidak sepenuhnya 

tercukupi. 

Pada etnik Madura ada beberapa pantangan untuk 

ibu ketika sedang dalam masa menyusui bayi, di 

antaranya adalah ibu tidak diperkenankan 

mengonsumsi ikan laut karena dikhawatirkan ASI-

nya akan berbau amis. Selain itu, ibu juga tidak boleh 

mengonsumsi cabai terlalu banyak karena ASI akan 

terasa pedas dan menyebabkan mata bayi kotor serta 

merah. Untuk pantangan selain makanan, si ibu tidak 

boleh terlalu sering melakukan hubungan seksual 

agar ASI tidak panas sehingga bayi kurang 

menyukainya. Namun dari segi medis, ikan 

merupakan sumber nutrisi yang sehat dan seimbang 

untuk ibu menyusui. Maka dari itu, tidak benar jika 

busui pantang makan makanan amis seperti ikan 

atau seafood selama tetap memperhatikan jenis 

seafood/ikan yang dikonsumsi. Ikan dan beberapa 

jenis makanan amis memiliki semua jenis manfaat 

untuk busui dan bayinya. Termasuk mengandung 

tinggi protein dan lemak omega-3 yang penting untuk 

perkembangan optimal sistem saraf bayi. Selain itu, 

ibu yang mengonsumsi makanan yang memiliki rasa 

pedas harus memperhatikan jumlah yang masuk ke 

dalam tubuh. Sebab tidak menutup kemungkinan 

sebagian kecil dari kandungan makanan akan masuk 

ke dalam ASI. Terlalu banyak mengonsumsi makanan 

pedas bisa memicu terjadinya masalah pencernaan 

pada ibu dan bayi dan berujung pada dehidrasi yang 

mungkin dialami ibu. Berhubungan seksual pada saat 

menyusui tidak akan mempengaruhi produksi ASI 
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ataupun membuat kualitas ASI menjadi buruk, 

sehingga tidak akan memiliki dampak buruk apapun 

terhadap bayi. 
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4 
PENYAKIT REPRODUKSI  

DI KOMUNITAS AGRARIS 

Ns. Ani Retni., M.Kep. 

Universitas Muhammadiyah Gorontalo 

Konsep Komunitas 

Komunitas ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang 

terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan 

kepentingan bersama (communities of common interest), 

baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai 

teritorial. istilah community dapat diterjemahkan sebagai 

“masyarakat setempat”. Istilah komunitas dalam batas-

batas tertentu dapat menunjukpada warga sebuah dusun 

(dukuh atau kampung), desa, kota, suku, atau bangsa. 

Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik besar 

maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga 

merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi 

kepentingan-kepentingan hidup yang utama, saling 

membantu maka kelompok tadi disebut komunitas 

(Nasdian, 2014). 

Karakteristik Komunitas Agraris  

Komunitas agraris adalah kelompok masyarakat yang 

menggantungkan kehidupan ekonomi dan sosialnya pada 

sektor pertanian. Dalam komunitas ini, lahan pertanian 

menjadi sumber utama penghidupan, dan aktivitas 

sehari-hari masyarakat berpusat pada produksi, 

pengelohan dan distribusi hasil pertanian. 

karakteristik komunitas agraris meliputi : 
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1. Ketergantungan pada alam: Produktivitas sangat 

dipengaruhi oleh kondisi cuaca, kesuburan tanah dan 

air. 

2. Hubungan sosial yang erat: Solidaritas dan gotong 

royong menjadi nilai utama, karena keterikatan 

antarindividu sangat kuat. 

3. Struktur sosial sederhana: Umumnya terdiri atas 

petani kecil, buruh tani dan pemilik lahan dengan 

hierarki sosial yang relatif stabil. 

4. Pengaruh globalisasi dan moderenisasi: Komunitas 

agraris saat ini menghadapi tantangan seperti alih 

fungsi lahan, mekanisasi, dan perubahan pola 

konsumsi. 

Komunitas agraris sangat penting dalam menjaga 

ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem. Namun, 

mereka juga rentan terhadap perubahan iklim, tekanan 

ekonomi, kebijakan yang tidak berpihak pada petani kecil 

serta berbagai penyakit, khususnya penyakit reproduksi. 

Demografi dan Sosial Ekonomi  

Sebagian besar komunitas agraris terdiri dari keluarga-

keluarga yang tinggal di pedesaan. Demografi mereka 

cenderung lebih muda dengan banyak anak yang masih 

dalam usia sekolah, namun tingkat pendidikan formal 

yang rendah masih menjadi tantangan besar di daerah ini. 

Masyarakat agraris sering kali menghadapi kemiskinan 

struktural, yang membuat mereka kesulitan untuk 

mengakses layanan kesehatan yang lebih baik, termasuk 

layanan terkait kesehatan reproduksi (Badan Pusat 

Statistik, 2020). 

Pola Hidup dan Kebiasaan Sehari-hari 

Komunitas agraris adalah kelompok masyarakat yang 

hidup dalam sistem sosial dan ekonomi yang berpusat 
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pada aktivitas pertanian dan pemanfaatan sumber daya 

alam secara tradisional, terutama lahan dan air. 

Kehidupan mereka umumnya berkaitan erat dengan 

alam, musim, dan budaya lokal (Hidayati, 2020). 

1. Aktivitas Ekonomi 

a. Bertani adalah aktivitas utama, mencakup 

menanam padi, jagung, palawija, buah-buahan 

atau sayur-sayuran. 

b. Selain bertani, mereka juga beternak (sapi, 

kambing, ayam) dan bertukang saat musim tidak 

memungkinkan untuk bertani. 

c. Sistem pertanian subsisten umum dijumpai, 

dimana hasil pertanian ditujukan untuk 

konsumsi sendiri dan sebagian kecil dijual. 

2. Pembagian Waktu Harian 

Waktu Kegiatan 

Pagi - Siang Bekerja di sawah atau 

ladang/kebun 

Sore Merawat ternak atau 

menyiram tanaman 

Malam Kegiatan sosial (rapat RT, 

pengajian), kegiatan 

keluarga atau istirahat. 

3. Pola Sosial dan Budaya 

a. Komunitas agraris sangat menjunjung gotong 

royong, seperti saat musim panen atau 

membangun fasilitas umum (jalan, irigasi). 

b. Kegiatan seperti sedekah bumi, selamatan, dan 

ritual pertanian tradisional mencerminkan 

kepercayaan terhadap kekuatan alam dan 

leluhur. 
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c. Adanya struktur sosial informal, seperti tokoh 

adat, kepala dusun, dan tetua desa, yang menjadi 

penentu arah kehidupan sosial. 

d. Hubungan dengan Alam 

Kehidupan mereka sangat tergantung pada 

musim (musim hujan dan kemarau), dan mereka 

memiliki pengetahuan lokal untuk membaca 

tanda-tanda alam. 

e. Praktik pertanian sering dilakukan berdasarkan 

kalender tradisional (misalnya: pranotomongso di 

Jawa). 

f. Sistem Pendidikan dan Pengetahuan 

Pendidikan formal terbatas di beberapa wilayah, 

sehingga pengetahuan pertanian diturunkan 

secara turun-temurun. Selain itu Generasi muda 

umumnya akan membantu orang tua di sawah 

atau ladang setelah pulang sekolah. 

g. Kehidupan Rumah Tangga 

Struktur keluarga cenderung patrilineal, dan 

semua anggota keluarga ikut berkontribusi dalam 

kegiatan pertanian, Bangunan rumah biasanya 

sederhana dan dekat dengan lahan garapan. 

Pola hidup masyarakat agraris sangat dipengaruhi oleh 

pekerjaan mereka di sektor pertanian. Aktivitas fisik yang 

berat dan waktu yang panjang diluar ruangan berisiko 

menyebabkan masalah kesehatan tertentu, seperti 

kelelahan fisik, gangguan hormon, dan masalah 

kesehatan reproduksi yang tidak segera ditangani. Di sisi 

lain, banyak dari mereka yang cenderung bergantung 

pada pengobatan tradisional atau kepercayaan lokal 

terkait Kesehatan (Kemenkes, 2021). 
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Kepercayaan lokal tentang kesehatan reproduksi, 

termasuk tabu seputar pembicaraan seksual, masih 

sangat kuat dibanyak komunitas agraris. Hal ini 

seringkali menghambat akses mereka terhadap informasi 

medis yang diperlukan untuk mencegah atau mengobati 

penyakit reproduksi (Schuler & Hashemi, 2020) 

Akses Layanan Kesehatan Reproduksi 

Sebagian besar desa-desa agraris sulit mengakses 

layanan kesehatan yang memadai, terutama di bidang 

kesehatan reproduksi. Jarak ke Puskesmas mungkin 

berada jauh dari pemukiman warga, dan minimnya 

transportasi menjadi hambatan untuk mendapat 

pengobatan atau pemeriksaan rutin. Kurangnya layanan 

medis, baik dalam hal jumlah tenaga medis yang tersedia 

maupun peralatan yang memadai, membuat warga desa 

kesulitan memperoleh layanan kesehatan reproduksi 

yang optimal (Kemenkes, 2020).  

Karakteristik komunitas agraris, seperti pola hidup yang 

padat dan kebiasaan yang dipengaruhi oleh adat, dapat 

menjadi faktor risiko yang memperburuk kesehatan 

reproduksi masyarakat di daerah tersebut. Akses 

terhadap informasi dan layanan kesehatan yang terbatas 

menjadi tantangan utama dalam upaya pencegahan dan 

pengobatan penyakit reproduksi. Seringkali pelayanan 

kesehatan dilakukan sebulan sekali di posyandu namun 

karena sebagian besar masyarakat bertani di pagi hari, 

sehingga layanan kesehatan yang disiapkan kurang 

mencapai target.  Oleh karena itu, perlu ada perhatian 

khusus dari pemerintah dan masyarakat untuk 

meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan 

reproduksi di komunitas agraris. 
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Penyakit Reproduksi di Komunitas Agraris 

Penyakit reproduksi merupakan masalah kesehatan yang 

mempengaruhi baik pria maupun wanita. Pada komunitas 

agraris, penyakit ini seringkali diabaikan atau tidak 

terdiagnosis secara tepat karena kurangnya akses ke 

fasilitas kesehatan yang memadai dan terbatasnya 

pengetahuan tentang penyakit tersebut. 

Penyakit reproduksi pada komunitas agraris menjadi 

masalah penting yang memengaruhi kesehatan 

reproduksi individu, produktivitas kerja, dan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Komunitas agraris, yang sebagian besar bekerja di sektor 

pertanian dan peternakan, sering terpapar dengan faktor 

lingkungan dan gaya hidup yang dapat meningkatkan 

risiko penyakit reproduksi. 

Prevalensi Penyakit Reproduksi 

Penyakit reproduksi yang sering dijumpai di komunitas 

agraris antara lain: 

1. Infeksi Saluran Reproduksi (ISR) pada wanita, yang 

disebabkan oleh kondisi sanitasi yang buruk atau 

keterbatasan fasilitas kebersihan. 

2. Gangguan Menstruasi yang disebabkan oleh stres 

fisik dan kerja berat yang dialami oleh petani wanita. 

3. Masalah Fertilitas yang terjadi pada kedua jenis 

kelamin, sering terkait dengan paparan bahan kimia 

berbahaya seperti pestisida dan herbisida. 

4. Gangguan Hormon pada pria, yang berhubungan 

dengan kontak dengan pestisida dan bahan kimia lain 

yang dapat mempengaruhi kualitas sperma. 
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Faktor Risiko Penyakit Reproduksi 

Faktor risiko utama yang ditemukan dalam komunitas 

agraris antara lain (Agustina & Susanto, 2019) : 

1. Paparan Bahan Kimia Pertanian: Petani yang terpapar 

pestisida dan herbisida memiliki risiko lebih tinggi 

terhadap gangguan kesehatan reproduksi, termasuk 

infertilitas dan gangguan hormon. 

2. Pekerjaan yang Berat dan Stres Fisik: Petani sering 

melakukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga 

fisik yang besar, yang dapat menyebabkan gangguan 

siklus menstruasi dan masalah reproduksi lainnya. 

3. Kurangnya Akses Kesehatan: Di banyak daerah 

pedesaan, akses terhadap layanan kesehatan 

terbatas, sehingga banyak penyakit reproduksi tidak 

terdiagnosis atau tertangani dengan baik. 

4. Gizi yang Tidak Seimbang: Pola makan yang tidak 

teratur dan kurangnya asupan gizi yang cukup dapat 

memengaruhi kesehatan reproduksi, terutama pada 

wanita. 

Jenis-Jenis Penyakit Reproduksi 

Masyarakat agraris umumnya tinggal di daerah pedesaan 

dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan, 

pendidikan seksual, dan sanitasi yang memadai. Hal ini 

menyebabkan kerentanan terhadap penyakit reproduksi, 

baik yang menular maupun tidak menular (Nasution, 

2020). 

1. Infeksi Menular Seksual (IMS) 

Beberapa IMS yang sering ditemukan: 

a. Gonore (kencing nanah) 

Penyebab: Neisseria gonorrhoeae 
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Penularan: Hubungan seksual tanpa pengaman, 

Berganti ganti pasangan 

Gejala: Nyeri saat buang air kecil, keluarnya 

nanah dari alat kelamin 

b. Sifilis 

Penyebab: Treponema pallidum 

Gejala: Luka kecil tidak nyeri, ruam, gangguan 

saraf jika tidak ditangani 

c. Trikomoniasis 

Penyebab: Trichomonas vaginalis 

Gejala: Keputihan abnormal, gatal, nyeri saat 

buang air kecil 

d. Herpes genital 

Penyebab: Virus Herpes simplex 

Gejala: Luka melepuh di area genital 

e. HIV/AIDS 

Penyebab: Virus HIV 

Penularan: Hubungan seksual tanpa pelindung, 

jarum tidak steril 

Dampak: Menurunnya daya tahan tubuh 

2. Keputihan Abnormal 

a. Disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, atau 

parasit. 

b. Sering terjadi akibat sanitasi buruk, kurangnya 

pemahaman tentang kebersihan reproduksi, dan 

penggunaan pembalut tidak higienis. 

3. Kanker Serviks 

a. Penyebab utama: Human Papillomavirus (HPV). 
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b. Masyarakat agraris umumnya tidak memiliki 

akses rutin terhadap pap smear atau vaksinasi 

HPV. 

4. Infertilitas (Kemandulan) 

a. Disebabkan oleh infeksi, malnutrisi, paparan 

pestisida (karena pekerjaan sebagai petani), atau 

pernikahan dini. 

b. Banyak pasangan tidak menyadari bahwa mereka 

memiliki masalah infertilitas karena kurangnya 

pemeriksaan medis. 

5. Prolaps Uteri (Turunnya Rahim) 

a. Umum pada perempuan di pedesaan yang 

melahirkan banyak anak dengan jarak waktu 

dekat dan tanpa bantuan tenaga medis. 

b. Gejala: Rasa berat di perut bawah, nyeri 

punggung, kesulitan buang air kecil. 

6. Endometriosis dan Kista Ovarium 

a. Sulit terdiagnosis karena terbatasnya fasilitas 

kesehatan dan pengetahuan medis. 

b. Gejala seperti nyeri haid yang berlebihan sering 

dianggap wajar dan diabaikan. 

Faktor-Faktor Risiko di Masyarakat Agraris 

1. Paparan Zat Kimia (Pestisida dan Herbisida) (Suryani, 

2019). 

1. Risiko: Keracunan akut, kanker, gangguan sistem 

saraf, gangguan reproduksi. 

2. Fakta: Banyak petani menggunakan pestisida tanpa 

alat pelindung diri (APD). 
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3. Sumber: WHO menyebutkan bahwa 99% kematian 

akibat keracunan pestisida terjadi di negara 

berkembang.  

2. Akses Terbatas ke Fasilitas Kesehatan 

a. Risiko: Penyakit tidak terdeteksi dini, 

keterlambatan penanganan penyakit kronis, 

tingginya angka kematian ibu dan bayi. 

b. Fakta: Banyak desa agraris hanya memiliki 

puskesmas pembantu yang minim tenaga dan 

fasilitas. 

3. Sanitasi dan Air Bersih yang Kurang Memadai 

a. Risiko: Penyakit diare, infeksi saluran kemih, 

cacingan, stunting pada anak. 

b. Fakta: Sumber air sering berasal dari sungai atau 

sumur yang tidak terlindungi 

4. Malnutrisi dan Ketahanan Pangan 

a. Risiko: Kurang gizi, anemia, kekurangan 

mikronutrien (vitamin A, zat besi). 

b. Fakta: Masyarakat agraris mengandalkan hasil 

panen sendiri, sehingga pola makan tidak selalu 

seimbang. 

5. Beban Kerja Fisik Berat 

a. Risiko: Gangguan muskuloskeletal, kelelahan 

kronis, cedera kerja. 

b. Fakta: Petani dan buruh tani sering bekerja lebih 

dari 8 jam dibawah terik matahari. 

6. Minimnya Pendidikan Kesehatan 

a. Risiko: Kurangnya pemahaman tentang penyakit 

menular, kesehatan reproduksi, pola hidup sehat. 
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b. Fakta: Tingkat literasi kesehatan di desa agraris 

cenderung rendah. 

7. Perkawinan Usia Dini 

a. Risiko: Kehamilan risiko tinggi, komplikasi 

persalinan, kematian ibu dan bayi. 

b. Fakta: Praktik ini masih terjadi karena alasan 

ekonomi, tradisi, atau pendidikan rendah. 

8. Isolasi Geografis 

a. Risiko: Sulit mendapatkan layanan darurat, 

vaksinasi, atau edukasi kesehatan. 

b. Fakta: Desa-desa agraris terpencil bisa berjarak 

puluhan kilometer dari pusat layanan kesehatan. 

9. Paparan Lingkungan dan Iklim Ekstrem (Syafrudin, 

2018). 

a. Risiko: Dehidrasi, serangan panas (heatstroke), 

penyakit kulit akibat kelembapan. 

b. Fakta: Petani bekerja di luar ruangan tanpa 

perlindungan dari cuaca ekstrem.  

Pencegahan dan Pengobatan 

Pendidikan seksual yang baik akan membantu individu 

memahami tubuh mereka, mengenali tanda-tanda 

penyakit, serta cara mencegah dan mengatasi masalah 

kesehatan reproduksi. Beberapa upaya yang dapat 

dilakukan untuk mencegah penyakit reproduksi di 

komunitas agraris antara lain: 

1. Pemeriksaan Rutin dan Deteksi Dini: Pemeriksaan 

kesehatan rutin sangat penting untuk mendeteksi 

penyakit reproduksi sejak dini, seperti tes Pap smear 

untuk kanker serviks atau tes darah untuk HIV. 
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2. Penggunaan Kontrasepsi yang Tepat: Penggunaan 

kontrasepsi tidak hanya mencegah kehamilan yang 

tidak diinginkan, tetapi juga dapat membantu 

mengurangi risiko penyakit menular seksual. 

3. Imunisasi: Vaksinasi seperti vaksin HPV dapat 

mencegah kanker serviks, sedangkan vaksin hepatitis 

B melindungi terhadap infeksi yang dapat 

memengaruhi kesehatan reproduksi. 

4. Pendidikan Kesehatan Reproduksi: Memberikan 

pelatihan dan penyuluhan tentang kesehatan 

reproduksi melalui berbagai media dan program 

komunitas. 

5. Peningkatan Akses ke Layanan Kesehatan: 

Penyediaan klinik keliling atau pos kesehatan untuk 

mempermudah akses pemeriksaan kesehatan bagi 

petani dan peternak. 

6. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD): Mengedukasi 

petani dan peternak tentang pentingnya 

menggunakan alat pelindung diri saat bekerja dengan 

bahan kimia. 

7. Perbaikan Kondisi Kerja: Menerapkan kebijakan yang 

mendorong perbaikan kondisi kerja, seperti 

pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel dan 

pembatasan paparan terhadap bahan kimia 

berbahaya. 

Penyakit reproduksi di komunitas agraris memerlukan 

perhatian serius. Faktor lingkungan, pekerjaan yang 

berat, serta terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan dan 

pendidikan kesehatan menjadi tantangan utama dalam 

pencegahan dan pengobatan penyakit ini. Oleh karena itu, 

upaya pencegahan melalui pendidikan kesehatan dan 

peningkatan akses layanan kesehatan harus menjadi 
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prioritas utama untuk meningkatkan kualitas kesehatan 

reproduksi di komunitas agraris (Kemenkes, 2020). 

Dampak Sosial 

1. Stigma dan diskriminasi 

a. Penjelasan: Penyakit reproduksi, terutama yang 

berkaitan dengan infeksi menular seksual (IMS), 

sering dianggap memalukan atau tabu. 

b. Dampak: Penderita disingkirkan dari kehidupan 

sosial, kehilangan dukungan keluarga, dan 

enggan mencari pengobatan. 

c. Contoh: Perempuan dengan keputihan kronis 

atau HIV sering dianggap “tidak bermoral”. 

2. Disfungsi Keluarga 

a. Penjelasan: Masalah kesuburan, infertilitas, atau 

penyakit seksual dapat menimbulkan konflik 

rumah tangga. 

b. Dampak: Perceraian, tekanan psikologis, dan 

ketegangan antar pasangan. 

3. Keterbatasan Peran Sosial 

a. Penjelasan: Penyakit yang menimbulkan gejala 

fisik (seperti prolaps uteri atau kanker serviks) 

mengurangi mobilitas penderita. 

b. Dampak: Berkurangnya partisipasi perempuan 

dalam kegiatan sosial, gotong royong, dan 

pengambilan keputusan di desa. 

4. Rendahnya Pendidikan Seksual (Suryani, 2019). 

a. Penjelasan: Karena tabu, pendidikan tentang 

kesehatan reproduksi sangat terbatas, 

menyebabkan penyebaran mitos dan 

ketidaktahuan. 
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b. Dampak: Tingginya angka kehamilan remaja, 

pernikahan dini, dan penyakit menular seksual. 

Dampak Ekonomi 

1. Produktivitas Kerja Menurun 

a. Penjelasan: Penyakit reproduksi menurunkan 

kemampuan fisik untuk bekerja di sawah atau 

ladang. 

b. Dampak: Pendapatan keluarga menurun, 

terutama jika penderita adalah tulang punggung 

keluarga. 

2. Biaya Pengobatan Tinggi 

a. Penjelasan: Penyakit seperti kanker serviks, 

HIV/AIDS, dan infertilitas membutuhkan 

pengobatan jangka panjang. 

b. Dampak: Keluarga menjual aset produktif atau 

berutang untuk biaya berobat. 

3. Beban Ekonomi Ganda pada Perempuan 

a. Penjelasan: Perempuan tetap harus mengurus 

rumah dan anak, bahkan ketika sakit. 

b. Dampak: Ketimpangan gender dalam beban kerja 

dan tanggung jawab ekonomi. 

4. Penurunan Akses terhadap Sumber Daya Produktif 

(Simatupang, 2018). 

a. Penjelasan: Dalam kasus stigma, perempuan yang 

sakit bisa dikucilkan dan kehilangan hak atas 

lahan atau warisan. 

b. Dampak: Meningkatkan kemiskinan struktural 

dan ketimpangan sosial. 
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Peran Komunitas dan Pemerintah  

1. Program Kesehatan Reproduksi di Desa 

Program pemerintah seperti posyandu atau 

puskesmas keliling diharapkan dapat meningkatkan 

akses masyarakat agraris terhadap layanan 

Kesehatan reproduksi, sehingga dapat mengatasi 

permasalahan jarak yang jauh dari Puskesmas atau 

Rumah sakit. 

2. Pelibatan Lembaga Keagamaan dan Adat 

Lembaga keagamaan dan adat memiliki peran penting 

dalam menyebarkan informasi tentang Kesehatan 

khususnya reproduksi melalui pendekatan yang lebih 

kultural sehingga mudah diterima masyarakat 

3. Kolaborasi dengan LSM (WHO, 2021). 

Bekerjasama dengan LSM yang berfokus pada 

Kesehatan reproduksi dapat mempercepat perubahan 

social di komunitas agraris, terutama dalam 

meningkatkan kesadaran dan akses terhadap layanan 

Kesehatan. 
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KEHAMILAN DAN PERSALINAN  

DI WILAYAH AGRARIS 
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Graha Medika Kotamobagu 

Pendahuluan 

Wilayah agraris adalah daerah atau wilayah yang sebagian 

besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada 

sektor pertanian, baik untuk memenuhi kebutuhan 

pangan, sumber daya alam, maupun sebagai mata 

pencaharian utama. Di wilayah ini, kegiatan pertanian, 

perkebunan, peternakan, atau perikanan mendominasi 

perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat. 

Secara umum, wilayah agraris bisa ditemukan di daerah 

pedesaan atau kawasan yang memiliki tanah subur dan 

mendukung aktivitas pertanian, (R.A Helda Puspitasari, 

dkk 2023). 

Wilayah agraris memiliki peran yang sangat penting dalam 

keberlanjutan ekonomi, terutama di negara-negara 

berkembang. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti 

ketergantungan pada alam dan keterbatasan teknologi, 

memerlukan upaya untuk meningkatkan infrastruktur, 

akses pendidikan, serta penerapan teknologi modern 

dalam bertani, agar wilayah ini bisa berkembang dengan 

lebih berkelanjutan dan mampu mengurangi kemiskinan. 
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Kehamilan dan Persalinan di Wilayah Agraris 

Kehamilan dan persalinan di wilayah agraris seringkali 

menghadapi tantangan unik yang berhubungan dengan 

kondisi sosial, ekonomi, dan geografis wilayah tersebut. 

Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi 

kehamilan dan persalinan di wilayah agraris seperti Akses 

Terbatas ke Fasilitas Kesehatan, Keterbatasan 

Pengetahuan Kesehatan Reproduksi, Faktor Ekonomi, 

Kondisi Lingkungan dan Fisik, Peran Sosial dan Keluarga, 

Kesehatan Mental Ibu dan Pola Makan dan Gizi. 

Kehamilan dan persalinan di wilayah agraris memiliki 

banyak tantangan, mulai dari keterbatasan akses ke 

layanan kesehatan, masalah ekonomi, hingga 

ketidaktahuan tentang kesehatan ibu. Meskipun 

demikian, dengan upaya peningkatan infrastruktur 

kesehatan, edukasi, dan dukungan ekonomi serta sosial 

yang lebih baik, kondisi kesehatan ibu di wilayah agraris 

dapat ditingkatkan untuk mencapai kehamilan dan 

persalinan yang lebih aman dan sehat. Secara 

keseluruhan, meskipun ada tantangan besar dalam 

menjaga kesehatan ibu di wilayah agraris, berbagai 

langkah perbaikan dan perhatian lebih terhadap faktor 

sosial, ekonomi, dan budaya dapat membawa dampak 

positif terhadap kesejahteraan ibu di daerah tersebut 

(Ricci, 2017). 

1. Kehamilan di Wilayah Agraris 

Kehamilan adalah proses biologis yang terjadi ketika 

seorang wanita mengandung janin di dalam rahimnya. 

Kehamilan di wilayah agraris memerlukan 

pendekatan yang sensitif terhadap kondisi lokal dan 

kebutuhan spesifik masyarakat tersebut. Peningkatan 

akses terhadap layanan kesehatan, edukasi mengenai 

kesehatan reproduksi, dan perbaikan kondisi sosial-

ekonomi dapat membantu meningkatkan 

kesejahteraan ibu dan anak di daerah agraris.  
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Kehamilan di wilayah agraris memiliki konteks yang 

berbeda dibandingkan dengan di wilayah urban. Hal 

ini dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan 

budaya yang umumnya lebih kuat di masyarakat 

pedesaan, di mana pertanian dan kehidupan agraris 

menjadi kegiatan utama. Berikut adalah beberapa 

aspek yang terkait dengan kehamilan di wilayah 

agraris, (Ricci, 2017): 

a. Akses terhadap Layanan Kesehatan  

Di banyak wilayah agraris, akses terhadap 

fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau 

puskesmas bisa terbatas. Masyarakat sering kali 

mengandalkan bidan desa atau tenaga medis yang 

terbatas dalam pengetahuan dan peralatan. Hal 

ini bisa berisiko terhadap kesehatan ibu dan janin 

selama kehamilan jika tidak ada akses mudah ke 

pemeriksaan kehamilan atau perawatan medis 

yang memadai.  

b. Kebiasaan dan Tradisi  

Kehamilan di wilayah agraris sering dipengaruhi 

oleh tradisi lokal yang sudah turun temurun. 

Beberapa kebiasaan atau ritual tertentu mungkin 

dijalankan untuk menjaga kesehatan ibu dan 

janin, seperti pemberian makanan atau jamu 

tradisional yang dipercaya dapat memperlancar 

proses kehamilan dan persalinan. Namun, 

beberapa kebiasaan ini belum tentu didasarkan 

pada bukti ilmiah dan dapat berisiko bagi 

kesehatan. 

c. Pekerjaan Fisik dan Beban Kerja  

Banyak wanita di wilayah agraris masih terlibat 

langsung dalam pekerjaan pertanian yang 

mengharuskan mereka untuk bekerja keras di 
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lapangan, seperti mengolah tanah, menanam, 

atau memanen hasil pertanian. Aktivitas fisik 

yang berat ini dapat memberi dampak pada 

kesehatan ibu hamil, terutama jika tidak ada 

pengaturan waktu atau bantuan untuk 

meringankan pekerjaan mereka selama masa 

kehamilan. 

d. Peran Keluarga dan Komunitas 

Di daerah agraris, struktur sosial dan peran 

keluarga sangat penting. Kehamilan sering kali 

melibatkan dukungan kuat dari keluarga besar 

atau komunitas, seperti bantuan dari ibu atau 

nenek dalam merawat ibu hamil. Keluarga 

mungkin juga memainkan peran dalam 

keputusan mengenai persalinan dan pemilihan 

tempat bersalin, yang bisa jadi lebih tradisional 

atau berbasis pada keputusan komunitas. 

e. Pengetahuan Kesehatan Reproduksi 

Tingkat pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi di wilayah agraris bisa bervariasi. 

Meskipun ada peningkatan kesadaran melalui 

program-program kesehatan masyarakat, banyak 

informasi mengenai kehamilan, persalinan, dan 

perawatan pasca persalinan yang masih 

disampaikan secara lisan melalui tradisi atau 

tokoh masyarakat. Keterbatasan akses ke 

pendidikan formal atau layanan informasi 

kesehatan dapat menghambat penerapan praktik 

kesehatan yang tepat. 

f. Kesehatan Ibu dan Anak 

Masyarakat agraris sering kali menghadapi 

tantangan besar dalam hal malnutrisi, yang dapat 

memengaruhi kesehatan ibu hamil dan 
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perkembangan janin. Makanan yang bergizi 

mungkin terbatas, dan wanita hamil di wilayah 

agraris terkadang kekurangan akses pada 

suplemen nutrisi yang diperlukan, seperti asam 

folat atau zat besi, yang penting untuk mencegah 

komplikasi seperti anemia atau kelainan pada 

janin. 

g. Dampak Perubahan Iklim dan Pertanian 

Wilayah agraris yang bergantung pada cuaca 

untuk hasil pertanian sangat rentan terhadap 

dampak perubahan iklim. Bencana alam seperti 

kekeringan atau banjir dapat mengganggu pola 

makan, ekonomi keluarga, serta mempengaruhi 

kestabilan sosial dan kesehatan ibu hamil. 

h. Polarisasi Sosial dan Ekonomi 

Di banyak wilayah agraris, ketimpangan sosial 

dan ekonomi bisa mempengaruhi akses kepada 

perawatan medis yang memadai. Keluarga yang 

lebih miskin mungkin tidak mampu membayar 

biaya perawatan medis yang lebih canggih, atau 

bahkan transportasi ke fasilitas kesehatan yang 

lebih besar. 

i. Persalinan Tradisional  

Dalam beberapa daerah agraris, banyak wanita 

yang memilih melahirkan dengan cara tradisional 

di rumah, dibantu oleh dukun atau bidan terlatih, 

meskipun di beberapa tempat lain, wanita 

mungkin lebih memilih untuk melahirkan di 

rumah sakit atau klinik. Keputusan ini 

dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, ekonomi, 

dan akses ke fasilitas kesehatan. 
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2. Persalinan di Wilayah Agraris 

Persalinan di wilayah agraris memiliki tantangan 

tersendiri yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, 

ekonomi, dan budaya. Keterbatasan akses terhadap 

layanan medis, pengaruh tradisi, serta kondisi fisik 

ibu hamil yang terlibat dalam pekerjaan berat di 

lapangan, semuanya berperan dalam proses 

persalinan di wilayah pedesaan. Berikut ini adalah 

beberapa aspek yang memengaruhi persalinan di 

wilayah agraris, (Ricci, 2017) : 

a. Akses Terbatas ke Fasilitas Kesehatan 

Jarak dan transportasi Banyak wilayah agraris 

yang terletak jauh dari rumah sakit atau klinik 

bersalin. Jarak yang jauh dan infrastruktur 

transportasi yang terbatas seringkali menghambat 

ibu hamil untuk mendapatkan perawatan medis 

yang diperlukan. Persalinan yang terjadi jauh dari 

fasilitas medis berisiko, terutama jika terjadi 

komplikasi. Puskesmas dan tenaga medis terbatas 

Di banyak daerah agraris, puskesmas atau klinik 

kesehatan yang ada mungkin tidak memiliki 

peralatan lengkap atau tenaga medis yang cukup 

terlatih dalam menangani persalinan yang rumit. 

Hal ini bisa meningkatkan risiko bagi ibu dan 

bayi. 

b. Persalinan Tradisional 

Peran bidan desa dan dukun Di banyak wilayah 

agraris, persalinan sering dilakukan dengan 

bantuan bidan desa atau dukun beranak yang 

memiliki pengetahuan tradisional. Walaupun 

bidan desa biasanya terlatih untuk membantu 

persalinan, namun keterbatasan pelatihan medis 

dan peralatan bisa menambah risiko kesehatan. 

Beberapa daerah mungkin lebih mengandalkan 
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praktik tradisional yang sudah ada sejak lama. 

Pendekatan budaya Banyak masyarakat agraris 

yang memilih untuk melahirkan di rumah dengan 

bantuan keluarga, dukun, atau bidan daripada di 

fasilitas medis. Ini lebih dipengaruhi oleh 

kebiasaan dan tradisi setempat. Persalinan di 

rumah bisa lebih nyaman secara emosional, tetapi 

jika terjadi komplikasi, bisa sulit untuk 

mendapatkan perawatan medis yang cepat. 

c. Pengaruh Pekerjaan Fisik dan Beban Sosial 

Beban fisik Banyak wanita di wilayah agraris yang 

terus bekerja keras di lapangan pertanian hingga 

waktu yang sangat dekat dengan persalinan. 

Aktivitas fisik yang berat ini berisiko 

mempengaruhi kelancaran persalinan, seperti 

kelelahan atau cedera yang mengarah pada 

komplikasi. Selain itu, tubuh yang tidak cukup 

istirahat bisa menghambat pemulihan pasca-

persalinan. Peran sosial perempuan Di banyak 

daerah agraris, peran perempuan sangat besar 

dalam urusan rumah tangga dan pertanian. Meski 

hamil, mereka mungkin masih harus mengurus 

pekerjaan rumah tangga atau membantu di 

ladang, yang berisiko mengganggu kesehatan 

kehamilan dan persalinan mereka. 

d. Kondisi Kesehatan Ibu dan Bayi 

Malnutrisi Banyak masyarakat agraris yang 

menghadapi masalah kekurangan gizi, baik akibat 

pola makan yang tidak seimbang maupun 

terbatasnya akses ke makanan bergizi. Malnutrisi 

dapat memengaruhi perkembangan janin dan 

kesehatan ibu selama persalinan. Ini bisa 

meningkatkan risiko bayi lahir prematur atau 

berat badan lahir rendah, serta komplikasi 
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persalinan seperti perdarahan atau infeksi. 

Komplikasi persalinan Komplikasi seperti 

preeklamsia, perdarahan, atau infeksi dapat 

terjadi pada ibu hamil, dan jika tidak segera 

ditangani, dapat menyebabkan kematian ibu atau 

bayi. Keterbatasan dalam mendapatkan bantuan 

medis yang cepat menjadi tantangan besar di 

daerah agraris. 

e. Faktor Ekonomi dan Pendidikan  

Biaya persalinan Di beberapa daerah agraris, 

biaya untuk melahirkan di rumah sakit atau 

fasilitas medis bisa menjadi beban yang cukup 

besar bagi keluarga. Oleh karena itu, beberapa 

pasangan memilih untuk melahirkan di rumah 

atau dengan bantuan bidan lokal yang biayanya 

lebih terjangkau. Pengetahuan tentang persalinan 

yang aman Di banyak daerah pedesaan, 

pengetahuan tentang tanda-tanda persalinan 

yang berisiko atau pentingnya pemeriksaan 

prenatal yang rutin mungkin belum cukup 

memadai. Kurangnya edukasi tentang pentingnya 

perawatan prenatal atau komplikasi persalinan 

bisa membahayakan ibu dan bayi. 

f. Pengaruh Tradisi dan Kepercayaan 

Ritual dan tradisi lokal Beberapa wilayah agraris 

memiliki tradisi atau ritual khusus yang diyakini 

dapat memperlancar persalinan. Masyarakat 

mungkin lebih mempercayai bantuan spiritual 

atau pengobatan tradisional daripada perawatan 

medis modern. Beberapa kebiasaan seperti 

penggunaan ramuan herbal atau berpantang 

makanan tertentu bisa mempengaruhi proses 

persalinan. Kepercayaan terhadap dukun atau 

bidan tradisional, Meskipun modernisasi telah 
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masuk ke banyak wilayah, kepercayaan terhadap 

dukun atau bidan tradisional dalam membantu 

persalinan tetap kuat. Dalam beberapa kasus, hal 

ini dapat menghambat penggunaan fasilitas medis 

meskipun tersedia. 

g. Pemberdayaan Perempuan dan Keputusan 

Kesehatan 

Keputusan keluarga, Di banyak komunitas 

agraris, keputusan tentang persalinan dan 

perawatan kesehatan sering kali melibatkan 

keputusan keluarga atau suami. Perempuan 

mungkin tidak selalu memiliki kebebasan penuh 

untuk memutuskan tempat melahirkan atau 

apakah akan pergi ke rumah sakit. Pemberdayaan 

perempuan, Pemberdayaan perempuan melalui 

pendidikan kesehatan yang lebih baik dan akses 

ke informasi mengenai hak-hak reproduksi 

mereka sangat penting. Ini dapat meningkatkan 

pemahaman tentang pentingnya persalinan yang 

aman, serta memberi mereka kesempatan untuk 

membuat keputusan yang lebih baik terkait 

dengan kesehatan mereka 

h. Perencanaan Keluarga dan Penggunaan 

Kontrasepsi 

Kehamilan yang tidak direncanakan, Di wilayah 

agraris, terkadang perencanaan keluarga belum 

terlalu dipahami atau diterapkan, dan banyak 

pasangan yang tidak menggunakan kontrasepsi. 

Hal ini berkontribusi pada tingkat kehamilan yang 

lebih tinggi, yang bisa meningkatkan risiko 

persalinan dalam kondisi yang kurang ideal. 

Pendidikan tentang keluarga berencana, 

Meningkatkan pengetahuan tentang perencanaan 

keluarga, serta akses yang lebih baik terhadap 
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kontrasepsi, dapat membantu pasangan untuk 

merencanakan kehamilan mereka dengan lebih 

baik dan mengurangi risiko kehamilan yang tidak 

diinginkan. 

3. Solusi dan Upaya Peningkatan Kehamilan dan 

Persalinan di Wilayah Agraris 

Untuk meningkatkan kualitas kehamilan dan 

persalinan di wilayah agraris, dibutuhkan solusi yang 

holistik yang mengatasi berbagai tantangan yang ada, 

seperti keterbatasan akses ke layanan kesehatan, 

faktor budaya, dan kondisi sosial-ekonomi. Berikut 

adalah beberapa solusi dan upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil 

dan kualitas persalinan di wilayah agraris, (Ricci, 

2017): 

a. Meningkatkan Infrastruktur Kesehatan:  

Membangun atau memperbaiki puskesmas, 

rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya di 

daerah agraris dengan peralatan medis yang 

memadai dan tenaga medis yang terlatih. 

Pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas 

kesehatan di daerah pedesaan dapat memberikan 

layanan yang setara dengan fasilitas di kota. 

Menyediakan atau memperbaiki sistem 

transportasi untuk memudahkan ibu hamil dalam 

mencapai fasilitas kesehatan yang lebih besar dan 

memiliki fasilitas bersalin yang lebih lengkap. 

Penggunaan kendaraan kesehatan keliling atau 

ambulans bisa sangat membantu di daerah 

terpencil. Memberikan pelatihan kepada bidan 

desa dan tenaga medis lokal mengenai 

penanganan persalinan yang aman, serta 

kemampuan untuk mengidentifikasi komplikasi 

yang berpotensi terjadi selama kehamilan atau 
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persalinan. Ini juga termasuk pelatihan 

pertolongan pertama dan penanganan masalah 

gawat darurat obstetri.  

b. Edukasi dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi: 

Melakukan program edukasi yang menyeluruh 

mengenai kesehatan reproduksi, pentingnya 

pemeriksaan prenatal dan postnatal, tanda-tanda 

bahaya saat kehamilan dan persalinan, serta 

pengenalan tentang metode kontrasepsi. Hal ini 

bisa dilakukan melalui penyuluhan berbasis 

komunitas, di mana masyarakat dilibatkan 

langsung dalam kegiatan penyuluhan serta 

Memberikan informasi kepada ibu hamil tentang 

pentingnya nutrisi yang baik selama kehamilan, 

pemeriksaan rutin, serta persiapan untuk 

melahirkan. Ini bisa disosialisasikan oleh bidan 

desa atau tenaga kesehatan yang mengunjungi 

rumah-rumah warga secara berkala dan Program 

perencanaan keluarga yang lebih baik, termasuk 

penggunaan kontrasepsi, untuk membantu 

pasangan merencanakan kehamilan mereka 

secara lebih sehat dan mengurangi kehamilan 

yang tidak direncanakan. 

c. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi:  

Memberikan pelatihan keterampilan dan 

mendukung perempuan di daerah agraris untuk 

memperoleh kemandirian ekonomi, sehingga 

mereka dapat lebih mudah mengakses layanan 

kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup 

mereka. Ini juga dapat mencakup pemberdayaan 

perempuan dalam pengambilan keputusan terkait 

kesehatan mereka dan keluarga. Serta Program 

peningkatan gizi dengan memberikan bantuan 

pangan bergizi dan informasi tentang pola makan 
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sehat bagi ibu hamil dan anak. Pemerintah dan 

lembaga non-pemerintah bisa bekerja sama untuk 

memastikan ibu hamil mendapatkan asupan 

nutrisi yang cukup untuk mengurangi risiko 

komplikasi kehamilan dan persalinan.  

d. Pendekatan Budaya dan Partisipasi Komunitas:  

Menghargai dan memanfaatkan pengetahuan 

tradisional yang sudah ada dalam komunitas 

untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, 

namun tetap memperkenalkan praktek medis 

yang aman dan berdasarkan bukti. Pendekatan 

yang sensitif terhadap budaya lokal dapat 

membantu memperkenalkan perawatan medis 

dengan cara yang lebih diterima masyarakat. 

Serta Mendorong komunitas untuk terlibat dalam 

program kesehatan ibu dan anak, seperti dengan 

membentuk kelompok ibu hamil yang dapat 

bertukar informasi atau bekerja sama dalam 

memfasilitasi akses ke layanan kesehatan. 

e. Meningkatkan Pengawasan dan Sistem 

Kesehatan: 

Membuat sistem rujukan kesehatan yang lebih 

terintegrasi dan efisien, di mana ibu hamil yang 

membutuhkan penanganan lebih lanjut dapat 

segera dirujuk ke rumah sakit atau pusat 

kesehatan yang lebih lengkap. Serta Memastikan 

bahwa setiap ibu hamil di wilayah agraris 

mendapatkan pemeriksaan kehamilan yang 

cukup untuk memantau kondisi kesehatan ibu 

dan janin. Ini termasuk pemeriksaan rutin untuk 

mengidentifikasi komplikasi seperti hipertensi, 

diabetes gestasional, atau anemia. Dan 

Memastikan bahwa setiap ibu hamil memiliki 

akses untuk didampingi oleh tenaga medis yang 
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terlatih selama persalinan, baik itu di rumah 

sakit, puskesmas, atau melalui bidan desa yang 

terlatih. 

f. Pemberian Akses yang Lebih Baik Terhadap Obat 

dan Kontrasepsi:  

Menyediakan akses yang lebih mudah terhadap 

kontrasepsi di wilayah agraris, serta melibatkan 

masyarakat dalam program keluarga berencana. 

Hal ini dapat membantu pasangan merencanakan 

jumlah anak dengan lebih baik, mengurangi 

kehamilan yang tidak direncanakan, dan 

meningkatkan kesehatan ibu dan anak. 

g. Penanganan Komplikasi Kesehatan Reproduksi: 

Menyediakan pelatihan dan alat medis untuk 

menangani komplikasi persalinan yang dapat 

terjadi, seperti perdarahan atau infeksi. Fasilitas 

kesehatan harus dilengkapi dengan peralatan 

medis yang memadai untuk menangani gawat 

darurat obstetri. Memastikan bahwa fasilitas 

kesehatan di daerah agraris memiliki ruang 

bersalin yang aman, serta ketersediaan tenaga 

medis terlatih yang mampu mengelola persalinan 

dengan baik dan menangani komplikasi jika 

terjadi. 

h. Kolaborasi Pemerintah, Lembaga Swadaya 

Masyarakat dan Sektor Swasta: 

Pemerintah, LSM, dan sektor swasta perlu bekerja 

sama untuk mendukung program-program 

kesehatan ibu dan anak di wilayah agraris. Ini 

bisa mencakup penggalangan dana untuk 

perbaikan fasilitas kesehatan, penyuluhan 

kesehatan, dan distribusi alat kesehatan. 

Menyediakan pendampingan bagi ibu hamil dan 
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keluarga yang membutuhkan bantuan medis atau 

sosial, termasuk bantuan transportasi atau biaya 

perawatan. 

Dengan pendekatan yang holistik dan menyeluruh, 

termasuk memperhatikan aspek medis, sosial, ekonomi, 

serta budaya, kualitas kehamilan dan persalinan di 

wilayah agraris dapat ditingkatkan secara signifikan. 

Pendekatan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat 

setempat dan pemberdayaan perempuan akan membantu 

menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi ibu dan 

anak, (R.A Helda Puspitasari, dkk 2023). 

Kesehatan ibu hamil di wilayah agraris menghadapi 

tantangan tersendiri yang dapat mempengaruhi 

kesejahteraan ibu dan bayi. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi kesehatan ibu hamil di wilayah agraris 

meliputi aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Di banyak 

daerah agraris, fasilitas kesehatan seperti puskesmas 

atau rumah sakit seringkali jauh dari tempat tinggal 

penduduk. Akses yang sulit ini menghalangi ibu hamil 

untuk mendapatkan perawatan yang tepat waktu dan 

memadai, baik itu pemeriksaan antenatal rutin atau 

penanganan komplikasi kehamilan. Selain itu 

Keterbatasan tenaga medis terlatih, seperti bidan, 

perawat, atau dokter, di daerah agraris juga menjadi 

tantangan. Tidak jarang ibu hamil harus menunggu 

waktu lama untuk mendapatkan layanan medis, yang 

dapat berisiko bagi kesehatan mereka. 
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6 
GIZI DAN KESEHATAN IBU  

HAMIL DI PEDESAAN 

Eva Inayatul Faiza, AMd.Keb.,SKM.,M.Kes. 

STIKes Kendedes Malang 

Pendahuluan 

Kehamilan adalah kondisi fisiologis yang dimulai setelah 

fertilisasi dan implantasi blastokista ke dalam 

endometrium, berlangsung hingga 40 minggu. Kehamilan 

dibagi menjadi tiga trimester, masing-masing dengan 

perubahan dan fisiologis yang berbeda-beda (Dewi et al., 

2025). Indonesia menghadapi tiga beban ganda masalah 

gizi dalam kehamilan (kekurangan gizi, kelebihan berat 

badan dan anemia), namun data nasional terkait 

kelebihan berat badan dan obesitas pada kehamilan 

masih terbatas. Kurang gizi berkolerasi secara signifikan 

dengan status sosial ekonomi pada ibu hamil di Indonesia. 

Penyuluhan gizi disampaikan melalui pelayanan antenatal 

terpadu (ANC) dan memantau target kenaikan berat 

badan selama kehamilan serta asupan makanan sesuai 

dengan rekomendasi kebutuhan gizi. Informasi gizi untuk 

ibu hamil tersedia di dalam buku Kesehatan Ibu Anak 

(KIA) yang disediakan melalui konseling ANC, namun 

pada kenyataannya buku KIA kurang dimanfaatkan oleh 

ibu hamil dan konseling selama ANC seringkali tidak 

efektif (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan 

United Nation Children’s Fund, 2023). Selama kehamilan, 

proses pertumbuhan tetap berlangsung yaitu 

pertumbuhan janin yang dikandung dan berbagai 
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pertumbuhan organ tubuh yang mendukung proses 

pertumbuhannya sehingga peningkatan metabolisme 

pada ibu hamil berdampak pada peningkatan suplai 

vitamin dan mineral disamping energi, protein dan lemak. 

Apabila kebutuhan energi, protein, lemak, vitamin dan 

mineral yang meningkat tidak dapat dipenuhi melalui 

makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil maka akan 

mengalami kekurangan gizi yang dapat mengakibatkan 

berat badan bayi lahir rendah, kelahiran premature (lahir 

belum cukup bulan), dan lahir dengan berbagai 

kesulitan/sampai meninggal (Woro et al., 2025).  

Pemeriksaan Kehamilan di Polindes 

Pemeriksaan kehamilan setidaknya dilakukan sebanyak 

enam kali, yaitu satu kali pada trimester pertama, dua kali 

pada trimester kedua, dan tiga kali pada trimester ketiga. 

Tenaga kesehatan yang mempunyai pelatihan dan 

otorisasi yang diperlukan memberikan pelayanan 

kesehatan kehamilan, dan pada trimester pertama dan 

ketiga, minimal dua kali oleh dokter atau dokter spesialis 

obstetric dan ginekologi lain yang berkualifikasi. Layanan 

ultrasonografi (USC) yang ditawarkan oleh dokter umum 

atau spesialis kehamilan. Pelayanan antenatal harus 

ditawarkan dengan menggunakan layanan antenatal yang 

terstandar dan terkoordinasi. Pelayanan antenatal 

dianggap terintegrasi karena merupakan layanan 

menyeluruh dan berkualitas tinggi yang diberikan 

bersamaan dengan program layanan kesehatan lainnya, 

termasuk perawatan kesehatan mental (Indah et al., 

2022). Ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan 

kehamilan secara teratur. Pemeriksaan kehamilan bisa 

dilakukan di pondok bersalin desa (Polindes), Tempat 

Praktek Mandiri Bidan (TPMB) maupun di puskesmas 

(Maryuni et al., 2021). Adapun tujuan pemeriksaan 

kehamilan bertujuan untuk :  
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1. Mengetahui keadaan kesehatan dan status gizi ibu 

dan janin 

2. Mendeteksi adanya risiko kehamilan atau komplikasi 

3. Mengatasi permasalahan kehamilan lebih awal, 

seperti mual dan muntah secara berlebihan 

4. Mencegah beberapa masalah seperti anemia dan 

hipertensi 

5. Meningkatkan kesejahteraan janin 

Kebutuhan Gizi Ibu Hamil 

Kebutuhan gizi pada masa kehamilan meningkat sebesar 

15% dibandingkan dengan kebutuhan wanita normal. 

Peningkatan gizi ini dibutuhkan untuk pertumbuhan 

rahim (uterus), payudara (mammae), volume darah, 

plasenta, air ketuban dan pertumbuhan janin. Makanan 

yang dikonsumsi oleh ibu hamil akan digunakan untuk 

pertumbuhan janin sebesar 40% dan sisanya 60% 

digunakan untuk pertumbuhan ibunya. Secara normal 

ibu hamil mengalami peningkatan kenaikan berat badan 

sebanyak 11-13 kg. hal ini terjadi karena kebutuhan 

asupan makanan ibu hamil meningkat seiring dengan 

bertambahnya usia kehamilan. Asupan makanan yang di 

konsumsi oleh ibu hamil berguna untuk pertumbuhan 

dan perkembangan janin, mengganti sel-sel tubuh yang 

rusak atau mati, sumber tenaga, mengatur suhu tubuh 

dan cadangan makanan (Septianti & Rahayu, 2019). 

Untuk mencapai penambahan berat badan selama 

kehamilan, diperlukan kebutuhan gizi ibu hamil (Woro et 

al., 2025) antara lain: 

1. Energi 

Selama kehamilan memerlukan tambahan asupan 

energi untuk mendukung pertumbuhan janin, 

pembentukan plasenta, pengembangan pembuluh 
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darah, serta pembentukan jaringan baru. Selain itu 

kalori tambahan diperlukan sebagai cadangan lemak 

dan untuk mendukung proses metabolisme jaringan 

yang sedang tumbuh. Seorang ibu hamil sebaiknya 

menambahkan sekitar 80.000 kalori selama 

kehamilannya. Menurut rekomendasi (Widyakarya 

Nasional Pangan Dan Gizi (WNPG), 2004) disarankan 

agar ibu hamil trimester ketiga menambahkan 300 

kalori per hari. Dengan demikian asupan harian ibu 

hamil di trimester ketiga dapat mencapai 2300 kalori. 

Kebutuhan energi tambahan ini sebaiknya dipenuhi 

terutama melalui konsumsi makanan berlemak 

seperti minyak, lemak, kacang-kacangan, dan biji-

bijian. Selain itu penting juga memasukkan 

karbohidrat seperti beras, umbi-umbian, dan gula 

murni ke dalam pola makan (Indah et al., 2022).  

2. Protein 

Asupan protein yang dianjurkan untuk perempuan 

dewasa 55-65 g/hari. Selama kehamilan, kebutuhan 

protein berturut-turut meningkat sebanyak 1 g, 10 g, 

dan 30 g/hari pada trimester I, II dan III. Karbohidrat 

harus menopang 60 atau 65% energi harian dan ini 

termasuk sekitar 3-4 porsi makanan pokok setiap 

hari. Asupan lemak total harus terdiri dari 20-35% 

kalori harian, meningkat sebanyak sekitar 2 g/hari 

dibandingkan dengan perempuan yang tidak hamil. 

Konsumsi pangan sumber protein hewani selain 

untuk memenuhi kebutuhan asam amino esensial 

(protein penting yang tidak dibentuk oleh tubuh), juga 

untuk memenuhi kebutuhan zat gizi (Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia, 2021).  

3. Lemak  

Lemak menyumbang energi guna mempertahankan 

penambahan berat badan. Konsumi lemak 
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direkomendasikan sebesar 15-30% dari total 

kebutuhan energi sehari atau rata-rata kebutuhan 

lemak wanita dewasa menurut AKB 2019 adalah 60-

65 gram sehari. Penambahan asupan lemak saat 

hamil tidak banyak yaitu sekitar 2,3 gram. Selain 

minyak-minyakan sumber lemak juga terdapat pada 

bahan makanan sumber protein. Sumber lemak yang 

disarankan bagi ibu hamil adalah asam lemak yang 

disarankan bagi ibu hamil adalah asam lemak omega 

3 dan omega 6. Sumber bahan makanan sumber 

omega 3 antara lain ikan salmon, tuna kakap, tongkol, 

lemuru, tengiri, sarden dan cakalang. Sedangkan 

sumber bahan makanan omega 6 antara lain minyak 

kedelai, minyak jagung dan minyak bunga matahari 

(Maria et al., 2022). 

4. Karbohidrat 

Karbohidrat menyumbang sekitar 55-75% dari total 

kebutuhan energi. Jika kecukupan energi rata-rata 

wanita dewasa adalah 2250 kkal maka kebutuhan 

karbohidratnya sekitar 340-365 gram (Maria et al., 

2022).  

5. Vitamin A 

Vitamin A berfungsi untuk pertumbuhan dan 

perkembangan janin saat kehamilan. Vitamin A juga 

berperan dalam diferensiasi sel, perkembangan 

penglihatan, fungsi imunitas dan perkembangan 

paru-paru. Kebutuhan vitamin A pada masa 

kehamilan mengalami peningkatan sebesar 300 RE 

tiap semester. Sumber vitamin A dapat diperoleh baik 

dari produk hewani maupun non hewani. Makanan 

sumber vitamin A diperoleh melalui susu, sayuran 

berdaun hijau, buah-buahan berwarna orange dan 

kuning. Kekurangan vitamin A pada masa kehamilan 

dapat menyebabkan resiko terjadinya IUGR (Intra 
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Uterine Growth Restriction) dan peningkatan 

mortalitas ibu dan bayi (Farah, 2019).  

6. Vitamin C 

Tambahan vitamin C pada saat kehamilan adalah 

sebesar 10 mg per hari selama kehamilan. Vitamin C 

memiliki fungsi untuk meningkatkan penyerapan zat 

besi non heme. Karena itu direkomendasikan ibu 

hamil mengkonsumsi makanan atau minuman yang 

mengandung vitamin C diimbangi dengan konsumsi 

makanan sumber zat besi untuk membantu 

penyerapannya. Sumber vitamin C berada pada buah-

buahan seperti jeruk, papaya, stroberi dan lain 

sebaginya (Farah, 2019).  

7. Vitamin D 

Vitamin D berfungsi untuk pembentukan dan 

pertumbuhan tulang. Vitamin D berfungsi untuk 

membantu penyerapan dan penggunaan kalsium. 

Kebutuhan vitamin D pada masa kehamilan tidak 

mengalami peningkatan. Konsumsi vitamin D sebesar 

600 IU sehari mampu mencukupi kebutuhan vitamin 

D pada kehamilan. Beberapa sumber bahan makanan 

yang mengandung vitamin D antara lain telur, ikan, 

minyak ikan, susu yang dofortifikasi vitamin D dan 

juga pajanan sinar matahari. Kekurangan vitamin D 

pada masa kehamilan dapat menyebabkan masa 

tulang  pada anak, mampu meningkatkan resiko 

osteoporosis pada masa yang akan datang, penyakit 

riket dan resiko patah tulang (Farah, 2019).  

8. Zat Besi 

Zat besi merupakan mineral yang penting tidak hanya 

pada masa kehamilan, bahkan sejak remaja. Menurut 

panduan AKG 2019, terdapat peningkatan kebutuhan 

zat besi sebanyak 9 mg pada trimester kedua dan 
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ketiga kehamilan. Untuk memenuhi kebutuhan ini 

disarankan ibu hamil untuk mengkonsumsi 

sumplemen zat besi. Zat besi dapat ditemukan secara 

alami dalam makanan seperti daging merah, telur, 

produk ikan, sereal, dan sayuran berwarna hijau 

(Indah et al., 2022).  

9. Seng  

Seng merupakan mineral mikro esensial, seng 

diperlukan untuk fungsi sistem reproduksi, 

pertumbuhan janin, sistem pusat saraf dan fungsi 

kekebalan tubuh. Kekurangan seng akan 

menghambat pertumbuhan janin dalam kandungan, 

bahkan tidak ada menutupi kemungkinan terjadinya 

kretinisme (cebol) pada bayi yang dilahirkan. Selama 

kehamilan kebutuhan seng meningkat sampai dua 

kali lipat dibandingkan saat tidak hamil. Seng 

terdapat dalam bahan makanan dari hewan, misalnya 

daging, makanan dari laut dan ungags, serta padi-

padian. Kebutuhan seng tercukupi apabila konsumsi 

protein cukup (Setiana et al., 2022).  

10. Asam Folat 

Asam folat digunakan untuk mencegah terjadinya 

penyakit bawaan berupa neural tube defect. Asam 

folat digunakan untuk pembentukan sel darah dan 

masuk dalam komponen pembuatan sel. Pemenuhan 

asam folat didapatkan pada sayuran hijau seperti 

bayam dan kacang-kacangan. Dosis suplementasi 

asam folat yang dianjurkan adalah 400-800 µg yang 

dimulai dari 2 bulan sebelum konsepsi sampai dengan 

masa kehamilan (Ahmad et al., 2022).  

11. Air 

Air adalah nutrien. Air merupakan bagian sistem 

transportasi tubuh. Air mengangkat zat gizi keseluruh 
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tubuh termasuk plasenta dan membawa sisa 

makanan ke luar tubuh. Jika ibu mengalami muntah-

muntah, maka disarankan untuk minum cairan 

sebanyak mungkin, minimal 3 liter/hari (Setiana et 

al., 2022).  

12. Yodium 

Ibu hamil dianjurkan mengkonsumsi yodium sekitar 

200 miligram dalam bentuk garam beryodium. 

Kekurangan yodium dapat menyebabkan 

hipotorodisme yang berkelanjutan menjadi kretinisme 

(Septianti & Rahayu, 2019).  

13. Kalsium  

WHO merekomendasikan pemberian suplementasi 

kalsium selama kehamilan pada populasi yang 

konsumsi kalsiumnya rendah sebesar 1.5 g – 2 g 

perhari dibagi dalam 3 dosis (3x500mg) yang dimulai 

pada kehamilan usia 20 minggu. Sumber utama 

kalsium dalam makanan adalah susu, sereal dan 

sayur (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021).  

14. Fosfor 

Fosfor berperan dalam pembentukan tulang dan gizi 

janin serta kenaikan metabolism kalsium ibu. 

Kekurangan fosfor menyebabkan kram pada tungkai 

ibu hamil (Septianti & Rahayu, 2019).  

15. Thiamin dan Riboflavin 

Thiamin atau vitamin B1 dan Riboflavin atau vitamin 

B2 berfungsi dalam metabolisme energi. Berdasarkan 

AKG kebutuhan thiamin dan riboflavin mengalami 

peningkatan sebesar 0.3 mg pada tiap semester. Ibu 

hamil sangat direkomendasikan untuk 

mengkonsumsi makanan yang mengandung riboflavin 

yang terdapat pada susu dan produk susu, cereal dan 
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produk cereal, daging dan produk daging dan sayuran 

hijau (Farah, 2019).  

16. Flour 

Flour memiliki peran penting dalam mendukung 

perkembangan gigi dan tulang yang sehat dalam 

tubuh. Kekurangan flour bisa menganggu 

perkembangan gigi. Kandungan flour yang alami 

terdapat dalam air minum (Indah et al., 2022).  

17. Natrium 

Natrium memiliki fungsi mengatur keseimbangan 

cairan dan mampu menjaga Tingkat cairan dalam 

jaringan tubuh, kemudian mempengaruhi 

keseimbangan cairan pada ibu hamil. Selama 

kehamilan, kebutuhan akan natrium meningkat 

seiring dengan peningkatan kerja ginjal, dengan 

jumlah yang biasanya sekitar 3,3 gram per minggu 

(Indah et al., 2022).  

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kekurangan Asupan 

Gizi pada Ibu Hamil 

Masalah gizi pada masyarakat di Indonesia sangat 

berkainan erat dengan pangan, karena gizi seseorang 

sangat terpengaruh pada kondisi pangan yang 

dikonsumsinya. Masalah pangan antara lain menyangkut 

ketersediaan pangan dan kerawanan konsumsi pangan 

yang disebabkan kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan 

adat kepercayaan yang terkait dengan tabu makanan 

(Septianti & Rahayu, 2019).  

1. Tabu Makanan (Pantangan) 

Pantang makanan atau tabu adalah suatu larangan 

untuk mengkonsumsi jenis makanan tertentu karena 

terdapat ancaman bahaya terhadap barang siapa yang 

melanggarnya. Beberapa alasan tabu diantaranya 
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khawatir terjadinya keracunan, tidak biasa, takut 

mandul, kebiasaan yang bersifat pribadi, khawatir 

menimbulkan penyakit, larangan agama, pembatasan 

makanan hewani karena disucikan oleh adat/budaya. 

Kepercayaan berpantang makanan tertentu memiliki 

kontribusi terhadap kejadian anemia pada ibu hamil. 

Diantaranya makanan yang menjadi pantangan 

adalah makanan yang kaya zat besi baik dari golongan 

hewani, nabati, dan gabungan dari keduanya. 

Golongan makanan hewani seperti cumi-cumi, udang, 

kepiting, gurita, telor bebek, dan beberapa jenis ikan. 

Golongan nabati meliputi daun kelor, rebung, tebu, 

nanas, durian, terong, serta beberapa jenis buah-

buahan. Dibeberapa negara berkembang umumnya 

masih ditemukan larangan, pantangan atau tabu itu 

berakibat negative terhadap kondisi gizi dan 

Kesehatan. Tabu yang tidak jelas pengaruhnya bagi 

kesehatan dibiarkan saja, sambil terus dipelajari 

pengaruhnya jangka panjang.  

2. Rendahnya Penghasilan dan Pendidikan 

Pendidikan kurang merupakan salah satu faktor yang 

mendasari penyebab gizi kurang. Pendidikan yang 

rendah menyebabkan seseorang kesulitan dalam 

mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini 

menyebabkan rendahnya penghasilan seseorang 

dalam menyiapkan makanan baik secara kualitas 

maupun kuantitasnya.  

Gizi Ibu Hamil di Pedesaan 

Secara teoritis status gizi dipengaruhi langsung oleh 

asupan makanan dan status infeksi/penyakit. Gizi baik 

atau normal akan terwujud jika asupan makannya cukup 

dan tidak menderita penyakit. Asupan makan dan 

penyakit dipengaruhi oleh ketersediaan makan di rumah 

tangga, pola asuh ibu/pengasuh, dan jaminan pelayanan 
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kesehatan jika perlu berobat karena sakit. Kemiskinan 

menjadi akar masalah gizi di pedesaan. Dengan 

pendapatan yang terbatas, warga desa kesulitan 

memenuhi kebutuhan pangan bergizi. Selain itu, 

kurangnya pendidikan juga membuat mereka tidak 

memahami pentingnya gizi seimbang. Ibu hamil yang 

tinggal dipedesaan dapat memanfaatkan lahan sebagai 

ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan salah 

satu strategi dalam menjaga ketersediaan pangan, 

kemudahan aksesnya dan digunakan sebagai pemenuhan 

gizi masyarakat. Ketahanan pangan atau food security 

merupakan hak setiap invividu dalam mendapatkan akses 

terhadap pangan yang aman, bermutu dan bergizi, 

konsisten didasarkan pada hak dasar manusia untuk 

memperoleh pangan yang cukup dan bebas kelaparan. 

Strategi ketahanan pangan meliputi 

1. Peningkatan ketersediaan pangan di tingkat rumah 

2. Peningkatan produktivitas pertanian melalui 

akselerasi pemanfaatan teknologi 

3. Pembinaan dan pendampingan secara intensif dan 

berkelanjutan pada program-program pemberdayaan 

masyarakat 

4. Menguatkan jejaring kerja dan komitmen seluruh 

pemangku kepentingan ketahan pangan (Armaidy et 

al., 2024).  

Asuhan gizi ibu hamil menjadi faktor penting baik untuk 

pemenuhan nutrisi ibu hamil atau untuk pertumbuhan 

dan perkembangan janin dalam kandungan. Kekurangan 

gizi selama hamil dapat terjadi jika diet ibu hamil 

mengandung nutrisi tidak mencukupi dan tidak 

memenuhi persyaratan tubuhnya. Gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi akibat 

kurangnya asupan nutrisi pada ibu hamil diantaranya  

adalah kelahiran bayi dengan berat lahir rendah dan 
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stunting (Nasriyah & Suryo, 2023). Ibu hamil menjadi 

sasaran intervensi gizi spesifik dalam penanganan 

stunting. Intervensi yang di berikan pada ibu hamil antara 

lain: 

1. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil 

untuk mengatasi kekuarangan energi dan protein 

kronis. 

2. Mengatasi kekurangan zat gizi dan asam folat 

3. Mengatasi kekurangan iodium 

4. Menanggulangi kecacingan pada ibu hamil 

5. Melindungi ibu hamil dari malaria  

Menurut (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, 2017), penyebab anak mengalami kekerdilan 

(stunting) antara lain:  

1. Faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil maupun 

anak balita 

2. Kurang pengetahuan ibu hamil mengenai kesehatan 

dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta 

setelah ibu melahirkan  

3. Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk 

layanan ANC-Ante Natal Care ( pelayanan kesehatan 

untuk ibu selama masa kehamilan) Post Natal Care 

dan pembelajaran dini yang berkualitas 

4. Masih kurangnya akses kepada makanan bergizi. Hal 

ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia 

masih tergolong mahal 

5. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.  

Pesan-pesan Penting untuk Ibu Hamil 

1. Selama kehamilan perlu memeriksakan kesehatan 

secara teratur minimal 4 kali 
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2. Memperhatikan kenaikan berat badan ibu selama 

hamil 

3. Jangan lupa minum tablek tambah darah 1 butir 

setiap hari. Bila merasa mual minum tablek pada 

waktu mau tidur malam hari 

4. Imunisasi TT 2x selama kehamilan 

5. Ibu hamil harus makan makanan yang beraneka 

ragam dan minum lebih banyak dari pada saat tidak 

hamil 

6. Gunakan garam beryodium didalam nakanan sehari-

hari 

7. Untuk mencegah kurang darah selama hamil, ibu 

harus banyak makan makanan sumber zat besi, 

seperti sayuran hijau tua, tempe, tahu, kacang hijau, 

kacang merah dan kacang-kacang lain, telur, ikan dan 

daging. 

8. Untuk mencegah kekurangan kalsium, ibu harus 

banyak makan makanan sumber kalsium seperti: 

bayam, daun katuk, daun singkong, susu, ikan yang 

dimakan dengan tulangnya (ikan teri), kacang-

kacangan 

9. Bila selera makan ibu kurang, makanlah makanan 

yang segar-segar seperti buah-buahan dan sayur-

sayuran, makanan yang kering kering-kering atau 

dibakar (Kementerian Kesehatan RI, 2010).  
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7 
POLA KB DAN TANTANGANNYA  

DI MASYARAKAT AGRARIS 

Analia Kunang, S.ST., Bdn., M.Kes 

Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung 

Pendahuluan 

Pola Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu 

kebijakan utama yang dicanangkan oleh pemerintah 

Indonesia untuk mengatur jumlah kelahiran dalam 

sebuah keluarga. Melalui program KB, diharapkan dapat 

tercapai pengelolaan penduduk yang seimbang antara 

jumlah dan kualitas, sehingga kualitas hidup keluarga 

dapat ditingkatkan, serta mengurangi angka kemiskinan 

dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam konteks 

ini, KB tidak hanya berkaitan dengan pengaturan jumlah 

anak, tetapi juga mencakup aspek kesehatan reproduksi, 

pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup secara 

keseluruhan. 

Namun, dalam kenyataannya, penerapan program KB di 

masyarakat agraris sering kali mengalami tantangan yang 

cukup kompleks. Masyarakat agraris, yang sebagian 

besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, 

memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang 

berbeda dengan masyarakat perkotaan. Dalam 

masyarakat agraris, pola pikir mengenai keluarga dan 

anak-anak sering kali dipengaruhi oleh kebutuhan 

ekonomi dan tradisi lokal yang telah ada turun-temurun. 
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Di banyak daerah agraris, anak-anak dianggap sebagai 

bagian integral dari keberlangsungan ekonomi keluarga, 

terutama dalam konteks sektor pertanian. Banyak 

keluarga di pedesaan menganggap bahwa semakin 

banyak anak, semakin banyak tenaga kerja yang dapat 

membantu mereka dalam mengelola ladang dan 

pertanian. Oleh karena itu, keluarga-keluarga agraris 

cenderung memiliki jumlah anak yang banyak, yang 

berperan penting dalam menunjang produktivitas 

ekonomi mereka. Pada saat yang sama, masih terdapat 

pandangan tradisional yang menganggap banyaknya anak 

sebagai sebuah keberuntungan atau berkah. Anak-anak 

dipandang sebagai penerus dan penjaga mata 

pencaharian keluarga, dan hal ini sering kali menghalangi 

mereka untuk mengadopsi pola KB yang dapat 

mengurangi jumlah anak dalam keluarga. Dalam 

beberapa kasus, masyarakat agraris melihat pengurangan 

jumlah anak sebagai tindakan yang tidak wajar, bahkan 

bertentangan dengan norma-norma budaya yang berlaku.  

Sementara itu, meskipun program KB di Indonesia telah 

diterapkan sejak lama, masih ada ketimpangan dalam 

pencapaian keberhasilannya antara daerah perkotaan 

dan daerah agraris. Di kota-kota besar, penerimaan 

terhadap program KB relatif lebih tinggi karena faktor 

pendidikan, akses informasi, dan infrastruktur kesehatan 

yang lebih memadai. Namun, di wilayah agraris, di mana 

pengetahuan tentang KB masih terbatas dan akses 

terhadap fasilitas kesehatan juga kurang, penerapan 

program KB menjadi lebih sulit. Selain itu, faktor ekonomi 

memainkan peran penting dalam pola KB di masyarakat 

agraris. Sebagian besar penduduk agraris mengandalkan 

pendapatan dari sektor pertanian, yang bersifat musiman 

dan tidak tetap. Dalam situasi seperti ini, keluarga besar 

dianggap sebagai bentuk penguatan ekonomi jangka 

panjang, karena semakin banyak anak berarti semakin 

banyak tenaga kerja yang dapat membantu orang tua di 
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ladang atau kebun. Hal ini membuat banyak keluarga 

agraris merasa bahwa memiliki banyak anak adalah hal 

yang positif, meskipun di sisi lain mereka juga 

menghadapi tantangan besar dalam menyediakan 

kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan 

pemenuhan kebutuhan keluarga lainnya. Namun, dalam 

beberapa tahun terakhir, kesadaran mengenai pentingnya 

keluarga kecil yang sejahtera mulai tumbuh di beberapa 

daerah agraris. Seiring dengan meningkatnya tingkat 

pendidikan, perbaikan infrastruktur kesehatan, dan 

penyuluhan tentang manfaat KB, lebih banyak keluarga 

agraris yang mulai menyadari bahwa pengaturan jumlah 

anak dapat berdampak positif pada kualitas hidup 

keluarga mereka. Dalam konteks ini, program KB tidak 

hanya dianggap sebagai cara untuk mengontrol 

pertumbuhan penduduk, tetapi juga sebagai strategi 

untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 

pengaturan jumlah anak yang lebih sesuai dengan 

kapasitas ekonomi dan sosial keluarga.  

Penting untuk dipahami bahwa tantangan yang dihadapi 

dalam implementasi KB di masyarakat agraris bukan 

hanya masalah teknis atau kebijakan semata, tetapi juga 

masalah sosial dan budaya yang sangat erat kaitannya 

dengan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan 

keluarga dan anak. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil 

yang optimal dalam pelaksanaan program KB di 

masyarakat agraris, diperlukan pendekatan yang lebih 

sensitif terhadap budaya dan kondisi sosial setempat, 

serta upaya yang lebih intensif dalam penyuluhan, 

pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan fasilitas 

kesehatan di daerah-daerah tersebut.  

Pola KB di Masyarakat Agraris 

Dalam masyarakat agraris, pola keluarga berencana yang 

berkembang cenderung bersifat tradisional dan informal. 



 

 

  

 

100 
 

Hal ini ditandai oleh rendahnya penggunaan alat 

kontrasepsi modern dan tingginya preferensi terhadap 

metode alami atau pantang berkala yang diwariskan 

secara turun-temurun. Pemilihan metode ini tidak hanya 

dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap layanan 

kesehatan, tetapi juga oleh sistem nilai yang berlaku 

dalam masyarakat. 

Selain itu, pola KB juga dipengaruhi oleh peran dominan 

laki-laki dalam pengambilan keputusan rumah tangga. 

Keputusan penggunaan alat kontrasepsi sering kali 

berada di tangan suami, sementara suara istri kurang 

diperhitungkan. Dalam sebuah studi oleh Rahmalia dan 

Siregar (2021), ditemukan bahwa dalam masyarakat 

agraris, hanya 30% perempuan yang secara aktif 

menentukan metode KB yang mereka gunakan. Hal ini 

menunjukkan masih rendahnya otonomi reproduksi 

perempuan di komunitas agraris. 

Pola KB di masyarakat agraris sangat erat kaitannya 

dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual. 

Pendekatan program KB harus mempertimbangkan 

kerangka nilai ini agar dapat diterima dan diterapkan 

secara sukarela oleh masyarakat. 

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pola KB di 

Masyarakat Agraris 

Pola keluarga berencana di masyarakat agraris tidak 

hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau kebijakan 

pemerintah semata, tetapi juga oleh serangkaian faktor 

sosial, budaya, dan infrastruktur yang sangat khas dan 

sering kali kompleks. Setiap faktor saling berhubungan 

dan mempengaruhi cara masyarakat agraris memandang 

dan mengimplementasikan program KB dalam kehidupan 

mereka. Berikut adalah beberapa faktor utama yang 

mempengaruhi pola KB di masyarakat agraris: 
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1. Faktor Ekonomi 

Ekonomi adalah faktor yang sangat dominan dalam 

mempengaruhi pola KB di masyarakat agraris. 

Sebagian besar penduduk agraris menggantungkan 

hidup mereka pada pertanian atau kegiatan 

agrikultur lainnya. Dalam konteks ini, anak-anak 

sering dipandang sebagai sumber daya tambahan 

yang sangat berharga. Beberapa alasan mengapa 

faktor ekonomi begitu berpengaruh terhadap pola KB 

di masyarakat agraris adalah: 

a. Tenaga Kerja Anak: Di daerah agraris, anak-anak 

dianggap sebagai bagian dari tenaga kerja utama 

dalam kegiatan pertanian. Anak-anak, terutama 

yang lebih besar, sering membantu orang tua 

dalam pekerjaan pertanian, mulai dari menggarap 

sawah, merawat tanaman, hingga mengurus 

ternak. Keluarga agraris yang memiliki banyak 

anak merasa bahwa mereka memiliki lebih 

banyak tenaga kerja yang membantu 

mengoptimalkan hasil pertanian dan produksi 

pangan. Dalam konteks ini, anak dianggap 

sebagai investasi ekonomi jangka panjang. 

b. Penghasilan Tidak Tetap dan Musiman: Banyak 

keluarga di masyarakat agraris yang bergantung 

pada pendapatan yang tidak tetap, tergantung 

pada musim tanam dan hasil panen. Dalam 

kondisi ketidakpastian ekonomi ini, memiliki 

banyak anak dianggap sebagai jaminan ekonomi, 

karena mereka dapat membantu meningkatkan 

produktivitas keluarga di sektor pertanian. Anak-

anak yang berperan dalam kegiatan pertanian 

dianggap sebagai "aset" yang mendukung 

ketahanan ekonomi keluarga. 
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c. Keterbatasan Akses terhadap Sumber Daya: 

Masyarakat agraris seringkali memiliki 

keterbatasan dalam hal akses terhadap teknologi 

pertanian, permodalan, dan informasi pasar. 

Dalam keadaan ini, anak-anak yang banyak 

dianggap sebagai salah satu cara untuk 

mempertahankan eksistensi ekonomi keluarga. 

Hal ini membuat keluarga agraris cenderung 

memiliki lebih banyak anak tanpa 

mempertimbangkan dampak jangka panjang 

terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan 

mereka. 

2. Faktor sosial dan budaya 

Faktor sosial dan budaya memainkan peran yang 

sangat penting dalam membentuk pandangan 

masyarakat agraris terhadap pola KB. Pandangan dan 

nilai-nilai yang ada dalam budaya setempat dapat 

mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang 

pentingnya perencanaan keluarga. Beberapa aspek 

budaya yang berpengaruh adalah: 

a. Nilai Tradisional mengenai Anak: Dalam banyak 

masyarakat agraris, anak dianggap sebagai 

berkah dan penerus generasi. Budaya setempat 

sering mengajarkan bahwa memiliki banyak anak 

adalah tanda kemakmuran dan kebahagiaan 

keluarga. Banyak masyarakat agraris yang 

merasa bahwa anak-anak adalah bagian dari 

identitas sosial dan budaya mereka. Oleh karena 

itu, perencanaan keluarga yang membatasi 

jumlah anak dianggap tidak sejalan dengan nilai-

nilai tradisional tersebut 

b. Peran Gender dalam Keluarga: Di banyak 

masyarakat agraris, peran gender yang kental 

juga mempengaruhi penerimaan terhadap 
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program KB. Dalam banyak budaya agraris, 

wanita sering dipandang sebagai pengurus rumah 

tangga dan ibu yang melahirkan banyak anak. 

Ada anggapan bahwa banyaknya anak perempuan 

akan menjadi simbol keberhasilan seorang wanita 

dalam memenuhi peran tradisionalnya sebagai 

ibu. Dengan demikian, keluarga dengan banyak 

anak, terutama perempuan, seringkali lebih 

dihargai dalam budaya agraris. 

c. Kekuatan Komunitas dan Sosial: Dalam 

masyarakat agraris, pola hidup seringkali sangat 

bergantung pada solidaritas sosial. Keluarga besar 

dengan banyak anak sering kali menjadi bagian 

dari struktur sosial yang lebih besar, di mana 

peran setiap anggota keluarga saling melengkapi 

dan memperkuat jaringan sosial. Anak-anak yang 

banyak dianggap sebagai bentuk keberlanjutan 

hubungan sosial dan solidaritas antar keluarga 

serta komunitas. Hal ini menguatkan pandangan 

bahwa memiliki banyak anak adalah sesuatu yang 

perlu dipertahankan. 

3. Faktor Akses terhadap layanan Kesehatan  

Akses terhadap layanan kesehatan, termasuk fasilitas 

KB, merupakan faktor yang sangat penting dalam 

keberhasilan program KB di masyarakat agraris. 

Sayangnya, di banyak daerah agraris, akses terhadap 

layanan kesehatan masih sangat terbatas. Beberapa 

masalah yang mempengaruhi akses layanan 

kesehatan KB antara lain: 

a. Jarak dan Infrastruktur Kesehatan yang Terbatas: 

Banyak daerah agraris yang terletak jauh dari 

pusat kota atau fasilitas kesehatan utama. 

Puskesmas dan klinik kesehatan seringkali 

kurang memadai, baik dalam hal jumlah tenaga 
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medis yang terlatih maupun fasilitas yang 

tersedia. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk 

mengakses layanan KB yang efektif dan informasi 

yang memadai. 

b. Kurangnya Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan: 

Penyuluhan tentang pentingnya KB sering kali 

belum merata, terutama di daerah-daerah agraris. 

Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya 

memahami manfaat KB, baik dari sisi kesehatan 

reproduksi maupun kesejahteraan keluarga. 

Kurangnya penyuluhan ini membuat banyak 

keluarga agraris belum memiliki pengetahuan 

yang cukup mengenai metode kontrasepsi dan 

bagaimana mengimplementasikan KB dalam 

kehidupan mereka. 

c. Keterbatasan Tenaga Medis dan Profesional 

Kesehatan: Di daerah agraris, tenaga medis yang 

memiliki keahlian dalam memberikan layanan KB 

sering kali terbatas, terutama di daerah 

pedalaman. Ketidaktersediaan tenaga medis yang 

terlatih menghalangi penyuluhan yang efektif 

serta pelayanan KB yang berkualitas. 

4. Faktor Pendidikan  

Tingkat pendidikan masyarakat juga memainkan 

peran besar dalam pengambilan keputusan terkait 

pola KB. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu 

keluarga, semakin besar kemungkinan mereka untuk 

mengadopsi program KB. Dalam masyarakat agraris, 

meskipun ada peningkatan kesadaran akan 

pentingnya pendidikan, namun masih banyak daerah 

yang memiliki tingkat literasi yang rendah. Beberapa 

hal yang mempengaruhi pendidikan dalam kontes KB 

adalah: 
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a. Tingkat Literasi yang Rendah: Di banyak daerah 

agraris, tingkat literasi dan pendidikan masih 

tergolong rendah, terutama di kalangan 

perempuan. Hal ini menghambat penyebaran 

informasi mengenai manfaat KB dan cara-cara 

untuk mengelola keluarga dengan jumlah anak 

yang lebih terencana. Pendidikan yang rendah 

sering kali menyebabkan rendahnya kesadaran 

akan pentingnya perencanaan keluarga. 

b. Peran Pendidikan dalam Pengambilan Keputusan: 

Pendidikan, terutama pendidikan perempuan, 

berperan besar dalam meningkatkan kesadaran 

dan penerimaan terhadap program KB. Di 

beberapa wilayah, semakin banyak perempuan 

yang berpendidikan tinggi yang mulai memahami 

pentingnya memiliki keluarga kecil dengan 

kualitas yang lebih baik. Hal ini secara langsung 

dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap 

jumlah anak dalam keluarga. 

5. Faktor kebijakan pemerintah dan program KB 

Kebijakan pemerintah dan program KB yang ada di 

daerah juga mempengaruhi pola KB di masyarakat 

agraris. Di beberapa daerah, keberhasilan program KB 

sangat bergantung pada bagaimana pemerintah 

daerah menjalankan program ini. Adanya kebijakan 

yang mendukung atau menghambat pelaksanaan KB 

dapat menjadi faktor yang sangat signifikan. Beberapa 

faktor terkait kebijakan yang mempengaruhi pola KB 

adalah: 

a. Kebijakan Sosial dan Ekonomi yang Mendukung: 

Pemerintah yang menyediakan program 

pendidikan, pelatihan ekonomi, dan fasilitas 

kesehatan yang lebih baik di daerah agraris dapat 

mempercepat penerimaan terhadap KB. 
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Sebaliknya, kebijakan yang kurang mendukung 

akan menghambat kemajuan dalam program KB. 

b. Program KB yang Tepat Sasaran: Program KB 

yang dirancang dengan pendekatan yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat agraris, seperti 

menyediakan metode kontrasepsi yang terjangkau 

dan mudah diakses, sangat membantu dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat. Program 

KB yang hanya fokus pada pengendalian jumlah 

kelahiran tanpa mempertimbangkan faktor sosial 

dan budaya setempat cenderung sulit diterima. 

Peran Tenaga Kesehatan dalam Penyuluhan KB 

1. Bidan sebagai educator reproduksi di komunitas 

Salah satu peran utama bidan dalam penyuluhan KB 

adalah sebagai edukator dalam kesehatan reproduksi. 

Banyak perempuan di desa tidak mendapatkan 

pendidikan formal yang memadai mengenai tubuhnya 

sendiri, siklus menstruasi, masa subur, risiko 

kehamilan, apalagi tentang kontrasepsi modern. Di 

sinilah bidan harus mampu hadir sebagai sumber 

informasi yang terpercaya, berwibawa, namun tetap 

komunikatif dan membumi. 

Edukasi yang diberikan tidak cukup sekadar 

menjelaskan fungsi alat kontrasepsi. Bidan harus 

mampu menjelaskan konsep dasar kesehatan 

reproduksi, pentingnya merencanakan kehamilan, 

serta risiko kesehatan yang dapat terjadi jika 

perempuan hamil terlalu muda, terlalu tua, terlalu 

sering, atau terlalu rapat. Keempat risiko ini dikenal 

sebagai "4 terlalu" (4T) dan menjadi dasar 

argumentasi medis dalam promosi KB. 
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Namun demikian, penyampaian informasi tidak bisa 

menggunakan pendekatan teknis semata. Banyak 

masyarakat agraris yang masih belum terbiasa 

dengan istilah medis atau penjelasan ilmiah. Oleh 

karena itu, bidan perlu menyampaikan materi dengan 

pendekatan andragogik (pendidikan orang dewasa), 

menggunakan bahasa sederhana, alat peraga yang 

sesuai konteks lokal, serta mengaitkan materi dengan 

pengalaman sehari-hari masyarakat. 

2. Peran Konselor: membimbing, Bukan memaksa 

Dalam pelaksanaan penyuluhan KB, seorang bidan 

tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, 

tetapi juga harus menjalankan fungsi sebagai 

konselor yang berempati. Konseling KB bukan proses 

penyeragaman keputusan, melainkan proses 

membimbing pasangan suami istri agar dapat memilih 

metode KB yang paling sesuai dengan kondisi biologis, 

psikologis, ekonomi, dan nilai-nilai kehidupan 

mereka. 

Konseling KB idealnya dilakukan secara personal, 

bukan dalam kelompok besar. Di masyarakat agraris 

yang masih kuat norma sosialnya, banyak perempuan 

merasa tidak nyaman membicarakan masalah 

reproduksi secara terbuka. Oleh karena itu, bidan 

harus menciptakan ruang yang aman, tertutup, dan 

bebas dari penilaian moral. Ia harus menjadi 

pendengar yang baik, mampu menangkap 

kekhawatiran yang tidak terucap, serta meresponnya 

dengan pendekatan yang humanistik. 

3. Bidan sebagai mediator budaya 

Di banyak kasus, kepercayaan tradisional, fatwa 

agama, dan norma adat menjadi penghalang utama 

dalam penerimaan KB. Misalnya, ada keyakinan 

bahwa KB adalah cara "barat" untuk mengurangi 
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populasi Muslim, atau bahwa kontrasepsi adalah 

bentuk menolak rezeki dari Tuhan. Di sinilah peran 

bidan sebagai mediator budaya sangat dibutuhkan. 

Seorang bidan yang efektif harus memahami budaya 

lokal, menghormati nilai-nilai masyarakat, sekaligus 

mampu menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi 

dan penggunaan kontrasepsi tidak bertentangan 

dengan nilai agama dan adat. Bahkan, banyak dalil 

agama yang mendukung pentingnya menjaga 

kesehatan ibu, menyusui selama dua tahun, dan 

menjarakkan kehamilan untuk kemaslahatan 

keluarga. 

Bidan juga dapat menggandeng tokoh agama, tokoh 

adat, atau pemuka perempuan dalam komunitas 

untuk menjadi mitra dalam edukasi KB. Ketika tokoh 

lokal ikut menyuarakan dukungan terhadap KB, 

maka masyarakat akan lebih mudah menerima. 

Dalam hal ini, penyuluhan menjadi bagian dari 

transformasi sosial kolaboratif, bukan intervensi 

vertikal. 

4. Penyuluhan terpadu dan Inklusif 

Penyuluhan KB yang berhasil di masyarakat agraris 

adalah yang dilakukan secara terpadu—tidak hanya 

mengandalkan posyandu atau penyuluhan satu kali 

di balai desa, tetapi terintegrasi dengan kegiatan 

kesehatan lainnya. Bidan dapat menyisipkan edukasi 

KB dalam kelas ibu hamil, kunjungan nifas, imunisasi 

bayi, atau pertemuan kelompok dasa wisma. 

Pendekatan intersektoral dan berulang akan 

membantu memperkuat pesan KB dalam berbagai 

kesempatan. 

Selain itu, penyuluhan KB harus melibatkan 

pasangan suami istri, bukan hanya perempuan. Salah 

satu kelemahan penyuluhan di masyarakat agraris 
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adalah minimnya keterlibatan laki-laki. Padahal, 

suami sering menjadi penentu akhir dalam keputusan 

penggunaan kontrasepsi. Oleh karena itu, perlu 

strategi khusus agar laki-laki juga merasa memiliki 

peran dalam perencanaan keluarga. 

Bidan dapat merancang penyuluhan KB pria, 

mengadakan sesi khusus untuk suami, atau 

menggunakan pendekatan informal seperti diskusi 

santai di warung kopi, pengajian bapak-bapak, atau 

forum tani. Keterlibatan laki-laki secara aktif dalam 

program KB akan memperkuat keberlangsungan 

penggunaan kontrasepsi dan mengurangi beban 

psikologis pada perempuan. 

5. Tantangan Nyata di Lapangan 

Meskipun bidan memiliki potensi besar dalam 

penyuluhan KB, realitas di lapangan menunjukkan 

bahwa mereka menghadapi banyak tantangan, 

seperti: 

a. Wilayah kerja yang luas dan sulit dijangkau 

(pegunungan, pulau kecil, atau daerah terpencil). 

b. Beban administrasi yang tinggi dan waktu 

pelayanan yang terbatas. 

c. Keterbatasan alat kontrasepsi tertentu di 

Puskesmas pembantu atau Poskesdes. 

d. Kurangnya pelatihan komunikasi efektif dan 

konseling berbasis gender. 

e. Tekanan sosial dari tokoh masyarakat yang tidak 

mendukung KB. 

f. Stigma yang masih melekat pada petugas KB yang 

dianggap “memaksa” masyarakat untuk menunda 

anak. 
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Strategi pemberdayaan Perempuan dalam Program KB 

di Masyarakat Agraris 

Keluarga Berencana (KB) tidak semata-mata menyangkut 

pemilihan metode kontrasepsi, tetapi juga menyangkut 

hak perempuan atas tubuhnya sendiri, atas masa 

depannya, dan atas keputusan reproduktif yang sadar 

dan bebas dari tekanan. Dalam masyarakat agraris yang 

masih kuat dipengaruhi norma patriarki dan nilai budaya 

konservatif, upaya pemberdayaan perempuan menjadi 

pilar utama agar program KB tidak hanya diterima, tetapi 

benar-benar dijalankan secara partisipatif dan 

berkelanjutan. 

Pemberdayaan perempuan dalam konteks KB bukan 

berarti menempatkan perempuan sebagai pelaksana 

tunggal, tetapi memberi mereka pengetahuan, ruang 

partisipasi, dan pengakuan atas hak-haknya sebagai 

individu. Strategi pemberdayaan ini harus dirancang 

secara sistematis, kontekstual, dan sensitif terhadap 

budaya lokal. 

1. Penguatan Literasi Reproduksi untuk Perempuan 

Langkah pertama dalam pemberdayaan adalah 

memberikan informasi yang akurat dan dapat 

dipahami tentang kesehatan reproduksi. Di banyak 

desa, perempuan tidak mengetahui bagaimana 

tubuhnya bekerja, bagaimana menentukan masa 

subur, risiko dari kehamilan yang terlalu dini atau 

terlalu rapat, dan bagaimana alat kontrasepsi bekerja. 

Akibatnya, banyak keputusan KB diambil dalam 

kondisi minim informasi, hanya berdasarkan saran 

tetangga atau tekanan sosial. 

Melalui kelas ibu, pertemuan dasa wisma, dan 

kelompok PKK, tenaga kesehatan dapat menyisipkan 

materi edukasi reproduksi berbasis gender. Bahasa 

yang digunakan harus sederhana, visual yang 
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digunakan harus kontekstual, dan diskusi harus 

diarahkan pada refleksi pengalaman perempuan 

sendiri. Ketika perempuan memahami tubuhnya, 

mereka akan lebih percaya diri dalam berdiskusi dan 

memilih metode KB yang sesuai. 

Lebih lanjut, penguatan literasi reproduksi ini harus 

dimulai sejak usia remaja. Remaja perempuan di desa 

harus diperkenalkan pada isu kesehatan reproduksi 

yang sehat, termasuk pentingnya perencanaan 

keluarga, sebelum mereka memasuki usia 

pernikahan. Pendidikan ini dapat terintegrasi dalam 

program PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling 

Remaja) atau posyandu remaja. 

2. Penciptaan Ruang Aman untuk dialog Perempuan  

Perempuan agraris sering kali hidup dalam tekanan 

norma sosial yang membuat mereka sulit bersuara. 

Untuk itu, penting diciptakan ruang aman (safe space) 

di mana mereka bisa berdiskusi tentang pengalaman 

reproduksi, kendala penggunaan KB, hingga 

dinamika rumah tangga, tanpa rasa takut dihakimi. 

Ruang ini bisa berupa kelompok diskusi perempuan, 

klinik ramah perempuan, atau forum informal yang 

dipandu oleh bidan atau kader perempuan terlatih. 

Dalam ruang ini, perempuan tidak hanya menjadi 

penerima informasi, tetapi juga subjek aktif yang 

saling belajar dan berbagi pengalaman. Pendekatan 

partisipatif ini penting agar penyuluhan KB tidak 

bersifat top-down dan normatif, tetapi menjadi ruang 

kolektif untuk memperjuangkan hak reproduksi dan 

martabat perempuan di tengah budaya yang masih 

membatasi mereka. 
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3. Membangun Kepemimpinan Perempuan di Komunitas 

Pemberdayaan perempuan tidak akan optimal jika 

tidak disertai dengan penguatan posisi sosial mereka 

dalam struktur komunitas. Maka, program KB harus 

juga dirancang sebagai bagian dari penguatan 

kepemimpinan perempuan. Perempuan yang menjadi 

kader KB, ketua kelompok ibu, penggerak PKK, atau 

mitra bidan desa perlu diberi pelatihan, 

pendampingan, dan akses pengambilan keputusan 

dalam forum desa. 

Ketika perempuan memegang posisi strategis, suara 

mereka menjadi lebih didengar. Mereka bisa menjadi 

agen perubahan yang menyampaikan pesan KB tidak 

hanya dari sudut medis, tetapi juga dari pengalaman 

nyata sebagai ibu, istri, dan warga desa. 

Kepemimpinan ini juga membongkar narasi bahwa 

perempuan hanya sebagai objek kebijakan, padahal 

mereka mampu menjadi motor sosial di 

komunitasnya. 

4. Advokasi untuk Keadilan Gender dalam Rumah 

Tangga 

Salah satu akar dari ketimpangan dalam pengambilan 

keputusan KB adalah ketimpangan relasi kuasa 

dalam rumah tangga. Banyak perempuan yang tidak 

dapat memilih metode KB karena keputusan ada di 

tangan suami. Bahkan, dalam beberapa kasus, 

perempuan yang menggunakan KB secara mandiri 

bisa mengalami kekerasan verbal atau fisik. 

Oleh karena itu, program pemberdayaan tidak boleh 

hanya berfokus pada perempuan. Laki-laki juga harus 

dilibatkan dalam edukasi KB dan advokasi keadilan 

gender. Dengan membangun kesadaran bersama, 

bahwa perencanaan keluarga adalah tanggung jawab 

bersama, maka relasi kuasa di dalam rumah tangga 
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bisa menjadi lebih setara. Pendekatan ini dapat 

dilakukan melalui diskusi komunitas, penyuluhan 

pasangan muda, atau forum kelompok tani yang 

terintegrasi dengan program kesehatan desa. 

5. Pelibatan Lintas Sektor dalam Pendampingan 

Perempuan 

Pemberdayaan perempuan tidak bisa hanya menjadi 

tanggung jawab tenaga kesehatan. Diperlukan kerja 

lintas sektor yang melibatkan pemerintah desa, tokoh 

agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, dan 

organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting 

untuk membangun sistem pendukung yang holistik 

bagi perempuan, dari aspek pendidikan, ekonomi, 

hingga perlindungan hukum. 

Sebagai contoh, perempuan yang telah menggunakan 

KB dan ingin aktif dalam kegiatan desa perlu 

mendapatkan akses pelatihan keterampilan, bantuan 

modal usaha, dan perlindungan terhadap 

diskriminasi. Dengan demikian, KB bukan lagi 

dipandang sebagai sekadar program pengendalian 

kelahiran, tetapi sebagai bagian dari gerakan sosial 

untuk kesejahteraan perempuan dan keluarga. 
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8 
KESEHATAN REPRODUKSI 

REMAJA DI WILAYAH AGRARIS 

Desi Soraya, S.Tr.Keb., M.Keb 

Universitas Telogorejo Semarang 

Pendahuluan 

Remaja merupakan kelompok usia yang berada dalam 

masa transisi penting menuju kedewasaan, ditandai 

dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial, termasuk 

perkembangan sistem reproduksi. Pemenuhan informasi 

dan layanan kesehatan reproduksi menjadi hak dasar 

yang sangat penting, namun belum semua remaja, 

khususnya di wilayah agraris, memiliki akses yang setara 

terhadap hal tersebut. Keterbatasan informasi, norma 

sosial yang konservatif, dan minimnya layanan ramah 

remaja menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak 

reproduksi remaja di daerah ini. 

Meski demikian, remaja di wilayah agraris memiliki 

potensi besar sebagai agen perubahan jika didukung 

dengan edukasi dan pendekatan yang tepat. Strategi yang 

sensitif terhadap konteks lokal, pemanfaatan peran 

komunitas, dan kolaborasi lintas sektor dapat mendorong 

peningkatan kesehatan reproduksi remaja sebagai bagian 

dari pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. 

Pemahaman mendalam terhadap realitas remaja agraris 

sangat penting untuk merancang intervensi yang efektif 

dan berkeadilan. 
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Konteks Sosial Budaya dan Karakteristik Remaja di 

Wilayah Agraris 

Remaja dalam struktur sosial yang kolektif dengan nilai 

budaya konservatif dan kuatnya relasi kekerabatan, yang 

membatasi kebebasan individu dalam mengenal diri dan 

tubuhnya. Mereka kerap menghadapi tekanan untuk 

membantu ekonomi keluarga dan mematuhi norma adat, 

termasuk dalam hal seksualitas. Terbatasnya akses 

pendidikan, informasi, dan layanan kesehatan membuat 

mereka menjalani peran ganda sebagai pelajar dan 

pekerja keluarga, namun mengabaikan kebutuhan 

personal. Dibandingkan remaja perkotaan, mereka lebih 

rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi jika tidak 

mendapat edukasi dan dukungan yang sesuai dengan 

konteks lokal. 

1. Pengaruh Struktur Sosial dan Nilai Lokal terhadap 

Kehidupan Remaja 

Pengaruh struktur sosial dan nilai-nilai lokal terhadap 

kehidupan remaja di wilayah agraris sangat kuat, 

karena membentuk perilaku, sikap, dan pola pikir 

mereka sejak dini. Remaja tumbuh dalam lingkungan 

kolektif yang menjunjung tinggi norma adat, agama, 

dan keharmonisan komunitas sebagai tolok ukur 

perilaku yang diterima. Dalam konteks ini, mereka 

diharapkan patuh, menjaga nama baik keluarga, serta 

mengikuti pola hidup yang diwariskan secara turun-

temurun. Kondisi ini membatasi ruang eksplorasi diri 

remaja, terutama dalam hal pendidikan, aspirasi 

pribadi, serta diskusi terbuka mengenai seksualitas 

dan kesehatan reproduksi. Interaksi antara struktur 

sosial yang kuat dan nilai-nilai konservatif 

menciptakan tantangan tersendiri dalam upaya 

pemenuhan hak-hak remaja, khususnya dalam 

menghadapi perubahan sosial yang semakin 

kompleks. 
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a. Konteks sosial budaya 

Konteks sosial budaya ini dipengaruhi oleh nilai 
adat, agama, dan tradisi kolektif yang 
menekankan kepatuhan dan kehormatan 
keluarga. Hal ini membatasi remaja dalam 
mengakses informasi dan layanan kesehatan 
reproduksi secara bebas. Nilai budaya yang kuat 
memengaruhi perilaku, kesehatan mental, dan 
interaksi sosial remaja, baik secara positif 
maupun negatif, tergantung pada lingkungan 

keluarga, teman sebaya, dan norma komunitas. 

b. Pembentukan nilai 

Nilai-nilai dalam masyarakat agraris dibentuk 
sejak dini melalui keluarga, agama, dan 
lingkungan sosial. Remaja tumbuh dengan nilai 
kepatuhan, kesopanan, dan menjaga kehormatan 
keluarga, yang secara tidak langsung membentuk 
sikap mereka terhadap tubuh, seksualitas, dan 
peran gender. Proses pembentukan nilai ini 
berpengaruh besar terhadap cara remaja 
menyikapi informasi dan keputusan terkait 
kesehatan reproduksi.  

c. Faktor sosioekonomi 

Faktor sosioekonomi seperti tingkat pendidikan, 
pendapatan keluarga, dan akses terhadap 
layanan dasar sangat memengaruhi perilaku dan 
kesehatan reproduksi remaja di wilayah agraris. 
Remaja dari keluarga dengan ekonomi rendah 
cenderung memiliki keterbatasan akses informasi, 
rentan putus sekolah, dan lebih mungkin 
mengalami pernikahan dini atau kehamilan yang 
tidak direncanakan. Ketimpangan ini 
memperbesar risiko kesehatan dan 
mempersempit peluang remaja untuk membuat 
keputusan reproduktif yang mandiri dan 
bertanggung jawab. 
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2. Peran Keluarga dan Komunitas dalam Pembentukan 

Perilaku Kesehatan 

Keluarga merupakan unit sosial pertama dan utama 

yang membentuk pemahaman remaja tentang 

kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. 

Pembentukan perilaku kesehatan secara signifikan 

dipengaruhi oleh konteks keluarga dan komunitas. 

Keluarga berfungsi sebagai unit sosial utama di mana 

nilai-nilai dan kebiasaan terkait kesehatan 

dibudidayakan, sementara lingkungan masyarakat 

memberikan dukungan dan sumber daya sosial yang 

lebih luas. Interaksi ini membentuk perilaku 

kesehatan individu, terutama pada remaja dan anak-

anak, yang sangat rentan terhadap pengaruh ini. 

a. Pengaruh keluarga pada perilaku kesehatan 

1) Komunikasi dan dukungan: Komunikasi 

terbuka dan dukungan orang tua sangat 

penting dalam mempromosikan perilaku 

menyelamatkan kesehatan di kalangan 

remaja. 

2) Faktor sosioekonomi: Status sosial ekonomi 

keluarga berdampak pada sikap dan perilaku 

kesehatan anak-anak, mempengaruhi tingkat 

nutrisi dan aktivitas fisik mereka. 

3) Pendidikan kesehatan: Keluarga yang 

memprioritaskan pendidikan kesehatan dan 

praktik sehat berkontribusi pada hasil 

kesehatan yang lebih baik bagi anak-anak 

mereka. 

b. Keterlibatan komunitas 

1) Intervensi berbasis sekolah: Melibatkan 

keluarga dan anggota masyarakat dalam 

inisiatif kesehatan berbasis sekolah telah 
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terbukti meningkatkan promosi perilaku 

sehat, seperti aktivitas fisik dan nutrisi. 

2) Strategi kolaborasi: Strategi keterlibatan 

masyarakat yang efektif meliputi komunikasi, 

dukungan, dan kolaborasi antara sekolah dan 

organisasi lokal, memaksimalkan sumber 

daya untuk promosi Kesehatan. 

Sementara keluarga dan masyarakat memainkan 

peran penting dalam membentuk perilaku kesehatan, 

penting untuk menyadari bahwa pilihan individu dan 

faktor eksternal, seperti kesenjangan sosial ekonomi 

dan akses perawatan kesehatan, juga dapat 

berdampak signifikan pada hasil kesehatan. 

Mengatasi faktor-faktor penentu yang lebih luas ini 

diperlukan untuk upaya promosi kesehatan yang 

komprehensif. 

3. Profil Demografis dan Peran Remaja dalam Keluarga 

Remaja di wilayah agraris umumnya berasal dari 

keluarga dengan latar belakang pendidikan dan 

ekonomi menengah ke bawah, serta menjalani peran 

ganda sebagai pelajar dan pekerja keluarga. Tanggung 

jawab ini membentuk dinamika keluarga sekaligus 

membatasi waktu dan akses mereka terhadap 

kebutuhan pribadi, termasuk informasi dan layanan 

kesehatan reproduksi. Akibatnya, banyak remaja 

kurang mendapatkan edukasi dan perlindungan yang 

sesuai dengan usia serta kondisi mereka. 

a. Struktur dan keragaman keluarga 

1) Struktur keluarga remaja menjadi semakin 

beragam, termasuk rumah tangga orang tua 

tunggal, orang tua yang hidup bersama, dan 

keluarga sesama jenis.  
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2) Keragaman ini mengharuskan pemikiran 

ulang teori pengasuhan anak, karena 

konfigurasi keluarga yang berbeda dapat 

mengarah pada hasil perkembangan yang 

bervariasi untuk remaja. 

b. Peran dalam sosialisasi 

1) Keluarga sangat penting dalam sosialisasi 

remaja, membentuk nilai-nilai moral, 

perilaku, dan identitas mereka. 

2) Komunikasi keluarga yang efektif dan 

dukungan emosional terkait dengan 

berkurangnya kenakalan remaja, menyoroti 

pentingnya interaksi keluarga yang positif. 

c. Dampak pada pembangunan 

Kualitas hubungan keluarga secara signifikan 

mempengaruhi kemampuan remaja untuk 

menavigasi tugas perkembangan dan membangun 

hubungan jangka Panjang. 

Sementara keluarga memainkan peran penting dalam 

perkembangan remaja, faktor eksternal seperti 

pengaruh teman sebaya dan harapan masyarakat 

juga secara signifikan berdampak pada perilaku 

remaja dan pembentukan identitas. Memahami 

interaksi ini sangat penting untuk pandangan 

perkembangan remaja. 

4. Perbedaan Karakteristik dengan Remaja Perkotaan 

Remaja di wilayah agraris dan perkotaan memiliki 

perbedaan mencolok dalam akses informasi, 

kebebasan berekspresi, serta dukungan lingkungan. 

Remaja perkotaan lebih mudah mengakses 

pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi yang 

terbuka, sementara remaja agraris hidup dalam 

pengawasan sosial yang ketat dan norma konservatif 
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yang membatasi akses serta ruang diskusi. Akibatnya, 

remaja di pedesaan lebih rentan terhadap risiko 

kesehatan reproduksi jika tidak mendapat 

pendekatan edukatif yang sesuai dengan konteks 

sosial dan budaya mereka. 

Tantangan Kesehatan Reproduksi Remaja di Wilayah 

Agraris 

Remaja banyak menghadapi berbagai tantangan 

kesehatan reproduksi, mulai dari minimnya pendidikan 

seksualitas, keterbatasan layanan yang ramah remaja, 

hingga kuatnya norma sosial yang menganggap isu 

reproduksi sebagai tabu. Kondisi ini membuat remaja 

kurang informasi, rentan terhadap perilaku seksual 

berisiko, serta tidak berani mencari bantuan saat 

menghadapi masalah seperti kehamilan tidak diinginkan 

atau kekerasan seksual. Tingginya angka pernikahan usia 

dini juga memperparah kerentanan remaja, sementara 

dukungan hukum dan psikososial masih sangat terbatas. 

Tantangan ini memerlukan pendekatan intervensi yang 

kontekstual, berbasis komunitas, dan sensitif budaya. 

1. Minimnya Pendidikan Seksualitas yang Komprehensif 

Remaja di wilayah agraris umumnya tidak 

mendapatkan pendidikan seksualitas yang 

komprehensif, baik di sekolah maupun di lingkungan 

keluarga. Topik seputar pubertas, menstruasi, 

hubungan seksual, dan kontrasepsi jarang dibahas 

secara terbuka karena dianggap tabu atau tidak 

pantas. Akibatnya, remaja memiliki pemahaman yang 

minim dan sering salah kaprah terkait kesehatan 

reproduksi, yang pada akhirnya meningkatkan risiko 

terhadap perilaku berisiko dan kesalahan 

pengambilan keputusan. 
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2. Akses Terbatas terhadap Layanan Kesehatan Ramah 

Remaja 

Fasilitas kesehatan di pedesaan sering kali belum 

menyediakan layanan yang benar-benar ramah 

remaja. Selain keterbatasan tenaga kesehatan yang 

terlatih dalam komunikasi dengan remaja, kurangnya 

privasi dan rasa aman saat mengakses layanan juga 

menjadi kendala utama. Remaja, terutama 

perempuan, kerap enggan mendatangi puskesmas 

atau klinik karena takut dihakimi oleh lingkungan 

sosialnya. 

3. Stigma Sosial dan Normalisasi Pernikahan Usia Dini 

Dalam budaya agraris yang masih menjunjung tinggi 

nilai tradisional, pernikahan usia dini sering dianggap 

sebagai solusi untuk menghindari aib sosial. 

Kehamilan di luar nikah, misalnya, lebih sering 

disikapi dengan pernikahan paksa ketimbang 

pendekatan perlindungan atau edukasi. Stigma 

terhadap remaja yang aktif secara seksual juga 

membuat mereka terpinggirkan dan tidak mendapat 

dukungan psikososial yang dibutuhkan. 

4. Perilaku Seksual Berisiko dan Dampaknya 

Perilaku seksual berisiko (RSB) di kalangan remaja 

menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan, 

termasuk kehamilan yang tidak diinginkan dan 

infeksi menular seksual (IMS). Studi menunjukkan 

bahwa RSB lazim di berbagai wilayah, dengan faktor-

faktor seperti penggunaan alkohol, tekanan teman 

sebaya, dan kurangnya bimbingan orang tua yang 

berkontribusi terhadap perilaku ini. Konsekuensi dari 

RSB sangat mendalam, mempengaruhi tidak hanya 

kesehatan individu tetapi juga hasil sosial dan 

ekonomi yang lebih luas. 
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a. Kurangnya Edukasi Seksualitas Komprehensif 

Remaja tidak mendapat informasi yang memadai 

tentang hubungan seksual yang sehat dan aman, 

sehingga rentan melakukan hubungan tanpa 

perlindungan. 

b. Pengaruh Media dan Teman Sebaya 

Akses terhadap konten seksual tanpa 

pendampingan dan tekanan dari lingkungan 

pertemanan dapat mendorong remaja mencoba 

perilaku seksual lebih dini. 

c. KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan) 

Akibat hubungan seksual tanpa kontrasepsi, 

banyak remaja perempuan mengalami kehamilan 

di luar nikah yang berdampak pada putus sekolah 

dan stigma sosial. Di Indonesia, 8,6% remaja 

dengan pengalaman seksual menghadapi 

kehamilan yang tidak diinginkan, dengan risiko 

4,5 kali lebih tinggi terkait dengan perilaku 

berisiko spesifik. 

d. Penyakit Menular Seksual (PMS) 

Minimnya penggunaan kondom dan pengetahuan 

tentang PMS membuat remaja rentan terhadap 

penularan HIV, sifilis, dan infeksi lainnya. Data 

Kemenkes RI (2022) menunjukkan peningkatan 

kasus IMS pada usia 15–24 tahun, dengan lebih 

dari 20% remaja aktif seksual mengalami gejala 

PMS. WHO (2021) mencatat lebih dari 1 juta kasus 

PMS baru terjadi setiap hari di dunia, dan remaja 

menjadi kelompok paling rentan akibat rendahnya 

kesadaran akan perlindungan dan pemeriksaan 

rutin. 
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e. Dampak Psikologis dan Sosial 

Remaja yang mengalami dampak negatif dari 

perilaku seksual berisiko sering mengalami 

depresi, rasa bersalah, penolakan sosial, bahkan 

pemaksaan menikah dini. 

f. Ketiadaan Dukungan dan Layanan Ramah 

Remaja 

Tidak adanya akses ke layanan konseling atau 

kesehatan yang aman dan rahasia membuat 

remaja takut mencari pertolongan atau informasi. 

5. Kekerasan Seksual dan Minimnya Perlindungan 

Hukum 

Remaja sangat rentan terhadap kekerasan seksual, 

namun kasus sering tidak dilaporkan karena adanya 

rasa takut, stigma, dan tekanan budaya untuk diam 

demi menjaga nama baik keluarga. Budaya patriarki, 

tabu seputar seksualitas, serta kurangnya edukasi 

tentang hak tubuh membuat remaja tidak menyadari 

bentuk kekerasan yang mereka alami. Minimnya 

akses terhadap layanan hukum dan psikologis, serta 

ketidaktahuan aparat desa, memperburuk 

penanganan kasus. Untuk mengatasinya, diperlukan 

pendekatan edukatif dan berbasis komunitas melalui 

pendidikan seksualitas sejak dini, dukungan dari 

keluarga dan tokoh masyarakat, serta penyediaan 

layanan pelaporan dan konseling yang ramah remaja. 

Penguatan kebijakan perlindungan dan kampanye 

anti-stigma sangat penting agar korban mendapatkan 

keadilan dan kekerasan seksual tidak lagi dianggap 

sebagai aib yang harus disembunyikan. 
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Aksesibilitas dan Peran Layanan Kesehatan 

Reproduksi  

Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi masih 

menghadapi banyak kendala, mulai dari jarak geografis, 

minimnya fasilitas, hingga kurangnya tenaga kesehatan 

yang ramah remaja. Banyak remaja merasa malu atau 

takut mengunjungi puskesmas karena khawatir distigma 

atau tidak mendapat privasi. Padahal, layanan seperti 

Posyandu Remaja, PIK-R, dan puskesmas memiliki 

potensi besar dalam memberikan edukasi dan 

pendampingan jika didukung oleh pelatihan khusus serta 

pendekatan yang sensitif budaya. Peran layanan 

kesehatan sangat penting tidak hanya sebagai tempat 

pengobatan, tetapi juga sebagai pusat informasi, 

konseling, dan perlindungan bagi remaja dalam menjaga 

kesehatan reproduksinya secara aman dan bertanggung 

jawab. 

1. Ketersediaan Tenaga dan Fasilitas Kesehatan 

Ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan 

umumnya masih terbatas, baik dari segi jumlah, 

kompetensi, maupun sarana pendukung. Puskesmas 

dan posyandu yang menjadi garda terdepan sering 

kekurangan tenaga kesehatan terlatih yang mampu 

menangani isu-isu kesehatan reproduksi remaja 

secara tepat dan ramah. Selain itu, keterbatasan alat, 

ruang konsultasi yang kurang privat, serta waktu 

layanan yang tidak fleksibel membuat remaja enggan 

memanfaatkan fasilitas yang ada. Kondisi ini 

menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas 

tenaga kesehatan dan penyediaan layanan yang 

responsif terhadap kebutuhan remaja, khususnya 

dalam aspek edukasi, pencegahan, dan perlindungan 

kesehatan reproduksi. 
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2. Peran Posyandu Remaja, PIK-R, dan Puskesmas 

a. Posyandu Remaja 

1) Menjadi wadah pelayanan promotif dan 

preventif khusus remaja di desa. 

2) Memberikan edukasi seputar kesehatan 

reproduksi, gizi, mental, dan pencegahan 

kekerasan. 

3) Mendorong partisipasi aktif remaja sebagai 

kader dan penerima manfaat. 

b. PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) 

1) Menyediakan layanan konseling sebaya yang 

lebih nyaman bagi remaja. 

2) Memberikan informasi yang benar dan 

berbasis bukti tentang kesehatan reproduksi, 

seksualitas, dan HIV/AIDS. 

3) Mengembangkan keterampilan hidup sehat 

dan kemampuan pengambilan keputusan. 

c. Puskesmas 

1) Menjadi rujukan utama untuk layanan medis 

dan konseling profesional. 

2) Menyediakan layanan kesehatan reproduksi 

seperti pemeriksaan, pengobatan PMS, serta 

layanan KB remaja. 

3) Perlu dilengkapi dengan petugas yang terlatih 

dalam komunikasi remaja dan ruang 

pelayanan yang aman dan privat. 

3. Hambatan Geografis dan Kultural 

Remaja sering menghadapi hambatan geografis 

berupa jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan, 

keterbatasan transportasi, serta medan yang sulit 
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ditempuh, terutama di daerah terpencil. Hambatan ini 

diperparah oleh kendala kultural, seperti anggapan 

bahwa membicarakan masalah reproduksi adalah hal 

tabu, serta adanya kontrol sosial yang ketat dari 

keluarga dan komunitas. Remaja perempuan 

khususnya lebih dibatasi dalam mobilitas dan akses 

informasi. Kombinasi hambatan fisik dan budaya ini 

membuat banyak remaja enggan atau tidak mampu 

mengakses layanan kesehatan reproduksi secara 

tepat waktu, yang pada akhirnya meningkatkan 

kerentanan terhadap masalah kesehatan seperti 

kehamilan tidak diinginkan, PMS, dan kekerasan 

seksual yang tidak tertangani. 

Strategi Intervensi dan Rekomendasi Peningkatan 

Kesehatan Reproduksi Remaja  

Peningkatan kesehatan reproduksi remaja membutuhkan 

strategi intervensi yang berbasis komunitas, sensitif 

budaya, dan melibatkan berbagai pihak. Edukasi 

seksualitas yang komprehensif perlu diterapkan di 

sekolah dan komunitas dengan pendekatan yang sesuai 

usia dan konteks lokal. Pelibatan orang tua, guru, tokoh 

agama, dan tokoh adat sangat penting untuk 

menciptakan lingkungan yang mendukung dan terbuka. 

Penguatan layanan ramah remaja, peningkatan kapasitas 

tenaga kesehatan, serta penyediaan mekanisme pelaporan 

yang aman dan rahasia juga menjadi bagian penting dari 

upaya perlindungan. Di sisi kebijakan, dibutuhkan 

dukungan lintas sektor pendidikan, kesehatan, dan 

pemerintahan desa untuk memastikan keberlanjutan 

program dan menjadikan remaja sebagai subjek aktif 

dalam pembangunan kesehatan reproduksi yang inklusif 

dan berkeadilan. 
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1. Peran Orang Tua, Guru, dan Tokoh Masyarakat dalam 

Edukasi Reproduksi 

Dalam masyarakat agraris, orang tua, guru, dan tokoh 

masyarakat memegang peran penting sebagai 

pendidik nilai dan perilaku. Ketiganya dapat menjadi 

jembatan edukasi reproduksi yang sesuai dengan 

konteks budaya lokal. Orang tua perlu membangun 

komunikasi terbuka tentang pubertas dan kesehatan 

seksual, guru memberi edukasi ilmiah yang empatik, 

dan tokoh agama/adat menguatkan pesan moral dan 

nilai perlindungan terhadap remaja. Sinergi mereka 

sangat penting untuk membentuk lingkungan yang 

mendukung pemahaman remaja terhadap hak dan 

tanggung jawab reproduksinya. 

2. Model Edukasi dan Pendekatan Berbasis Komunitas 

Edukasi reproduksi di wilayah agraris harus berbasis 

komunitas agar diterima dan efektif. Model 

pendekatannya dapat menggunakan media lokal 

seperti kelompok tani, pengajian, karang taruna, atau 

forum anak desa. Penyuluhan harus interaktif, 

kontekstual, dan partisipatif, melibatkan kader 

remaja dan tokoh lokal yang dihormati. Strategi ini 

membantu menjangkau remaja secara lebih alami 

dalam kehidupan sehari-hari, serta menumbuhkan 

kesadaran kolektif untuk menjaga kesehatan generasi 

muda. 

3. Penguatan Program dan Layanan Berbasis Budaya 

Lokal 

Program dan layanan kesehatan reproduksi perlu 

disesuaikan dengan nilai-nilai budaya masyarakat 

agraris agar tidak mendapat penolakan. Penguatan 

dapat dilakukan melalui integrasi layanan di 

Posyandu Remaja, pelatihan tenaga kesehatan lokal, 

dan pelibatan tokoh adat dalam penyuluhan. Dengan 
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menggunakan bahasa, simbol, dan pendekatan yang 

akrab, pesan kesehatan lebih mudah diterima, dan 

partisipasi remaja serta keluarga meningkat secara 

alami dan berkelanjutan. 

4. Rekomendasi Kebijakan dan Advokasi Multisektor 

Untuk menjamin keberlanjutan, dibutuhkan 

kebijakan lintas sektor yang mendukung kesehatan 

reproduksi remaja, mulai dari tingkat desa hingga 

kabupaten. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan 

anggaran khusus untuk pendidikan dan layanan 

remaja, serta mengintegrasikan program dengan 

sektor pendidikan, kesehatan, agama, dan 

pemberdayaan masyarakat. Selain itu, remaja perlu 

diberdayakan sebagai agen perubahan dalam 

advokasi, agar suara mereka terdengar dan program 

benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan. 

Kesimpulan 

Remaja di wilayah agraris menghadapi tantangan 

kompleks dalam menjaga kesehatan reproduksi akibat 

pengaruh struktur sosial yang konservatif, keterbatasan 

akses informasi, layanan kesehatan, dan tekanan budaya. 

Minimnya pendidikan seksualitas, stigma sosial, serta 

normalisasi pernikahan usia dini memperparah 

kerentanan mereka terhadap kehamilan yang tidak 

diinginkan, PMS, dan kekerasan seksual. Meski demikian, 

remaja memiliki potensi besar sebagai agen perubahan 

jika didukung oleh edukasi yang kontekstual, layanan 

ramah remaja, serta keterlibatan aktif orang tua, guru, 

dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, strategi intervensi 

dan kebijakan multisektor yang berbasis budaya lokal 

sangat diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak 

dan perlindungan kesehatan reproduksi remaja secara 

adil dan berkelanjutan. 
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9 
PERAN BIDAN DAN  

TENAGA KESEHATAN  

DI WILAYAH AGRARIS 

Nira Nuryusriani Ahmad, STr. Keb., Bdn 

Politeknik Kesehatan Semarang 

Latar Belakang Wilayah Agraris dan Urgensi Peran 

Tenaga Kesehatan 

Wilayah agraris merupakan daerah yang dominan 

menjalankan kegiatan pertanian sebagai mata 

pencaharian utama masyarakatnya. Umumnya terletak di 

pedesaan dengan karakteristik geografis yang luas, 

terpencil, dan memiliki infrastruktur yang terbatas. 

Masyarakat di wilayah ini cenderung hidup dalam 

komunitas kecil yang erat secara sosial, namun memiliki 

akses terbatas terhadap layanan dasar, termasuk layanan 

kesehatan (Kementerian Pertanian RI, 2020). Selain itu, 

distribusi fasilitas kesehatan di wilayah agraris sering kali 

tidak merata, dengan jumlah tenaga kesehatan yang tidak 

sebanding dengan jumlah penduduk yang harus dilayani 

(BAPPENAS, 2022). 

Dalam konteks ini, peran bidan dan tenaga kesehatan 

menjadi sangat penting, mengingat tantangan kesehatan 

di wilayah agraris sangat kompleks. Jarak ke fasilitas 

kesehatan yang jauh, minimnya transportasi umum, serta 

keterbatasan informasi dan pendidikan kesehatan 

menyebabkan masyarakat di daerah agraris rentan 

terhadap berbagai masalah kesehatan, seperti tingginya 
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angka kematian ibu dan bayi, gizi buruk, serta rendahnya 

cakupan imunisasi (WHO, 2022). Budaya lokal dan 

kepercayaan tradisional juga sering kali mempengaruhi 

keputusan masyarakat dalam mencari pertolongan medis, 

sehingga pendekatan berbasis kultural menjadi sangat 

dibutuhkan. 

Secara komprehensif bagaimana peran bidan dan tenaga 

kesehatan lainnya sangat krusial dalam meningkatkan 

kualitas kesehatan masyarakat di wilayah agraris. Tenaga 

kesehatan  memaparkan kondisi lapangan, strategi 

intervensi yang dilakukan, serta tantangan dan peluang 

yang ada, diharapkan pembaca dapat memahami 

pentingnya peran tenaga kesehatan sebagai ujung tombak 

pembangunan kesehatan di daerah pedesaan berbasis 

agraria. 

Kondisi Kesehatan Masyarakat di Wilayah Agraris 

1. Profil Kesehatan Masyarakat Pedesaan 

Wilayah agraris, yang umumnya identik dengan 

kawasan pedesaan, masih menghadapi tantangan 

serius dalam bidang kesehatan. Profil kesehatan 

masyarakat di daerah ini menunjukkan angka 

kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) 

yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah 

perkotaan. Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia 

masih berada pada kisaran 189 per 100.000 kelahiran 

hidup, dengan sebagian besar kasus terjadi di wilayah 

perdesaan (BPS, 2023). Sementara itu, AKB tercatat 

sekitar 15 per 1.000 kelahiran hidup, dan prevalensi 

tertinggi juga ditemukan di wilayah dengan akses 

terbatas terhadap pelayanan kesehatan dasar 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). 
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Selain itu, permasalahan gizi buruk dan stunting 

menjadi isu kesehatan yang menonjol. Survei Status 

Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi 

stunting di pedesaan mencapai 27,8%, lebih tinggi 

dibandingkan dengan perkotaan yang hanya 20,8% 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). 

Penyakit menular seperti diare, tuberkulosis, dan 

infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) masih 

mendominasi beban penyakit, diperburuk oleh 

kondisi lingkungan yang kurang higienis dan 

keterbatasan air bersih. 

2. Faktor-Faktor Sosial dan Ekonomi 

Faktor sosial dan ekonomi memainkan peran sentral 

dalam membentuk status kesehatan masyarakat di 

wilayah agraris. Tingkat kemiskinan yang relatif 

tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, serta norma-

norma budaya lokal yang tidak selalu sejalan dengan 

praktik kesehatan modern menjadi hambatan dalam 

upaya peningkatan kesehatan masyarakat. 

Kemiskinan secara langsung memengaruhi 

kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan 

kesehatan, baik dari segi biaya transportasi, 

pembelian obat, maupun biaya layanan itu sendiri. 

Angka kemiskinan di pedesaan mencapai 12,22%, 

lebih tinggi dibandingkan di perkotaan sebesar 7,29% 

(BPS, 2023). Pendidikan yang rendah juga berdampak 

pada pemahaman masyarakat tentang pentingnya 

perawatan kesehatan preventif, seperti imunisasi, 

pemeriksaan kehamilan rutin, atau gizi seimbang. 

Rendahnya literasi kesehatan menyebabkan banyak 

masyarakat masih bergantung pada pengobatan 

tradisional dan hanya mencari pertolongan medis 

ketika kondisi sudah parah. 

 



 

 

  

 

140 
 

3. Kendala Layanan Kesehatan di Wilayah Agraris 

Beberapa kendala sistemik menghambat optimalisasi 

layanan kesehatan di wilayah agraris : 

a. Terbatasnya infrastruktur jalan dan transportasi 

membuat akses ke fasilitas kesehatan menjadi 

sulit, terutama pada musim hujan atau di wilayah 

yang memiliki kontur geografis berat seperti 

perbukitan dan pegunungan. Banyak desa yang 

belum memiliki Puskesmas Pembantu (Pustu), 

dan rujukan medis ke rumah sakit sering kali 

memerlukan waktu tempuh berjam-jam. 

b. Fasilitas kesehatan yang tersedia umumnya 

belum memadai, baik dari segi sarana prasarana 

maupun sumber daya manusia. Puskesmas di 

wilayah agraris sering kekurangan tenaga 

kesehatan, terutama dokter dan bidan, yang 

enggan ditempatkan di daerah terpencil karena 

kurangnya insentif dan fasilitas penunjang 

(BAPPENAS, 2022). Sementara itu, peralatan 

medis dasar sering kali tidak tersedia, dan sistem 

rujukan antar fasilitas berjalan lambat akibat 

buruknya koordinasi dan ketiadaan transportasi 

medis. 

Kendala lainnya mencakup minimnya program 

edukasi kesehatan berkelanjutan, serta kurangnya 

keterlibatan komunitas dalam menjaga kesehatan 

lingkungan. Ketergantungan pada pendekatan kuratif 

tanpa penguatan pada sisi promotif dan preventif 

memperparah situasi ini. 

Peran Strategis Bidan di Wilayah Agraris 

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

Peran bidan di wilayah agraris sangat vital dalam 

memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), 
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mengingat daerah ini sering kali jauh dari fasilitas 

medis tingkat lanjut. Bidan adalah garda terdepan 

dalam mendeteksi risiko kehamilan, mengelola proses 

persalinan, serta memberikan pelayanan nifas dan 

pemantauan tumbuh kembang balita. Cakupan 

pelayanan antenatal care (ANC) di daerah pedesaan 

masih tertinggal dibandingkan perkotaan, salah 

satunya karena keterbatasan akses dan tenaga 

kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2023). 

Bidan bertanggung jawab melakukan minimal enam 

kali pemeriksaan kehamilan sesuai standar WHO, 

memberikan imunisasi dasar pada bayi, memantau 

berat badan dan panjang badan anak secara berkala, 

serta mendampingi ibu dalam masa menyusui 

eksklusif. Pelayanan ini tidak hanya berdampak pada 

penurunan angka kematian ibu dan bayi, tetapi juga 

pada peningkatan kualitas generasi masa depan di 

daerah pedesaan. Di banyak wilayah, bidan juga 

menjadi satu-satunya petugas kesehatan tetap yang 

menangani persalinan secara langsung di rumah atau 

di pos pelayanan kesehatan desa (Poned). Namun, 

pelaksanaan tugas ini tidak mudah. Selain harus 

bekerja dengan sarana terbatas, bidan juga sering 

menangani kasus komplikasi kehamilan tanpa 

dukungan medis memadai. Pelatihan berkelanjutan 

dan dukungan alat medis dasar sangat diperlukan 

untuk meningkatkan mutu pelayanan KIA di wilayah 

agraris. 

2. Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan 

Peran bidan di wilayah agraris, sebagai pendidik 

masyarakat menjadi krusial karena tingkat literasi 

kesehatan yang masih rendah. Bidan tidak hanya 

bertugas memberikan layanan klinis, tetapi juga 

menjalankan fungsi edukatif, seperti memberikan 
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penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, 

pentingnya gizi seimbang, sanitasi lingkungan, dan  

program  keluarga berencana (KB).  

Penyuluhan biasanya dilakukan melalui posyandu, 

pertemuan kelompok ibu, atau kunjungan rumah. 

Materi penyuluhan yang disampaikan bidan 

disesuaikan dengan konteks lokal, termasuk bahasa 

dan kepercayaan masyarakat setempat. Misalnya, 

dalam menyampaikan pentingnya imunisasi, bidan 

harus mampu meyakinkan orang tua yang masih ragu 

karena mitos atau informasi keliru yang beredar di 

komunitas. Keberhasilan pendidikan kesehatan di 

komunitas agraris sangat ditentukan oleh pendekatan 

interpersonal dan kepercayaan masyarakat terhadap 

bidan. Kemampuan komunikasi interpersonal 

menjadi kompetensi kunci yang harus dimiliki oleh 

setiap bidan yang bekerja di wilayah pedesaan 

(Bernadetha et al., 2023). 

3. Pendampingan Keluarga dan Komunitas 

Selain pelayanan klinis dan edukatif, bidan juga 

menjalankan peran sebagai pendamping keluarga dan 

komunitas. Dalam konteks agraris, bidan memiliki 

hubungan erat dengan masyarakat dan sering kali 

dianggap sebagai bagian dari komunitas itu sendiri. 

Bidan melakukan kunjungan rumah secara rutin, 

terutama kepada ibu hamil dengan risiko tinggi, ibu 

menyusui, dan anak dengan kondisi kesehatan yang 

perlu diawasi. 

Pendampingan ini mencakup pembentukan dan 

pembinaan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan 

kelompok Bina Keluarga Balita (BKB). Kegiatan ini 

bertujuan menciptakan lingkungan yang suportif, 

mendorong pertukaran informasi antar ibu, serta 

meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya 



 

 

  

 

143 
 

kesehatan keluarga. kehadiran kelompok ibu hamil di 

desa meningkatkan kepatuhan ibu terhadap 

kunjungan ANC dan mempercepat respons terhadap 

tanda bahaya kehamilan (Arifin et al., 2021). Melalui 

peran ini, bidan tidak hanya menjalankan tugas 

medis, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial 

yang menggerakkan masyarakat untuk lebih peduli 

pada kesehatan secara kolektif. 

4. Tantangan yang Dihadapi Bidan di Lapangan 

Pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai tantangan 

meski peran bidan sangat strategis. Salah satu 

kendala utama adalah isolasi geografis. Banyak 

wilayah agraris terletak jauh dari pusat kota dengan 

akses jalan yang rusak atau bahkan belum 

terbangun. Dalam kondisi seperti ini, bidan harus 

menggunakan kendaraan roda dua atau berjalan kaki 

untuk mencapai rumah pasien, bahkan dalam kondisi 

darurat. Keterbatasan logistik dan sumber daya juga 

menjadi tantangan besar.  

Banyak Puskesmas Pembantu (Pustu) di desa tidak 

memiliki listrik, air bersih, atau alat kesehatan dasar 

seperti tensimeter, doppler fetal, dan alat sterilisasi. 

Selain itu, keterlambatan suplai obat dan vaksin juga 

sering terjadi, terutama saat musim hujan atau 

bencana alam (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2023). Tekanan budaya dan norma sosial 

lokal juga mempengaruhi efektivitas peran bidan. 

Beberapa komunitas di wilayah agraris, praktik 

kesehatan tradisional masih sangat kuat, seperti 

kepercayaan terhadap dukun beranak atau larangan-

larangan. 
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Peran Tenaga Kesehatan Lainnya di Wilayah Agraris 

Selain bidan, peran tenaga kesehatan lainnya seperti 

perawat, ahli gizi, tenaga sanitasi lingkungan, serta dokter 

dan petugas Puskesmas keliling sangat penting dalam 

menunjang sistem pelayanan kesehatan di wilayah 

agraris. Kehadiran mereka melengkapi layanan kesehatan 

masyarakat yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga 

promotif dan preventif, sesuai dengan prinsip pelayanan 

kesehatan primer. 

1. Perawat dan Tenaga Gizi 

Perawat merupakan tenaga kesehatan yang memiliki 

peran penting dalam memberikan perawatan dasar, 

terutama di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 

(Pustu) di desa. Tugas mereka meliputi pemberian 

pertolongan pertama, penanganan kasus ringan, 

pemantauan kondisi pasien kronis, serta dukungan 

dalam pelayanan imunisasi dan perawatan luka. 

Perawat juga mendukung program-program 

kesehatan masyarakat seperti Posyandu dan 

penyuluhan hidup bersih dan sehat (PHBS) 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). 

Tenaga gizi berperan dalam pengawasan dan 

perbaikan status gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan 

balita. Mereka melakukan penimbangan berat badan, 

pengukuran tinggi badan, serta edukasi gizi seimbang 

berbasis potensi lokal. Di wilayah agraris, masalah gizi 

kronis seperti stunting dan wasting masih tinggi. Oleh 

karena itu, peran tenaga gizi dalam edukasi konsumsi 

pangan lokal bernutrisi sangat strategis. Berdasarkan 

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi 

stunting di pedesaan tahun 2022 mencapai 27,8% 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023), 

sehingga intervensi berbasis komunitas oleh tenaga 

gizi menjadi penting. 
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Program seperti Pemberian Makanan Tambahan 

(PMT) di Posyandu dan edukasi kepada keluarga 

tentang pengolahan makanan bergizi dari hasil 

pertanian lokal merupakan wujud nyata kontribusi 

tenaga gizi terhadap peningkatan kesehatan 

masyarakat agraris. 

2. Tenaga Sanitasi Lingkungan 

Tenaga sanitasi lingkungan memiliki peran sentral 

dalam pencegahan penyakit berbasis lingkungan, 

terutama di daerah agraris yang umumnya masih 

memiliki keterbatasan dalam akses air bersih dan 

fasilitas sanitasi. Penyakit seperti diare, infeksi kulit, 

dan kecacingan sering kali menjadi masalah endemik 

karena masyarakat masih menggunakan air sungai 

untuk kebutuhan sehari-hari dan belum memiliki 

jamban sehat. 

Tugas tenaga sanitasi meliputi pemetaan kondisi 

sanitasi desa, edukasi perilaku hidup bersih, 

pengelolaan limbah rumah tangga, serta pengawasan 

kualitas air. Mereka juga bertugas dalam program-

program sanitasi pemerintah seperti STBM (Sanitasi 

Total Berbasis Masyarakat). Keberhasilan STBM di 

suatu desa biasanya sangat dipengaruhi oleh 

keberadaan tenaga sanitasi yang aktif mendampingi 

dan memfasilitasi masyarakat untuk membangun 

fasilitas sanitasi yang layak secara swadaya 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). 

Selain itu, mereka bekerja sama dengan kader dan 

tokoh masyarakat untuk mengubah perilaku yang 

berkaitan dengan kebiasaan buang air besar 

sembarangan (BABS), yang masih tinggi di beberapa 

wilayah pedesaan. 



 

 

  

 

146 
 

3. Dokter dan Petugas Puskesmas Keliling 

Dokter di Puskesmas, meskipun jumlahnya terbatas 

di wilayah agraris, memegang peran penting dalam 

pemeriksaan medis lanjutan dan pengambilan 

keputusan rujukan. Mereka menangani kasus-kasus 

kompleks yang tidak bisa ditangani oleh bidan atau 

perawat, seperti komplikasi kehamilan, penyakit 

menular serius, atau kegawatdaruratan medis. 

Kehadiran dokter juga menjadi simbol peningkatan 

kualitas pelayanan primer di pedesaan. 

Kendala dan keterbatasan distribusi tenaga dokter, 

pemerintah menjalankan program Puskesmas Keliling 

(Pusling) untuk menjangkau daerah terpencil. Tim 

Pusling biasanya terdiri dari dokter, perawat, dan 

petugas farmasi yang berkeliling menggunakan 

kendaraan roda empat atau sepeda motor untuk 

memberikan layanan pengobatan dasar, imunisasi, 

serta sosialisasi program-program pemerintah 

(BAPPENAS, 2022). Pusling menjadi solusi penting 

untuk masyarakat desa yang jauh dari fasilitas 

kesehatan tetap, terutama di wilayah dengan kondisi 

geografis sulit. Program seperti dokter internship, 

Nusantara Sehat, dan Wajib Kerja Dokter (WKDS) juga 

merupakan bagian dari strategi nasional untuk 

memperkuat kehadiran tenaga medis di wilayah 

agraris dan tertinggal. 

Kolaborasi dan Pendekatan Komunitas di Wilayah 

Agraris 

Pelayanan kesehatan di wilayah agraris tidak bisa 

dilakukan secara individual oleh tenaga medis semata. 

Diperlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan 

berbagai pihak serta mengedepankan pemberdayaan 

masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dan pendekatan 

berbasis komunitas telah terbukti menjadi strategi efektif 
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dalam mengatasi tantangan keterbatasan akses, 

rendahnya literasi kesehatan, serta resistensi budaya 

terhadap layanan medis di daerah pedesaan. 

1. Kerja Sama Lintas Sektor 

Sinergi antara tenaga kesehatan dengan berbagai 

aktor lokal sangat penting untuk membangun sistem 

kesehatan yang kuat di desa. Kerja sama lintas sektor 

ini mencakup pemerintah desa, tokoh agama dan 

adat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta 

penyuluh pertanian yang memiliki kedekatan dengan 

masyarakat setempat. Pemerintah desa memiliki 

peran penting dalam menyediakan dukungan 

kebijakan lokal dan anggaran melalui dana desa 

untuk kegiatan kesehatan, seperti pengadaan alat 

kesehatan dasar, pembangunan jamban sehat, dan 

insentif kader Posyandu. Tokoh agama dan adat 

memiliki pengaruh besar terhadap nilai-nilai yang 

dianut masyarakat. Melalui mereka, informasi 

kesehatan seperti pentingnya imunisasi, persalinan di 

fasilitas kesehatan, dan pola makan sehat bisa 

disampaikan secara lebih efektif dan diterima luas 

(Bernadetha et al., 2023). 

Sementara itu, LSM sering berperan dalam 

pemberdayaan masyarakat, pendampingan program 

kesehatan berbasis gender, atau intervensi spesifik 

seperti penurunan stunting. Penyuluh pertanian juga 

menjadi mitra potensial dalam edukasi gizi berbasis 

pangan lokal, khususnya dalam meningkatkan 

produksi dan konsumsi bahan pangan bergizi tinggi 

seperti sayur, buah, dan sumber protein nabati (FAO, 

2021). Pendekatan multisektor ini sejalan dengan 

prinsip Health in All Policies (HiAP) yang didorong oleh 

WHO, yakni memastikan semua sektor 

mempertimbangkan dampak kebijakan mereka 

terhadap kesehatan masyarakat. 
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2. Pendekatan Berbasis Masyarakat (Community-Based 

Health Care) 

Konteks wilayah agraris, pendekatan berbasis 

masyarakat sangat esensial karena masyarakat 

cenderung memiliki ikatan sosial yang kuat dan 

budaya gotong royong. Program seperti Posyandu 

adalah salah satu contoh nyata dari layanan 

kesehatan yang tumbuh dari masyarakat dan untuk 

masyarakat. Keterlibatan kader kesehatan desa, ibu-

ibu PKK, serta tokoh lokal dalam penyuluhan, 

pemantauan tumbuh kembang balita, pengawasan 

ibu hamil, dan penyuluhan gizi memperkuat 

efektivitas program kesehatan. Tenaga kesehatan 

bertindak sebagai fasilitator, sementara masyarakat 

menjadi aktor utama dalam menjaga dan 

meningkatkan kesehatannya sendiri (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2023). 

Program Desa Siaga dan Gerakan Masyarakat Hidup 

Sehat (Germas) juga mendorong masyarakat untuk 

aktif mengenali potensi dan risiko kesehatan lokal, 

serta melakukan tindakan pencegahan dan rujukan 

dini secara mandiri. Keberhasilan layanan kesehatan 

primer sangat ditentukan oleh keterlibatan 

komunitas, bukan hanya oleh ketersediaan fasilitas 

medis (Bernadetha et al., 2023). 

3. Penerapan Inovasi Teknologi Sederhana 

Kendala geografis di wilayah agraris dapat diatasi 

melalui penerapan teknologi sederhana dan 

terjangkau, yang disesuaikan dengan kondisi 

lapangan. Salah satunya adalah telemedisin dasar, 

yang memungkinkan konsultasi jarak jauh antara 

bidan/perawat di desa dengan dokter di Puskesmas 

atau rumah sakit rujukan. Meskipun koneksi internet 

di daerah pedesaan masih terbatas, layanan berbasis 
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pesan teks, WhatsApp, atau aplikasi ringan sudah 

mulai digunakan secara informal oleh tenaga 

kesehatan (Kusnanto et al., 2019). 

Selain itu, penggunaan aplikasi catatan kesehatan 

digital seperti e-Posyandu atau sistem pelaporan via 

SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) 

memungkinkan pendokumentasian status gizi dan 

kesehatan ibu-anak secara lebih efisien dan 

berkelanjutan. Hal ini juga mempermudah 

pengambilan keputusan oleh tenaga kesehatan dan 

pemerintah daerah dalam merancang intervensi. 

Inovasi lain yang patut dicontoh adalah penyediaan 

transportasi desa untuk rujukan medis, seperti mobil 

siaga desa atau ambulans motor. Program ini terbukti 

mampu mengurangi keterlambatan rujukan pasien 

dari desa ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, 

khususnya pada kasus kegawatdaruratan ibu hamil. 

Tantangan dan Rekomendasi Masa Depan Kesehatan di 

Wilayah Agraris 

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah 

agraris merupakan bagian penting dalam pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), 

khususnya tujuan ketiga: "Menjamin kehidupan yang 

sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di 

segala usia." Namun, hingga kini, berbagai tantangan 

sistemik masih menjadi hambatan besar, baik dari sisi 

infrastruktur, ketimpangan layanan, hingga aspek sosial-

budaya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan 

intervensi pemerintah yang terencana dan berkelanjutan, 

mencakup jangka pendek, menengah, hingga panjang. 

1. Masalah Sistemik yang Masih Ada 

a. Ketimpangan Distribusi Tenaga Kesehatan 
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Banyak wilayah agraris masih kekurangan tenaga 

medis, terutama dokter, bidan, dan tenaga gizi. 

Sebagian besar tenaga kesehatan enggan bertugas 

di daerah terpencil karena kurangnya insentif, 

fasilitas tempat tinggal, dan jenjang karier 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

2023). 

b. Infrastruktur Kesehatan yang Terbatas 

Puskesmas dan Pustu di desa sering kali belum 

memiliki fasilitas dasar, seperti air bersih, listrik 

stabil, alat medis, serta ambulans. Keterbatasan 

jalan dan transportasi juga menghambat mobilitas 

pasien dan tenaga medis, terutama saat keadaan 

darurat. 

c. Rendahnya Literasi Kesehatan dan Pengaruh 

Budaya Lokal 

Banyak masyarakat masih belum memahami 

pentingnya tindakan promotif dan preventif. 

Kepercayaan terhadap pengobatan tradisional, 

rendahnya kesadaran tentang imunisasi dan gizi 

seimbang menjadi tantangan tersendiri yang 

harus dihadapi dengan pendekatan sosial budaya 

yang tepat (Bernadetha et al., 2023). 

d. Keterbatasan Sistem Informasi dan Teknologi 

Sistem pelaporan kesehatan yang belum optimal 

di banyak desa menyebabkan ketidaktepatan data 

untuk pengambilan kebijakan. Teknologi digital 

belum merata, khususnya di wilayah dengan 

konektivitas internet yang rendah (Bappenas, 

2022). 

2. Rekomendasi Kebijakan: Solusi Jangka Pendek, 

Menengah, dan Panjang 

a. Jangka Pendek (1–2 Tahun): 
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1) Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer. 

Pemerintah perlu memprioritaskan 

pemenuhan alat kesehatan dasar di 

Puskesmas dan Pustu, termasuk logistik obat, 

alat pemeriksaan kehamilan, dan sarana 

sanitasi. 

2) Peningkatan Insentif untuk Tenaga 

Kesehatan. Penambahan tunjangan daerah 

terpencil dan fasilitas tempat tinggal untuk 

dokter, bidan, dan tenaga lainnya dapat 

mendorong keberlanjutan pelayanan di desa. 

3) Mobilisasi Transportasi Darurat Desa. 

Dukungan kendaraan rujukan seperti 

ambulans desa atau motor medis sangat 

penting dalam penanganan kasus darurat di 

wilayah sulit dijangkau. 

b. Jangka Menengah (3–5 Tahun): 

1) Pendidikan dan Literasi Kesehatan 

Komunitas. Program edukasi masyarakat 

melalui Posyandu, kader kesehatan, serta 

tokoh agama dan adat perlu diintensifkan 

untuk meningkatkan pemahaman tentang 

kesehatan dasar, sanitasi, KB, dan gizi anak. 

2) Digitalisasi dan Sistem Informasi Terintegrasi. 

Pemerintah perlu memperluas cakupan 

SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen 

Puskesmas) dan penggunaan aplikasi 

kesehatan berbasis desa agar data lebih 

akurat dan kebijakan menjadi berbasis bukti. 

3) Pelatihan Tenaga Kesehatan Berbasis Wilayah 

Agraris. Kurikulum pendidikan kesehatan 

dapat disesuaikan dengan tantangan khas 

wilayah pedesaan, termasuk pelatihan 

pendekatan sosial-budaya dan komunikasi 

komunitas. 
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c. Jangka Panjang (5 Tahun ke Atas): 

1) Pengembangan Infrastruktur Kesehatan 

Berkelanjutan. Melalui kerja sama lintas 

kementerian (Kemenkes, Kementerian Desa, 

Bappenas), pembangunan fasilitas kesehatan 

yang ramah lingkungan dan berorientasi 

komunitas harus menjadi prioritas. 

2) Integrasi Layanan Kesehatan dan Pertanian 

(Agro-health). Mengembangkan model 

kolaborasi lintas sektor yang menyinergikan 

produksi pangan lokal dengan program 

kesehatan, khususnya untuk penanganan gizi 

dan stunting. 

3) Penguatan Kebijakan Desentralisasi 

Kesehatan. Memberikan kewenangan lebih 

besar kepada pemerintah desa dan daerah 

untuk merancang inovasi layanan kesehatan 

berbasis lokal, sesuai dengan kebutuhan dan 

potensi wilayahnya. 

Masa depan kesehatan di wilayah agraris sangat 

ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah, tenaga 

kesehatan, dan masyarakat. Tantangan sistemik yang 

masih ada menuntut solusi yang terstruktur dan 

berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa 

intervensi kesehatan tidak hanya menyentuh aspek 

medis, tetapi juga memperkuat sistem sosial, ekonomi, 

dan budaya masyarakat agraris. Dengan pendekatan yang 

holistik dan adaptif, kesenjangan kesehatan antara kota 

dan desa bisa semakin dipersempit.  
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PENYAKIT MENULAR SEKSUAL  

DI KOMUNITAS AGRARIS 

Fika Daulian, S.K.M., M.P.H 

Universitas Cenderawasih 

Pendahuluan 

Infeksi Menular Seksual (IMS) atau Penyakit Menular 

Seksual (PMS), seperti HIV, sifilis, gonore, dan lainnya 

merupakan realitas serius yang penularannya tidak hanya 

dapat mempengaruhi morbiditas dan mortalitas, tetapi juga 

berpotensi memperburuk kondisi kesehatan masyarakt dan 

melemahkan sistem kesehatan nasional. Bukan sekedar 

masalah klinis, IMS menjadi serangkaian masalah yang 

menghubungkan kesehatan individu dengan faktor sosial 

dan ekonomi. Data nasional menunjukkan bahwa populasi 

paling rentan adalah pada kelompok usia produktif, kondisi 

yang memiliki dampak jangka panjang pada sumber daya 

manusia dan stabilitas ekonomi (Kemenkes RI, 2023). Isu 

ini diperburuk oleh dampak yang bersifat transgenerasional, 

yaitu adanya fenomena penularan dari ibu ke anak yang 

menjadi masalah serius bagi kesehatan generasi mendatang 

dan dapat menghambat tercapainya tujuan strategis 

nasional, salah satunya adalah program Triple Elimination 

untuk HIV, Sifilis, dan Hepatitis B. Oleh karena itu, berbagai 

studi tentang masalah IMS dalam berbagai ranah sosial di 

Indonesia terus dilakukan. Hal ini menunjukkan satu unsur 

yang perlu mendapat perhatian khsusus dalam melindungi 

aset pembangunan bangsa yang paling fundamental. 
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Situasi dan Urgensi Penyakit Menular Seksual di 

Komunitas Agraris 

Di Indonesia, pembahasan tentang IMS seringkali 

berpusat pada penduduk urban, seperti pekerja seks, 

pengguna narkotika suntik, dan lelaki seks lelaki (LSL). 

Meskipun paradigma tersebut penting, namun 

kenyataanya hal ini telah menciptakan blind spot terkait 

masalah yang sebenarnya tersembunyi di komunitas 

agraris. Daerah agraris, yang sering dianggap sebagai 

benteng moralitas dengan nilai - nilai sosial yang kuat, 

ternyata juga tersimpan kerentanan unik yang seringkali 

tidak terdeteksi. PMS diyakini merupakan 

fenomena "gunung es" (iceberg fenomenon), dimana 

data surveilans menunjukkan bahwa prevalensinya 

rendah karena kombinasi antara stigma, literasi 

kesehatan, dan terbatasnya akses ke layanan kesehatan 

yang memadai (Jenkins et al., 2021). 

Fokus perhatian pada komunitas agraris tidak semata-

mata didasarkan pada prevalensinya, tetapi juga potensi 

destruktifnya pada stabilitas sosial-ekonomi yang sangat 

bergantung pada tenaga kerja keluarga dan kohesi sosial, 

satu kasus IMS yang tidak tertangani dapat memicu efek 

domino. Penurunan produktivitas pertanian akibat sakit, 

dislokasi ekonomi keluarga untuk biaya pengobatan, 

berdampak pada sosial akibat stigma dan diskriminasi. 

Oleh karena itu, mengurangi kompleksitas IMS 

dikomunitas agraris sangat penting untuk mencegah 

krisis kesehatan yang dapat berpotensi mempengaruhi 

struktur sosial dan ekonomi. 

Konsep Dasar dan Implikasi Kesehatan 

1. Definisi dan Terminologi 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan 

Infeksi Menular Seksual (IMS) yang dulunya Penyakit 
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Menular Seksual (PMS), sebagai infeksi yang 

ditransmisikan melalui kontak seksual, termasuk 

hubungan vaginal, anal, dan oral. Istilah "infeksi" ini 

untuk menekankan bahwa banyak kondisi dapat 

bersifat asimtomatik, tidak menunjukkan gejala klinis 

namun individu yang terinfeksi tetap dapat 

menularkannya kepada orang lain. Mencakup lebih 

dari 30 jenis patogen, termasuk bakteri, virus, dan 

parasit, yang menunjukkan betapa luasnya spektrum 

ancamannya (WHO, 2025). 

Selaras dengan panduan global tersebut, Kemenkes RI 

mengadopsi definisi IMS/PMS yang dikategorikan 

sebagai masalah kesehatan masyarakat utama, yang 

penularannya terjadi terutama melalui hubungan 

seksual yang tidak aman. Tidak hanya pada aspek 

klinis, Kemenkes RI juga memberikan penekanan 

pada determinan sosial yang melingkupinya, seperti 

perilaku, stigma, dan akses layanan, yang tercermin 

dalam strategi penanggulangan terpadu (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Dari "Penyakit 

Kelamin" terjadi pergeseran terminologi yang 

berkonotasi menghakimi menjadi IMS berfokus pada 

pencegahan serta pemutusan rantai penularan, hal 

tersebut merefleksikan pendekatan kesehatan 

masyarakat modern yang lebih inklusif dan bukan 

pada penghakiman moral. 

2. Spektrum dan Jenis-jenis Penyakit Menular Seksual 

Spektrum IMS sangat beragam, masing-masing 

dengan agen penyebab, manifestasi klinis, dan 

konsekuensi yang berbeda. Beberapa IMS yang paling 

umum dan memiliki dampak kesehatan masyarakat 

yang signifikan di Indonesia antara lain: 
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a. Infeksi Virus: 

1) Human Immunodeficiency Virus (HIV): 

Khususnya sel CD4, yaitu retrovirus yang 

menyerang dan melemahkan sistem 

kekebalan tubuh, khususnya. Tanpa 

intervensi antiretroviral (ARV), infeksi HIV 

akan berlanjut menjadi Acquired 

Immunodeficiency Syndrome (AIDS), yakni 

kondisi dimana tubuh rentan terhadap 

berbagai infeksi oportunistik dan keganasan 

(Fauci et al., 2022) 

2) Human Papillomavirus (HPV): Merupakan 

kelompok virus yang sangat umum, dengan 

beberapa tipe berisiko tinggi yang menjadi 

penyebab utama kanker serviks. Selain itu, 

tipe lainnya dapat menyebabkan kutil kelamin 

(anogenital warts) (Sheldon, 2023) 

3) Herpes Simpleks Virus (HSV): Terutama HSV-

2, yaitu suatu kondisi kronis yang ditandai 

dengan lesi ulseratif yang dapat kambuh 

secara periodic sebagai penyebab utama 

herpes genitalis,  

4) Hepatitis B: Transmisi seksual merupakan 

salah satu rute utama, meskipun dapat 

menular melalui cara lain. Infeksi kronis dari 

Hepatitis B dapat memicu sirosis dan kanker 

hati. 

b. Infeksi Bakteri: 

1) Sifilis: Infeksi Menular Seksual yang 

disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, 

berkembang melalui beberapa tahapan yakni 

primer, sekunder, laten, tersier. Infeksi ini 

dapat menyebabkan kerusakan serius pada 
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sistem saraf, jantung, dan organ lainnya jika 

tidak segera diobati. Sifilis kongenital yang 

ditularkan dari ibu ke janin, menjadi 

perhatian khusus sebab dapat menyebabkan 

kecacatan hingga kematian janin (Duarte et 

al., 2024). 

2) Gonore: Disebabkan oleh Neisseria 

gonorrhoeae, infeksi ini sering menyebabkan 

uretritis pada pria dan servisitis pada wanita, 

meskipun sering kali asimtomatik pada 

wanita. 

3) Klamidia: Infeksi oleh Chlamydia trachomatis 

adalah salah satu IMS bakteri yang paling 

umum dilaporkan. Sama seperti gonore, 

infeksi ini sering kali "sunyi" (silent) pada 

wanita dan merupakan penyebab utama 

penyakit radang panggul dan infertilitas 

(Smolarczyk et al., 2021). 

3. Mekanisme Transmisi dan Populasi Berisiko 

Mekanisme utama transmisi IMS adalah melalui 

kontak langsung dengan selaput lendir (mukosa) atau 

cairan tubuh yang terinfeksi selama aktivitas seksual. 

Namun, beberapa IMS juga dapat ditularkan melalui 

jalur non-seksual, seperti transmisi vertikal dari ibu 

ke bayi selama kehamilan, persalinan, atau 

menyusui; melalui produk darah yang 

terkontaminasi; serta penggunaan jarum suntik 

bersama pengguna narkotika (penasun). 

Secara epidemiologis, konsep "populasi kunci" (key 

populations) sangat sentral dalam memahami 

dinamika penularan HIV dan IMS lainnya. Populasi 

ini, yang didefinisikan oleh WHO dan diadopsi 

Kemenkes RI, mencakup kelompok dengan prevalensi 

infeksi yang tinggi dan perilaku berisiko, seperti 
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pekerja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan 

lelaki (LSL), pengguna napza suntik, dan transgender. 

Namun, narasi epidemiologi yang komprehensif juga 

harus mencakup "populasi jembatan" (bridge 

populations). Kelompok ini terdiri dari individu yang 

terhubung secara seksual dengan populasi kunci dan 

juga dengan populasi umum berisiko rendah. 

Contohnya termasuk pelanggan seks, dan pekerja 

migran atau musiman, seperti supir truk atau pekerja 

perkebunan yang perilakunya di luar komunitas asal 

dapat menjadi jembatan transmisi infeksi ke dalam 

keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka 

(Shiferaw et al., 2024; Smolarczyk et al., 2021). 

4. Dampak PMS bagi kesehatan 

Dampak IMS bagi kesehatan dibedakan menjadi 

dampak jangka pendek dan jangka panjang. Kedua 

hal tersebut membawa beban yang signifikan bagi 

kesehatan individu. 

a. Dampak jangka pendek yaitu manifestasi akut 

berupa gejala yang dapat mengganggu kualitas 

hidup individu, seperti duh (cairan abnormal) dari 

uretra atau vagina, lesi ulseratif yang nyeri, 

disuria (nyeri saat berkemih), dan nyeri panggul. 

Di luar dampak fisik tersebut, diagnosis IMS 

sering kali disertai dengan tekanan psikologis 

yang berat, termasuk kecemasan, depresi, dan 

ketakutan akan stigma sosial (Wit et al., 2022). 

b. Dampak jangka panjang, jika tidak didiagnosis 

dan diobati secara adekuat, IMS dapat 

menyebabkan komplikasi serius yang ireversibel, 

antara lain: 

1) Infertilitas dan komplikasi reproduksi yakni 

infeksi seperti klamidia dan gonore yang dapat 

menjalar ke saluran reproduksi bagian atas 
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pada wanita, menyebabkan Penyakit Radang 

Panggul. Kondisi ini merupakan penyebab 

utama infertilitas tuba, kehamilan ektopik, 

dan nyeri panggul kronis (Mitchell & Prabhu, 

2013). 

2) Keganasan (Kanker) yakni infeksi persisten 

dengan tipe HPV onkogenik merupakan 

penyebab dari hampir semua kasus kanker 

serviks, serta sebagian besar kanker anus, 

vulva, dan orofaring. 

3) Komplikasi kehamilan dan neonatal. IMS pada 

ibu hamil dapat mengakibatkan keguguran, 

kelahiran prematur, BBLR hingga lahir mati. 

Transmisi vertikal dapat menyebabkan sifilis 

kongenital, kebutaan pada bayi baru lahir 

(oftalmia neonatorum akibat gonore), atau 

pneumonia (akibat klamidia). 

4) Peningkatan kerentanan terhadap HIV yakni 

disebabkan adanya IMS lain, terutama yang 

menyebabkan ulkus seperti sifilis dan herpes 

yang dapat menaikkan risiko penularan HIV 

hingga tiga kali lipat atau lebih karena 

merusak barier mukosa dan meningkatkan 

peradangan (Mitchell & Prabhu, 2013). 

5) Kerusakan sistemik merupakan tahap lanjut 

sifilis yang dapat menyebabkan kerusakan 

neurologis (neurosifilis), kardiovaskular (sifilis 

kardiovaskular), dan manifestasi sistemik 

lainnya yang berakibat fatal. 

Determinan IMS di Komunitas Agraris 

Penyebaran Infeksi Menular Seksual (IMS) menjadi 

permasalahan kesehatan yang kompleks di seluruh dunia 

dengan prevalensi dan pola penyebaran yang berbeda-
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beda di antara berbagai populasi yang berbeda. 

Lingkungan pedesaan termasuk daerah agraris sering kali 

terdapat perbedaan demografi dan sosial jika 

dibandingkan dengan daerah urban, yang bisa 

memberikan dampak signifikan terhadap kerentanan 

penduduk terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS). 

Terutama dalam komunitas agraris, dinamika penularan 

IMS biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling 

terhubung, salah satunya adalah aspek individu, sosial, 

pelayanan kesehatan, dan struktural. Pengetahuan 

mendalam tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk 

mengembangkan intervensi yang efektif dan 

berkesinambungan. 

1. Faktor Individu: Pengetahuan Rendah dan Perilaku 

Seksual Berisiko 

Tingkat pengetahuan yang rendah mengenai IMS, 

seperti cara penularan hingga gejalanya beserta 

pencegahan serta pentingnya skrining dan 

pengobatan dini dianggap sebagai faktor utama di 

kalangan komunitas agraris. Penelitian telah 

menunjukkan bahwa individu dengan pengetahuan 

terbatas lebih condong untuk mengambil tindakan 

seksual berisiko seperti berganti-ganti pasangan 

tanpa pengaman atau berhubungan seks dengan 

pekerja seks komersial (Gupta & Singh, 2024). 

Perilaku ini diperparah oleh kurangnya edukasi 

mengenai kesehatan reproduksi, sehingga seseorang 

menjadi enggan mencari informasi atau layanan 

kesehatan. Ketidakpahaman tentang akibat jangka 

panjang dari IMS, seperti infertilitas atau komplikasi 

serius lainnya, turut berperan dalam menunda 

pencarian pengobatan dan memungkinkan 

penyebaran di dalam komunitas. Hal ini merupakan 

permasalahan utama yang harus diatasi secara 

menyeluruh. Kondisi ini menciptakan situasi di mana 
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mitos dan kesalahpahaman seputar IMS dapat 

menyebar luas, oleh karena pengetahuan tentang 

pencegahan dan penanganan yang rendah. 

2. Faktor Sosial: Pernikahan Dini, Migrasi Kerja, dan 

Stigma 

Dinamika keluarga dan struktur sosial masyarakat di 

lingkungan agraris juga memainkan peran dalam 

penyebaran IMS. Pernikahan dini masih umum terjadi 

di beberapa daerah pedesaan termasuk diwilayah 

agraris sehingga dapat meningkatkan risiko remaja 

perempuan terhadap IMS karena kurangnya 

keberdayaan dalam pengambilan keputusan serta 

keterbatasan informasi yang dimiliki dan kesulitan 

dalam berkomunikasi mengenai seks yang aman 

(United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2020). 

Selain itu, migrasi pekerja, khususnya bagi buruh 

tani musiman juga menjadikan sebagian individu di 

masyarakat tersebut lebih rentan terhadap bahaya 

penyebaran IMS. Orang-orang yang terpisah dari 

kelompok keluarganya dan jauh dari lingkungan 

sosial yang stabil berpotensi dapat melakukan 

perilaku seksual yang berisiko. Perpindahan 

penduduk yang tinggi ini juga menyulitkan 

penelusuran dan penanganan masalah kesehatan 

dengan baik (Fauk et al., 2022).  

Salah satu jembatan epidemiologis Penularan IMS 

adalah adanya pola migrasi sirkuler, terjadinya 

mobilitas penduduk desa umumnya laki-laki yang 

bekerja untuk sementara waktu di kawasan 

perkotaan, industri, atau perkebunan. Hal tersebut 

berpotensi membuka akses terhadap jejaring seksual 

yang lebih berisiko di tempat tujuan, dan sepulangnya 

mereka dapat mentransmisikan infeksi kepada 

pasangan dan komunitasnya (Fauk et al., 2022). 

Terdapat stigma sosial yang kuat terhadap IMS yang 
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menjadi hambatan besar bagi seseorang untuk 

mencari diagnosis dan perawatan medis. Rasa malu 

dan takut akan terasing dari komunitas membuat 

penderita memilih untuk menyembunyikan 

kondisinya sendiri sehingga menyebabkan infeksi 

tanpa disadari. Hal tersebut menjadi rintangan utama 

bagi mereka yang mencari diagnosis dan pengobatan 

dengan tepat, oleh karena stigma yang melekat pada 

gejala IMS sering kali dihubungkan dengan 

pandangan negatif tentang moral individu. Mereka 

seringkali menunda tindakan medis yang seharusnya 

dilakukan sehingga meningkatkan risiko penularan 

penyakit lebih lanjut oleh karena rasa takut akan 

penolakan sosial dari lingkungan sekitar (Jenkins et 

al., 2021).  

Norma gender juga dapat membatasi kemampuan 

perempuan dalam menolak hubungan seksual yang 

tidak aman atau pengambilan Keputusan dalam 

penggunaan kondom. Seksualitas menjadi topik yang 

tabu untuk dibicarakan terbuka oleh masyarakat 

umum, sebab hal ini seringkali dianggap sebagai hal 

yang pribadi dan sakral. Posisi perempuan yang 

kurang dalam pengambilan keputusan, termasuk 

dalam hubungan seksual, secara signifikan dapat 

meningkatkan kerentanan mereka. Ketidakmampuan 

perempuan untuk bernegosiasi mengenai penggunaan 

kondom atau menolak hubungan seksual yang tidak 

aman menempatkan perempuan pada risiko 

penularan yang lebih tinggi, hal ini sering kali tanpa 

mereka sadari 

3. Faktor Layanan Kesehatan: Keterbatasan Fasilitas, 

Tenaga Medis, dan Edukasi 

Di banyak daerah agraris umumnya menghadapi 

kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan 

yang memadai. Meskipun tingkat IMS bervariasi di 
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daerah agraris, daerah-daerah ini memiliki akses yang 

lebih rendah terhadap skrining dan intervensi IMS. 

Melibatkan berbagai faktor seperti jarak ke fasilitas 

kesehatan yang terjangkau, biaya transportasi, serta 

kebutuhan akan informasi kesehatan seksual yang 

tepat dan lengkap. Keterbatasan fasilitas kesehatan 

seperti layanan kesehatan yang mudah dijangkau 

serta kurangnya peralatan diagnostik dan obat-

obatan menjadi hambatan dalam upaya pencegahan 

dan pengobatan Penyakit Menular Seksual (Jenkins et 

al., 2021). Kurangnya tenaga medis atau petugas 

kesehatan terlatih, mengakibatkan layanan yang 

tersedia juga kurang optimal bahkan tidak ada sama 

sekali. Program edukasi dan pencegahan terintegrasi 

yang terbatas dan tidak mudah dijangkau oleh 

Masyarakat karena hambatan geografis dan 

kurangnya akses ini mempersulit pelaksanaan 

edukasi yang berdampak besar pada informasi yang 

akurat untuk masyarakat. 

4. Faktor Struktural: Kemiskinan, Transportasi, dan 

Keterisolasian Geografis 

Aspek struktural merupakan dasar yang 

memperburuk faktor lainnya. Akses layanan 

kesehatan yang rendah diduga sebagian disebabkan 

oleh kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, di daerah 

pedesaan juga dipengaruhi oleh terbatasnya 

ketersediaan layanan dan jarak ke tempat layanan 

Kesehatan. Penduduk di daerah pedesaan yang 

mengalami kemiskinan parah membuat mereka lebih 

mengutamakan kebutuhan pokok daripada kesehatan 

mereka sendiri. Kendala ini ekonomi juga bisa 

membuat akses terhadap layanan kesehatan berbayar 

menjadi terhalang sehingga kesulitan untuk 

memanfaatkan fasilitas kesehatan. Penelitian 

menunjukkan hubungan yang kuat antara isolasi 
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geografis dan kemiskinan, di mana daerah-daerah 

terpencil memiliki akses yang lebih rendah terhadapt 

layanan publik (Gupta & Singh, 2024). Keterbatasan 

transportasi dan infrastruktur jalan yang buruk 

membuat penduduk kesulitan mengakses fasilitas 

kesehatan dan sulit untuk mendapatkan bantuan 

medis saat darurat yang berakibat keterikatan pada 

praktik tradisional menjadi semakin kuat pada 

penduduk pedesaan. Dengan beberapa faktor-faktor 

ini terjadi siklus kerentanan yang berkelanjutan 

dimana kemiskinan dan keadaan geografis yang 

terisolasi berpotensi memperburuk pelayanan serta 

meningkatkan perilaku berisiko.  

Studi Kasus dan Data Lapangan 

Untuk menggambarkan kompleksitas determinan IMS di 

komunitas agraris, studi kasus dan data lapangan 

memberikan bukti empiris mengenai tantangan yang 

dihadapi serta pola prevalensi yang ada. 

1. Kasus Nyata di Komunitas Agraris 

Di wilayah agraris seperti di daerah pegunungan atau 

pulau-pulau kecil tertentu seringkali terungkap 

narasi yang serupa. Seorang pekerja tani yang bekerja 

sementara di luar daerah, terpisah dari keluarganya 

dan terlibat dalam hubungan seksual berisiko di 

tempat kerja baru, menciptakan klaster infeksi baru 

saat kembali ke desa asalnya, kemudian terjadi 

penyebaran penyakit ke orang lain. Pengetahuan 

mengenai penggunaan kondom dan minimnya 

fasilitas diagnosis IMS di wilayah ini, menyebabkan 

infeksi berkembang tanpa disadari. Munculnya stigma 

sosial dan rasa takut akan diasingkan membuat 

mereka enggan mencari pertolongan medis bahkan 

pada anggota keluarga sendiri, walaupun gejala mulai 

timbul. Program edukasi kesehatan yang 
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diselenggarakan oleh pemerintah dan organisasi non-

pemerintah pun menghadapi berbagai kendala pada 

komunitas ini, perbedaan bahasa dan budaya serta 

kesibukan petani yang padat, menyebabkan pesan-

pesan pencegahan tidak dapat tersampaikan dengan 

baik. 

2. Hasil Survei atau Penelitian Terkait PMS di Komunitas 

Agraris 

Studi epidemiologi melaporkan bahwa dibeberapa 

komunitas pedesaan memiliki tingkat IMS yang lebih 

tinggi daripada komunitas perkotaan. Meskipun 

epidemiologi IMS di komunitas agraris belum banyak 

diteliti, tingginya angka di pedesaan kemungkinan 

disebabkan oleh keterhubungan dengan daerah 

perkotaan dan jaringan seksual (Jenkins et al., 2021). 

Beberapa survei dan penelitian menunjukkan 

proporsi kasus perempuan dengan IMS lebih banyak 

di daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah 

perkotaan, yang sebagian besar adalah buruh tani 

atau ibu rumah tangga dengan latar belakang petani. 

Studi tersebut menunjukkan bahwa prevalensi IMS 

lebih banyak terjadi pada perempuan menikah, 

dewasa muda (20–40 tahun) dan kelompok 

berpendapatan rendah (Gupta & Singh, 2024; Surya 

et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa IMS pada 

perempuan kelompok usia produktif yang terlibat 

dalam aktivitas pertanian cenderung lebih tinggi. 

Penelitian lain pada komunitas agraris, 

mengungkapkan prevalensi PMS yang rendah tetapi 

prevalensi perilaku berisiko seksual yang tinggi, 

khususnya di kalangan pria. Dari survei tersebut 

dilaporkan sebanyak dua belas persen laki-laki dan 

5% perempuan pernah menderita PMS (Brammeier et 

al., 2008). Penularan IMS di antara pekerja migran 

karena kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja, 
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dan kurangnya pendapatan membentuk hubungan 

sosial antar pria di Indonesia dan menjadi jembatan 

untuk penularan kepada pasangan. Misalnya, HIV di 

kalangan pekerja perkebunan sawit yang tinggal di 

camp-camp sementara, mereka dipekerjakan untuk 

jangka waktu tertentu untuk melakukan tugas-tugas 

seperti menanam, memanen, atau merawat. Setelah 

tugas-tugas ini selesai, mereka diminta untuk pindah 

ke perkebunan berikutnya di mana jasa mereka 

dibutuhkan. Kontak dan koneksi sosial di antara 

pekerja migran tidak hanya dalam hal yang 

berhubungan dengan pekerjaan tetapi juga dalam hal 

individu dan sosial, seperti bertukar informasi tentang 

masalah pribadi dan keluarga, hubungan sosial dan 

seksual, sehingga HIV di kalangan pria pekerja migran 

tinggi di Indonesia, sebagian besar disebabkan oleh 

kurangnya akses terhadap layanan kesehatan 

reproduksi dan perilaku seksual (Ward & Fauk, 2025). 

Untuk setiap komunitas agraris, data ini 

menunjukkan tren umum di mana kombinasi faktor 

individu, sosial, dan struktural menciptakan 

lingkungan yang kondusif untuk penyebaran IMS. Di 

sisi lain, komunitas non-agraris memiliki prevalensi 

tinggi untuk jenis IMS lain yang terkait dengan 

kepadatan penduduk, perilaku seksual yang lebih 

liberal, dan jaringan sosial yang kompleks, meskipun 

dengan akses layanan kesehatan yang lebih baik. Di 

perkotaan, masalah seperti kepadatan populasi, 

sementara di agraris, lebih dominan pada faktor 

seperti kemiskinan struktural, migrasi musiman, dan 

keterisolasian geografis. Oleh karena itu, strategi 

pencegahan dan penanganan PMS harus disesuaikan 

secara kontekstual untuk masing-masing jenis 

komunitas. 
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Strategi Intervensi Pencegahan dan Penanggulangan  

Mengingat tantangan yang kompleks, strategi intervensi 

untuk pencegahan dan penanggulangan IMS di 

komunitas agraris harus bersifat kontekstual, sensitif 

budaya, dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh 

elemen masyarakat. 

1. Pendekatan Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal 

Pendekatan berbasis komunitas melibatkan 

masyarakat secara langsung dalam perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi program kesehatan. Hal 

ini memastikan bahwa intervensi relevan dengan 

kebutuhan dan nilai-nilai budaya local. Membangun 

program yang selaras dengan budaya agraris, 

misalnya dengan menggunakan analogi pertanian 

dalam penyuluhan atau mengintegrasikan pesan 

kesehatan ke dalam kegiatan adat. 

2. Pelibatan Tokoh Masyarakat dalam Edukasi Seksual 

Mengidentifikasi dan melatih tokoh adat, tokoh 

agama, atau pemimpin komunitas lainnya sebagai 

agen perubahan dan edukator sebaya, sebab mereka 

memiliki kredibilitas dan pengaruh yang besar dalam 

komunitas. Dengan pengetahuan dan kemampuan 

komunikasi yang baik, mereka dapat menyampaikan 

pesan-pesan kesehatan reproduksi dan sesuai dengan 

konteks budaya, membantu memecah tabu 

penerimaan informasi. 

3. Penguatan Layanan Kesehatan Primer Pedesaan 

Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan 

primer di daerah pedesaan mencakup penyediaan 

fasilitas yang memadai, ketersediaan tenaga medis 

yang terlatih, dan pasokan obat-obatan esensial. 

Strategi seperti penyediaan layanan telemedisin, atau 

program kunjungan rumah oleh petugas kesehatan 
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dapat menjangkau populasi terpencil. Selain itu, 

pelatihan bagi petugas kesehatan untuk memahami 

konteks sosial-budaya komunitas agraris akan 

meningkatkan kepercayaan dan pemanfaatan 

layanan. 

4. Program Penyuluhan Berbasis Sekolah, Posyandu 

Remaja, dan Kelompok Tani 

Penyuluhan kesehatan harus dilaksanakan melalui 

berbagai saluran yang relevan dengan kehidupan 

komunitas agraris. Di sekolah, pendidikan kesehatan 

reproduksi yang disesuaikan pada usia dapat 

membantu remaja memahami seksualitas secara 

sehat dan bertanggung jawab. Posyandu remaja dapat 

menjadi platform untuk edukasi sebaya dan layanan 

kesehatan ramah remaja. Sementara itu, untuk 

menjangkau populasi dewasa kelompok tani dapat 

dimanfaatkan untuk menyisipkan pesan-pesan 

kesehatan reproduksi dan IMS dalam pertemuan rutin 

mereka. 

5. Kolaborasi dengan Sektor Pertanian, Pendidikan, dan 

Keagamaan 

Kolaborasi dengan sektor pertanian dapat 

memastikan bahwa program kesehatan mencapai 

buruh tani dan keluarga mereka. Sektor pendidikan 

untuk mengintegrasikan pendidikan seksual dan 

kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum. 

Sementara itu, keterlibatan tokoh dan institusi 

keagamaan dapat membantu mengikis stigma dan 

mempromosikan nilai-nilai positif terkait kesehatan 

seksual berdasarkan ajaran agama yang relevan 

(Desriani et al., 2021). 
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Kesimpulan 

Prevalensi dan pola penularan Penyakit Menular Seksual 

di komunitas agraris tidak hanya dipengaruhi oleh faktor 

individu seperti pengetahuan dan perilaku berisiko, tetapi 

juga secara signifikan dibentuk oleh dinamika keluarga 

dan sosial, keterbatasan layanan kesehatan, serta akar 

masalah struktural seperti kemiskinan dan keterisolasian 

geografis. Untuk secara efektif mengatasi IMS/PMS di 

komunitas agraris, diperlukan pendekatan multisektor 

yang melibatkan tidak hanya sektor kesehatan, tetapi juga 

pertanian, pendidikan, dan keagamaan. Pendekatan ini 

harus partisipatif, memberdayakan komunitas itu sendiri 

untuk merancang dan melaksanakan solusi yang relevan 

dengan konteks budaya dan sosial mereka. Peningkatan 

pengetahuan, perubahan perilaku, akses yang lebih baik 

ke layanan kesehatan, serta dukungan lingkungan sosial-

struktural yang kondusif dapat berkontribusi pada 

peningkatan kesehatan reproduksi dan kualitas hidup 

masyarakat agraris secara keseluruhan.   
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11 
DAMPAK EKONOMI DAN  

AKSES LAYANAN  

KESEHATAN REPRODUKSI 

Ns. Cut Mutiya Bunsal, S.Kep., M.Kep 

Universitas Muhammadiyah Manado 

Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar 

wilayahnya bergantung pada sektor pertanian sebagai 

sumber utama mata pencaharian. Masyarakat di wilayah 

agraris umumnya hidup di daerah pedesaan dengan 

aktivitas ekonomi yang berkaitan langsung dengan lahan 

pertanian, perkebunan, dan peternakan. Meskipun 

begitu, wilayah agraris menghadapi berbagai tantangan 

ekonomi, seperti pendapatan yang rendah, 

ketidakstabilan harga hasil panen, minimnya akses 

terhadap pasar yang luas, serta terbatasnya peluang kerja 

di luar sektor pertanian. Ketimpangan ini berdampak 

langsung pada kualitas hidup masyarakat, termasuk 

dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti layanan 

kesehatan. 

Akses terhadap layanan kesehatan di wilayah agraris 

umumnya masih rendah. Keterbatasan fasilitas, 

kurangnya tenaga medis, dan hambatan geografis menjadi 

kendala utama dalam menjamin pelayanan kesehatan 

yang merata dan berkualitas. Kondisi ini menyebabkan 

berbagai masalah kesehatan tidak tertangani dengan 

baik, mulai dari penyakit menular, gizi buruk, hingga 
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kesehatan reproduksi. Salah satu faktor yang 

memengaruhi akses layanan kesehatan reproduksi adalah 

status ekonomi individu dan keluarga. Data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa di Indonesia, 

terdapat kesenjangan signifikan dalam akses layanan 

kesehatan antara kelompok ekonomi atas dan bawah. 

Misalnya, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas) 2020, hanya 45% perempuan dari kelompok 

ekonomi terendah yang memiliki akses ke layanan 

kesehatan reproduksi yang memadai, dibandingkan 

dengan 85% dari kelompok ekonomi tertinggi (BPS, 2021). 

Kesenjangan ini menciptakan siklus kemiskinan yang 

sulit diputus, di mana perempuan yang tidak 

mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang baik 

berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan yang 

dapat menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan 

ekonomi. 

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana 

keterkaitan antara kondisi ekonomi wilayah agraris 

dengan akses layanan kesehatan. Pemahaman ini 

diperlukan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan 

pembangunan yang lebih adil dan merata, serta dalam 

upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah 

agraris. Juga dapat mempertimbangkan kebijakan yang 

dapat meningkatkan akses layanan kesehatan 

reproduksi, terutama bagi kelompok yang kurang 

beruntung. Misalnya, program-program pendidikan 

kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah dapat 

meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang 

pentingnya layanan kesehatan reproduksi, yang pada 

gilirannya dapat mendorong lebih banyak perempuan 

untuk mencari layanan yang diperlukan. 
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Kondisi Wilayah Agraris dan Dampak Ekonomi 

Ciri-ciri Wilayah Agraris 

1. Penduduk bekerja di pertanian 

Tenaga kerja pertanian (dalam arti sempit) merupakan 

tenaga kerja terbesar dengan jumlahnya mencapai 

37,81 juta orang pada Agustus 2024. Angka tersebut 

mengalami peningkatan sebesar 3,72% atau sebanyak 

1,35 juta jiwa dari tahun 2023 (35,46 juta jiwa). 

Tenaga kerja tersebut tersebar ke dalam empat 

subsektor yaitu di subsektor tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan dan peternakan. Jumlah 

tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin yakni laki-laki 

berjumlah 23,63 juta orang (62,51%)  dan perempuan 

14,18 juta orang (37,49%). Berdasarkan kelompok 

umur sebagian besar tenaga kerja sektor pertanian 

berada pada umur 25-59 tahun (66,79%), diatas 60 

tahun (24,03%) dan 15-24 tahun (9,18%). Tenaga 

kerja sektor pertanian berdasarkan tingkat 

pendidikan paling banyak Pendidikan Dasar (80,17%), 

Pendidikan Menengah (17,86%), dan Pendidikan 

Tinggi (1,97%) (Pusat Data dan Sistem Informasi 

Pertanian, 2024). 

2. Lahan pertanian luas dan subur 

Indonesia memiliki luas dan kesuburan lahan 

pertanian yang dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti letak geografis yang strategis di daerah tropis, 

iklim yang mendukung serta kondisi tanah yang kaya 

akan unsur hara. Selain itu, faktor-faktor seperti 

jumlah penduduk, alih fungsi lahan, dan pengelolaan 

lahan juga berperan penting dalam menentukan luas 

dan kualitas lahan pertanian. 
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3. Ketersediaan air untuk irigasi 

Irigasi merupakan salah satu upaya untuk memasok 

kebutuhan air pada tanaman, menjamin ketersediaan 

air di musim kemarau, menurunkan suhu tanah dan 

mengurangi kerusakan tanah. Pemanfaatan air irigasi 

secara efektif dan efisien harus dilakukan agar 

kebutuhan air tanaman tercukupi dengan salah satu  

pengelolaannya terbagi menjadi irigasi tradisional dan 

irigasi modern (Sari, M., et al, 2022).  

4. Fragmentasi lahan dan tingkat kesejahteraan petani. 

Fragmentasi lahan di bidang pertanian yang terjadi 

salah satunya diakibatkan oleh adanya sistem bagi 

waris dan konversi lahan pertanian ke non pertanian. 

Sistem fragmentasi lahan dapat mempengaruhi 

kesejahteraan petani.  

5. Degradasi lahan akibat alih fungsi 

Degradasi lahan pada prinsipnya disebabkan oleh tiga 

aspek yaitu fisik, kimia dan biologi. Degradasi secara 

fisik diantaranya terjadi dalam bentuk pemadatan, 

pergerakan, ketidakseimbangan air, terhalangnya 

aerasi dan drainase, dan kerusakan struktur tanah. 

Degradasi kimiawi terdiri dari asidifikasi, pengurasan 

dan pencucian hara, ketidakseimbangan unsur hara 

dan keracunan, salinisasi, pemasaman, dan 

alkanisasi, serta pencemaran. Degradasi biologis 

meliputi penurunan karbon organik tanah, 

penurunan keanekaragaman hayati tanah dan 

vegetasi, serta penurunan karbon biomas.  (Wahyunto 

dan Ai Dariah, 2014) 
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Dampak Ekonomi terhadap Masyarakat 

1. Pendapatan rumah tangga yang tidak stabil 

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat 

rata-rata pendapatan rumah tangga petani skala kecil 

(72,19% dari total petani) memiliki rata-rata 

pendapatan sekitar Rp. 5,23 juta per tahun, 

sedangkan petani skala besar memiliki rata-rata 

pendapatan sekitar Rp. 22,98 juta per tahun. 

Pendapatan petani dipengaruhi oleh berbagai faktor 

seperti skala usaha, jenis tanaman, lokasi geografis, 

dan akses terhadap teknologi serta pasar (Tempo.com, 

2023).  

2. Ketimpangan kepemilikan lahan 

Pemusatan pemilikan tanah pada sekelompok kecil 

anggota masyarakat merupakan pertanda adanya 

ketimpangan distribusi tanah. Ketimpangan distribusi 

tanah ini berdampak pada rendahnya produktivitas 

dan kesejahteraan petani, serta usaha petani tidak 

memenuhi skala ekonomi (Angkoso et al. 2020). 

3. Urbanisasi dan Migrasi desa ke kota 

Dalam perspektif “pertumbuhan seimbang”, alokasi 

ulang tenaga kerja dari daerah perdesaan yang 

berbasis sektor pertanian ke perkotaan yang berbasis 

sektor industry, dianggap sebagai prasyarat bagi 

pertumbuhan ekonomi dan sebagai komponen 

penyusun dari seluruh proses pembangunan (Marta 

J, Fauzi A, Juanda B, Rustiadi E., 2020). 

Namun, dampak ekonomi tidak hanya terbatas pada 

individu, tetapi juga meluas ke masyarakat secara 

keseluruhan. Ketika perempuan sehat dan produktif, 

mereka dapat berkontribusi lebih baik dalam ekonomi 

lokal dan nasional. Misalnya, di negara-negara dengan 

akses layanan kesehatan reproduksi yang baik, seperti 
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Swedia dan Finlandia, perempuan berpartisipasi lebih 

aktif dalam angkatan kerja, yang berkontribusi pada 

pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan 

berkelanjutan (OECD, 2019). Dalam konteks Indonesia, 

peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja 

dapat membantu mengurangi kesenjangan gender dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan. 

Akses Kesehatan Reproduksi 

Akses yang baik terhadap layanan kesehatan reproduksi 

dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik 

pada tingkat individu maupun masyarakat. Salah satu 

dampak adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja. 

Ketika perempuan memiliki akses yang memadai terhadap 

layanan kesehatan reproduksi, mereka lebih mungkin 

untuk menjaga kesehatan mereka dan menghindari 

komplikasi yang dapat mengganggu kemampuan mereka 

untuk bekerja. Menurut sebuah studi oleh McKinsey 

Global Institute, jika perempuan di seluruh dunia 

memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan 

reproduksi, produktivitas global dapat meningkat sebesar 

12 triliun dolar AS pada tahun 2025 (McKinsey, 2015). 

Menurut laporan UNICEF, lebih dari 40% desa di 

Indonesia tidak memiliki akses ke layanan kesehatan 

reproduksi dasar (UNICEF, 2019). Keterbatasan ini 

menciptakan ketidakadilan yang lebih besar, di mana 

perempuan di daerah terpencil lebih rentan terhadap 

masalah kesehatan reproduksi. 

Pekerja di sektor pertanian terutama perempuan memiliki 

tingkat kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang tinggi, 

karena sering dihadapkan dengan berbagai risiko, antara 

lain bekerja dengan berbagai peralatan dan mesin, harus 

mengangkat beban berat dan melakukan pekerjaan 

repetitif serta pekerjaan yang memerlukan posisi tidak 
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ergonomis sehingga dapat menimbulkan stress yang 

dapat mengakibatkan terjadinya gangguan otot rangka 

atau musculusceletal disorder (International Labor 

Organization, 2018). Adapun beberapa masalah 

kesehatan yang bisa dialami oleh petani: 

1. Postur tubuh saat bekerja 

Menurut National Institute of Occupational Safety and 

Health (NIOSH, 2018), postur kerja adalah posisi 

tubuh yang menyimpang jauh dari posisi normal saat 

melakukan pekerjaan dapat menimbulkan mekanik 

lokal pada otot, ligament, dan sendi. Hal ini 

mengakibatkan cedera pada leher, tulang belakang, 

bahu, pergelangan tangan dan lain-lain (Riswal, 

Mallapiang, and Multazam n.d.). Petani dengan masa 

kerja 5-10 tahun mengalami keluhan 

muskuloskeletal, dan hasil penelitian menunjukkan 

semakin lama massa kerja seseorang maka semakin 

tinggi persepsi keluhan akibat posisi kerja repetitive 

terkait kelelahan otot (Fatejarum, et al., 2020)  

2. Masalah pernapasan 

WHO mensyaratkan bahwa durasi kerja di lingkungan 

yang berisiko terhadap paparan pestisida sebaiknya 

tidak melebihi 5 jam per hari atau 30 jam per minggu. 

Hal ini dikarenakan semakin lama seseorang bekerja 

di lingkungan tersebut, maka risiko terpapar pestisida 

juga akan semakin tinggi durasi kerja yang panjang 

umumnya berkaitan dengan lamanya waktu 

penyemprotan yang dilakukan oleh petani (Dwiyanti 

et al., 2018). Kondisi tersebut berpotensi 

memengaruhi tingginya angka keluhan subjektif 

pernapasan yang dialami oleh petani (Saputra I.K.D.A, 

et al., 2025) 
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3. Hipotiroid pada Wanita 

Paparan pestisida memiliki pengaruh pada kadar 

kolinesterase yang berhubungan dengan gangguan 

fungsi hormon tiroid. Ketika pestisida masuk ke 

dalam tubuh menempel pada enzim kolinesterase, 

sehingga terjadi akumulasi substrat (asetikolin) pada 

sel efektor. Aktivitas enzim kolinesterase pada sistem 

saraf yang menghidrolisis asetikolin menjadi asetat 

dan khilin menjadi terhambat. Asetikolin yang tidak 

terhidrolisis secara terus menerus kemudian 

meningkat dan menjadi penyebab terjadinya 

keracunan (Bantarwati D.A, Suhartono, Suwondo A, 

2013). 

4. Masalah Mental  

Stress okupasional pada petani dapat berupa 

lingkungan fisik, struktur keluarga, ekonomi 

pertanian, birokrasi serta masalah lainnya yang 

terkait dengan pertanian yang semakin memburuk 

seiring dengan perubahan struktur dan ekonomi 

dalam bidang pertanian (Sulistyono, R.E. et al., 2019). 

Upaya dalam mencegah dan mengatasi kesehatan jiwa 

petani terkait perubahan iklim serta untuk 

mendorong adaptasi kesehatan mental para petani 

dengan mengembangkan kebijakan terkait kesehatan 

jiwa petani (Acharibasam & Anuga, 2018). 

Memberikan intervensi self-help-group terutama pada 

petani yang nomaden serta meningkatkan kesadaran 

petani terkait pentingnya pemeriksaan mental serta 

meningkatkan akses petani terhadap layanan 

kesehatan mental (Brew, et al., 2016) 

5. Dampak pada Kehamilan dan janin 

Dalam sektor pertanian penggunaan pestisida yang 

paling banyak digunakan oleh petani untuk 

memperoleh hasil pertanian yang optimal. Jenis 
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pestisida yang sering digunakan dikenal sebagai 

pestisida organofosfat. Jenis ini memiliki konsentrasi 

toksik yang sangat tinggi karena menghambat enzim 

AChE (Acetylcholinesterase) yang dapat memecah 

neurotransmitter pada membrane postsinaptik. Selain 

itu, zat organofosfat memiliki mekanisme yang 

merugikan antara lain proinflamasi, gangguan sinyal 

GABA, gangguan tiroid, induksi stress oksidatif, dan 

gestasi disregulasi mitokondiria (Miani et al., 2021). 

Jenis bahan, frekuensi, dosis yang melebihi batas 

normal, dan penggunaan pestisida yang terlalu 

berdekatan dapat memberikan manfaat atau 

merugikan bagi tanaman dan memengaruhi fungsi 

tubuh ibu hamil dan janin secara akut dan kronis 

(Bertoletti et al., 2023). Kontribusi pestisida dapat 

memengaruhi perkembangan janin saat pembuahan 

dan kehamilan karena kandungan lemak yang tinggi 

memicu pestisida cepat terakumulasi ke dalam 

jaringan tubuh, protein, dan tulang pada tahun 

pertama kehidupan bayi, terutama yang didukung 

oleh keterbatasan APD (Alat Pelindung Diri) (Hardiana 

et al., 2021; Miani et al., 2021) 

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan 

bahwa paparan pestisida selama kehamilan dapat 

menyebabkan gangguan sistem saraf, termasuk 

gangguan kognitif dan psikomotorik, neurodegenaris, 

dan gangguan perkembangan, yang dapat 

berkontribusi terhadap gangguan perkembangan 

pada anak-anak, termasuk gangguan spektrum 

autisme (Ehrenstein et al., 2019). Meskipun 

perempuan tidak terlibat langsung dalam 

penyemprotan pestisida, namun menyiapkan bahan 

pestisida, mencuci peralatan, dan mencabuti rumput 

liar di sekitar area penyemprotan dapat memicu 

autisme pada anak (Hadi Kurniyawan et al. 2023). 
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Sebagian besar masalah kesehatan pada perempuan 

di wilayah agraris khususnya di sektor pertanian 

dapat sangat beragam baik secara fisik, psikososial 

maupun seksualitas dan reproduksi. Pencegahan dan 

pengendalian terhadap masalah kesehatan bisa 

dilakukan dengan edukasi terkait penyebab masalah 

kesehatan seperti paparan sinar matahari langsung, 

aktivitas dan pergerakan, paparan cairan pestisida, 

penggunaan Alat pelindung diri (APD), petani 

disarankan untuk mandi setelah melakukan 

penyemprotan, menyimpan pestisida di area rumah 

dan membuang botol bekas pestisida di area 

persawahan. 

a. Fasilitas dan Tenaga Kesehatan 

Pada beberapa daerah, pelaksanaan kebijakan 

Keputusan kepala daerah secara internal 

mengatur terkait akses kesehatan dalam 

pelaksanaan posyandu dengan partisipasi 

masyarakat yang mengalami kelahiran prematur. 

Secara kontrol, masyarakat menyatakan 

mendukung dan percaya bahwa posyandu dapat 

membantu kesehatan masyarakat serta manfaat 

kepada masyarakat dengan percaya dan tidak ada 

kendala dalam pelaksanaan posyandu ke 

masyarakat (Pramiswari, Erviantono, and Novi 

2023). 

Program safety farming juga dapat menjadi salah 

satu upaya melakukan kegiatan pertanian sesuai 

dengan aspek keselamatan (safety) dan kesehatan 

(health) dalam rangka mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) 

(Rosanti, et el., 2021). Dalam pembentukan Desa 

safety farming ada 5 tahap yakni dengan (1) 

penanaman konsep dan pengetahuan tentang 

perilaku yang aman dan sehat dalam kegiatan 
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pertanian, (2) pembekalan keterampilan 

kesehatan, pertanian organik, dan manajemen 

pestisida organic serta pembangunan 5 rumah 

simpan dan bilas pestisida (RSBP), (3) praktek 

program kerja kesehatan dan pertanian organik, 

(5) desa safety farming (Rosanti E., et al, 2022). 

Tenaga kesehatan perlu memberikan edukasi 

kesehatan terkait manajemen penggunaan 

pestisida yang aman dan efektif pada petani untuk 

mencegah komplikasi kesehatan pada petani 

(Serrano-Medina et al., 2019). Melakukan 

intervensi secara holistik dan mengenali faktor 

protektif dan faktor kerentanan yang dimiliki 

petani yang dapat mengganggu kondisi 

psikologisnya yaitu keterlibatan dalam aktivitas 

sosial, partisipasi dalam pasar jual-beli, 

pengembangan jaringan sosial, keterampilan dan 

pengetahuan petani, serta kontribusi dalam 

sistem sosial (C. Brigance, et al., 2018). 

b. Tantangan Akses Layanan  

Meskipun pentingnya akses terhadap layanan 

kesehatan reproduksi telah diakui secara luas, 

masih banyak tantangan yang menghalangi 

perempuan untuk mendapatkan layanan 

tersebut. Salah satu tantangan utama adalah 

stigma sosial dan budaya yang sering kali 

mengelilingi isu kesehatan reproduksi. Di banyak 

komunitas, membahas topik kesehatan 

reproduksi masih dianggap tabu, yang dapat 

menghalangi perempuan untuk mencari informasi 

dan layanan yang mereka butuhkan. Sebuah 

studi oleh Guttmacher Institute menemukan 

bahwa stigma dan norma sosial yang negatif dapat 

mengurangi penggunaan layanan kesehatan 
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reproduksi hingga 30% di beberapa daerah 

(Guttmacher Institute, 2020). 

Tantangan lainnya terdapat pada sumber daya 

manusia, dalam hal ini tenaga kesehatan dan 

penyuluh pertanian. Adapun tenaga kesehatan 

yang diharapkan dapat membantu 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

lingkungan di puskesmas secara khusus dalam 

Permenkes No. 13 Tahun 2015 bahwa satu 

Puskesmas minimal harus memiliki satu orang 

tenaga sanitarian sebagai penanggung jawab 

program kesehatan lingkungan. Namun hal yang 

harus diperhatikan adalah pengembangan 

kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan 

tentang pengendalian paparan pestisida pada 

petani belum maksimal. Petugas penyuluh 

pertanian juga harus memiliki kualitas dan 

kuantitas. Kekurangan tenaga penyuluh 

pertanian menyebabkan penyuluh memiliki beban 

kerja yang lebih (Juniwati, et al., 2022). 

c. Dampak terhadap Kesejahteraan 

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari 

berbagai faktor, salah satunya melalui 

pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat 

terhadap kesehatan dapat dilakukan dari 

berbagai sektor salah satunya sektor pertanian. 

Program pemberdayaan tersebut dapat 

mengoptimalkan Kelompok Tani Wanita (KWT) 

sebagai salah satu upaya dalam pemberdayaan 

perempuan untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, pengalaman, serta diharapkan 

mampu meningkatkan pendapatan keluarga. 

Dengan pemberdayaan perempuan dapat 

meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam 

bidang kesehatan perempuan mempunyai kondisi 
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kesehatan secara optimal baik jasmani, Rohani, 

dan sosial. Cara untuk meningkatkan kualitas 

hidup perempuan dalam bidang kesehatan yaitu 

mengadakan kegiatan sosialisasi kesehatan 

perempuan baik oleh tenaga medis maupun 

pemerintah, diadakannya sosialisasi mengenai 

kesetaraan gender dan keseimbangan gender, 

memberikan fasilitas kepada keluarga miskin 

untuk kegiatan pemberdayaan, memberikan 

kemudahan bagi perempuan untuk mengakses 

pelayanan kesehatan, melakukan kegiatan 

pemberdayaan bagi perempuan dan masyarakat 

untuk berperilaku secara sehat (Dini, I.M, dkk., 

2020).  

d. Upaya peningkatan akses kesehatan reproduksi  

Salah satu upaya peningkatan akses kesehatan 

reproduksi adalah dengan adanya edukasi 

kesehatan reproduksi bagi petani perempuan. 

Namun tantangan edukasi diperberat dengan 

kecenderungan kuatnya nilai-nilai yang 

menempatkan perempuan sebagai objek dari 

struktur kuasa desa dan perannya terbatas di 

ranah domestic. Secara kultural, perempuan desa 

tunduk pada Keputusan orang tua dan suami, 

termasuk Keputusan-keputusan yang 

menyangkut kesehatan reproduksi dan 

pengasuhan anak. Kepatuhan ini termasuk izin 

menggunakan kontrasepsi, jenis kontrasepsi 

(program KB), metode melahirkan, pemberian ASI 

eksklusif, imunisasi, dan hal-hal lain yang lekat 

dengan kebutuhan kesehatan perempuan.  

Tantangan lain yang harus dihadapi adalah 

kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih dalam 

bidang kesehatan reproduksi. Banyak tenaga 

kesehatan di daerah terpencil tidak memiliki 
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pelatihan yang memadai untuk memberikan 

layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. 

Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya kualitas 

layanan yang diterima oleh perempuan, yang pada 

akhirnya dapat mengurangi kepercayaan mereka 

untuk mencari layanan tersebut. Menurut laporan 

WHO, kurang dari 50% tenaga kesehatan di 

beberapa daerah terpencil di Indonesia memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang kesehatan 

reproduksi (WHO, 2021). 

Selain edukasi, pembentukan kelompok 

perempuan seperti Kelompok Wanita Tani dan 

atau lembaga swasta atau organisasi perempuan 

yang menumbuhkan kesadaran perempuan desa 

mengenai hak kesehatan reproduksi berfungsi 

sebagai garda terdepan untuk edukasi dan 

advokasi kesehatan reproduksi. Usaha advokasi 

dari kelompok wanita tani juga dapat menjadi 

strategi konsolidasi kegiatan kolektif perempuan 

desa (Rahmawati D, Ulfa N., 2020).  

Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan 

pendekatan multi-sektoral yang melibatkan 

pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan 

masyarakat. Program pendidikan dan penyuluhan 

yang ditujukan untuk mengurangi stigma, 

meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi, dan memperbaiki akses fisik ke 

layanan kesehatan sangat penting. Selain itu, 

pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk 

tenaga kesehatan juga harus menjadi prioritas 

agar mereka dapat memberikan layanan yang 

berkualitas kepada perempuan. 
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12 
STRATEGI PENINGKATAN 

KESEHATAN REPRODUKSI  

DI PEDESAAN 

dr. Mahindria Vici Virahaju, Sp.OG 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo 

Pendahuluan 

Kesehatan reproduksi adalah elemen penting dalam 

pembangunan berkelanjutan, terutama di daerah 

pedesaan yang mengalami tantangan struktural seperti 

kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, 

pendidikan yang rendah, dan norma budaya yang 

membatasi. Penelitian di Tiongkok menunjukkan bahwa 

33% wanita desa berusia 20–39 tahun melaporkan 

masalah ginekologi, sebanyak 38,89% dari mereka tidak 

mencari pelayanan Kesehatan (Chen et al., 2020). 

Prevalensi penggunaan kontrasepsi modern di antara 

wanita miskin di pedesaan Indonesia hanya 58,7% lebih 

rendah dari rata -rata nasional (Gayatri, 2023). Masalah 

tersebut akibat kesenjangan sumber daya manusia, 

infrastruktur kesehatan dan pembatasan geografis yang 

menghambat distribusi informasi. Pemahaman terbatas 

tentang kesehatan reproduksi dan stigma sosial 

berkontribusi pada terjadinya situasi tersebut. Masalah 

kesenjangan berkelanjutan di berbagai sektor 

menggarisbawahi perlunya intervensi yang ditargetkan 

dan peningkatan kebijakan untuk memastikan akses 

yang adil bagi semua perempuan. 
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Tujuan dan Sasaran  

Tujuan penulisan bab adalah merumuskan strategi 

peningkatan kesehatan reproduksi di pedesaan melalui 

identifikasi masalah utama, pemanfaatan potensi sumber 

daya lokal, dan penguatan kemitraan multisektor, serta 

menyediakan rekomendasi untuk mengurangi disparitas 

kesehatan reproduksi antara wilayah perkotaan dan 

pedesaan. 

Kelompok sasaran mencakup: 

1. Perempuan usia subur sebagai kelompok prioritas.   

2. Tenaga kesehatan dan kader desa sebagai ujung 

tombak layanan.   

3. Mahasiswa institusi pendidikan kesehatan dan 

masyarakat sebagai social support 

4. Pemerintah setempat dan organisasi non-pemerintah 

sebagai penggerak kebijakan.   

Masalah Kesehatan Reproduksi di Pedesaan   

Kesehatan reproduksi di wilayah pedesaan tetap menjadi 

tantangan global, terutama di negara berkembang seperti 

Indonesia. Penelitian terdahulu menunjukkan terjadi 

disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam 

hal pelayanan kesehatan reproduksi.  

Kesenjangan layanan kesehatan reproduksi di Indonesia 

dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, letak geografis, 

dan implementasi kebijakan kesehatan. Meskipun ada 

peningkatan dalam akses ke layanan, kesenjangan yang 

signifikan tetap ada, terutama untuk populasi yang 

terpinggirkan. Bagian berikut menguraikan aspek-aspek 

utama dari kesenjangan ini. 
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Beberapa penelitian menghasilkan identifikasi masalah 

utama kesehatan reproduksi di wilayah pedesaan, 

meliputi (Adjie et al., 2022; Andriati et al., 2023; Astuti et 

al., 2021; Effendi DE, Handayani (deceased) L, Nugroho 

AP, 2021; Gayatri, 2023; Lahope & Fathurrahman, 2024; 

Liyanto et al., 2022; Rizkianti et al., 2021; Saparini et al., 

2023):   

1. Akses terbatas ke fasilitas pelayanan kesehatan   

Aksesibilitas fasilitas medis di tingkat desa tidak 

semua mudah diakses masyarakat. Penelitian 

sebelumnya telah menunjukkan bahwa fasilitas 

kesehatan, infrastruktur jalanan, jembatan, 

keuangan, sistem, peluang, budaya pengetahuan dan 

kualitas adalah masalah pelayanan kesehatan di 

pedesaan.  Akses ke fasilitas kesehatan bervariasi 

secara signifikan di seluruh wilayah Indonesia, 

dengan perempuan di Sumatera dan Maluku-Papua 

menghadapi hambatan yang lebih tinggi, yang 

menyebabkan peningkatan risiko komplikasi 

kehamilan. Pemanfaatan perawatan pascapersalinan 

jauh lebih rendah di Indonesia Timur, di mana ibu 

2,54 kali lebih kecil kemungkinannya untuk 

mengakses layanan ini dibandingkan dengan yang 

ada di Indonesia Tengah. 

Diketahui bahwa ada sekelompok wanita miskin di 

Indonesia yang belum mengunjungi fasilitas 

pelayanan medis dalam enam bulan terakhir. 

Penduduk desa terpencil membutuhkan 8-12 jam 

untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit rujukan 

di beberapa bagian Indonesia. Petugas kesehatan 

seperti bidan dan dokter di Papua berjuang untuk 

mengatasi keterbatasan infrastruktur, dengan 70% 

layanan reproduksi berdasarkan fasilitas medis 

tingkat pertama. 
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2. Kehamilan remaja dan pernikahan dini 

Prevalensi kehamilan remaja di pedesaan Indonesia 

mencapai 26,6 per 1.000 perempuan usia antara 15 

dan 19 tahun. Ada 35% perempuan muda yang tidak 

memahami metode modern pengendalian kelahiran, 

berkontribusi pada peningkatan kehamilan yang tidak 

direncanakan dan tidak memahami kebutuhan 

kontrasepsi mereka. 

3. Literasi kesehatan reproduksi  rendah 

Studi di pedesaan menemukan banyak perempuan 

tidak mengetahui cara pencegahan infeksi menular 

seksual (IMS).  Program penyuluhan kesehatan 

reproduksi di Desa Mulawarman berhasil 

meningkatkan pengetahuan remaja tentang 

menstruasi (dari 40% menjadi 85%) melalui workshop 

interaktif; menunjukkan bahwa pengetahuan awal 

kesehatan reproduksi rendah di desa tersebut.   

4. Stigma budaya dan ketidaksetaraan gender   

Diskusi publik tentang kesehatan reproduksi di 

berbagai daerah adalah tabu; kondisi tersebut dapat 

menghambat pencegahan dan deteksi dini. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa diskusi terbuka 

tentang pengendalian kelahiran pada 60% 

masyarakat pedesaan Jawa masih tabu sehingga 

menghambat pengenalan keluarga berencana. Wanita 

pedesaan berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan 

reproduksi daripada daerah perkotaan karena norma 

patriarki. 

5. Keterbatasan sumber daya manusia   

Rasio bidan terhadap populasi di pedalaman Papua 

hanya 1:5.000, jauh di bawah standar WHO (1:300).  

Pelatihan kader kesehatan di Desa Cipari 

meningkatkan cakupan KB dari 58% menjadi 72% 



 

 

199 
 

dalam 2 tahun, menunjukkan terdapat kebutuhan 

untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan 

sumber daya manusia di pedesaan.   

6. Disparitas sosial ekonomi 

Perempuan miskin perkotaan menghadapi tantangan 

dalam mengakses layanan keluarga berencana dan 

kesehatan ibu yang berkualitas, tanpa peningkatan 

yang signifikan dalam prevalensi kontrasepsi dari 

2012 hingga 2017. Skema asuransi kesehatan sosial 

nasional belum sepenuhnya mengatasi perilaku 

mencari kesehatan di kalangan miskin perkotaan, 

menunjukkan perlunya penjangkauan dan edukasi  

yang lebih efektif dan berkelanjutan.  

7. Kebijakan dan Tata Kelola  

Implementasi program SDGs Desa Nomor 5 

(kesetaraan gender) masih terhambat alokasi dana 

tidak merata, dengan hanya 15% desa yang memiliki 

anggaran khusus kesehatan reproduksi.  Peraturan 

Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014 bertujuan 

untuk menstandarkan pelayanan kesehatan 

reproduksi, namun implementasinya tidak konsisten, 

menyoroti perlunya peningkatan pelatihan dan 

edukasi masyarakat tentang hak reproduksi. 

Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi 

berbasis sekolah terfragmentasi, dengan tabu budaya 

dan pelatihan guru yang tidak memadai menghambat 

penyampaian yang efektif. 

Potensi Sumber Daya di Pedesaan   

Potensi sumber daya di pedesaan yang terkait dengan 

peningkatan kesehatan reproduksi sangat besar. Tenaga 

kesehatan seharusnya dapat mengidentifikasi dan 

memanfaatkan potensi sumber daya di pedesaan, untuk 

meningkatkan kesehatan reproduksi masyarakat dan 
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mengurangi kesenjangan kesehatan antara 

pedesaan dan perkotaan. Beberapa potensi sumber daya 

yang dapat dimanfaatkan: 

1. Sumber Daya Alam 

a. Tanaman obat  

Pedesaan memiliki berbagai jenis tanaman obat 

yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai 

penyakit, termasuk penyakit reproduksi. 

Ketersediaan lahan, ketrampilan bercocok tanam, 

dan kebiasaan turun temurun memanfaatkan 

bahan alam sebagai obat menjadi potensi yang 

dapat dikembangkan untuk pemeliharaan 

kesehatan reproduksi secara mandiri. Tanaman 

obat dapat dikembangkan sebagai alternatif 

pengobatan yang alami, rasional, dan terjangkau. 

b. Air bersih 

Pedesaan memiliki sumber air bersih yang dapat 

digunakan untuk keperluan pemeliharaan 

kesehatan seperti membersihkan diri, mengolah 

makanan sehari-hari, air minum, dan mencuci 

peralatan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan 

secara umum tentu saja memengaruhi kesehatan 

reproduksi. Beberapa daerah memiliki peraturan 

adat yang berkaitan dengan pengelolaan dan 

pelestarian air bersih untuk kepentingan 

masyarakat setempat. Ketersediaan air bersih 

perlu dipastikan dapat diakses oleh seluruh 

masyarakat pedesaan, karena menjadi salah satu 

modal hidup sehat. 

2. Sumber Daya Manusia 

a. Tenaga kesehatan dan pengobat tradisional 

Pedesaan memiliki tenaga kesehatan yang dapat 

berkontribusi dalam pemeliharaan dan 
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peningkatan kesehatan reproduksi. Peraturan 

perundangan telah lama dibuat untuk 

memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang 

berkaitan dengan pelayanan kesehatan 

reproduksi. Pelayanan kesehatan tradisional oleh 

pengobat tradisional telah menjadi bagian dari 

kehidupan masyarakat desa, berbasis 

pengetahuan dan tradisi turun temurun. 

Penggunaan bahan alam sebagai pencegahan dan 

pengobatan penyakit Kesehatan reproduksi sering 

kali lebih mudah dijangkau oleh Masyarakat 

pedesaan dibandingkan dengan pengobatan 

modern. Pemanfaatan layanan kesehatan 

tradisional dapat mengurangi kesenjangan 

kesehatan antar individu dan antar wilayah di 

suatu negara.  

b. Masyarakat  

Masyarakat pedesaan memiliki corak budaya dan 

kebiasaan yang khas. Semangat kekeluargaan, 

gotong royong, dan ikatan emosional antar warga 

menjadi landasan yang kuat untuk membangun 

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 

meningkatkan kesehatan reproduksi. 

Keberagaman kelompok umur di masyarakat 

dapat menjadi agen perubahan dalam 

meningkatkan kesehatan reproduksi, melalui 

pendidikan dan penyuluhan berkala. Kelompok 

umur yang berbeda dapat memiliki peran dan 

tanggung jawab yang berbeda dalam 

meningkatkan kesehatan reproduksi. Misalnya, 

kelompok usia muda dapat menjadi agen 

perubahan untuk meningkatkan kesadaran dan 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi; 

kelompok usia tua dapat menjadi sumber 
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pengetahuan dan pengalaman yang berharga 

dalam meningkatkan kesehatan reproduksi. 

Keberagaman kelompok umur di masyarakat 

pedesaan dapat menjadi agen perubahan dalam 

meningkatkan kesehatan reproduksi. Kelompok 

umur berbeda dapat memiliki peran dan tanggung 

jawab yang berbeda dalam meningkatkan 

kesehatan reproduksi. Misalnya, kelompok usia 

muda dapat menjadi agen perubahan dalam 

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi, sementara 

kelompok usia tua dapat menjadi sumber 

pengetahuan dan pengalaman yang berharga 

dalam meningkatkan upaya mempertahankan 

kualitas kesehatan reproduksi. 

3. Sumber Daya Sosial 

a. Organisasi masyarakat  

Pedesaan memiliki organisasi masyarakat yang 

dapat membantu meningkatkan kesehatan 

reproduksi, seperti organisasi perempuan dan 

organisasi pemuda. Organisasi masyarakat di 

pedesaan dapat memainkan peran penting dalam 

meningkatkan kesehatan reproduksi. Mereka 

dapat membantu meningkatkan kesadaran dan 

pengetahuan masyarakat tentang kesehatan 

reproduksi, mempromosikan perilaku hidup sehat 

dan mendukung program-program kesehatan 

reproduksi. 

b. Kemitraan dengan pemerintah 

Pedesaan dapat menjalin kemitraan dengan 

pemerintah untuk meningkatkan kesehatan 

reproduksi, melalui program-program kesehatan 

dan pembangunan. Pedesaan dapat menjalin 

kemitraan dengan pemerintah untuk meningkatkan 
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kesehatan reproduksi, melalui program-program 

kesehatan dan pembangunan. Kemitraan ini dapat 

membantu meningkatkan akses masyarakat 

pedesaan ke layanan kesehatan reproduksi yang 

berkualitas, serta mempromosikan perilaku hidup 

sehat dan kesadaran tentang kesehatan reproduksi. 

4. Sumber Daya Ekonomi 

a. Usaha kecil dan menengah 

Perdesaan memiliki usaha kecil dan menengah yang 

dapat membantu meningkatkan ekonomi 

masyarakat, sehingga dapat meningkatkan akses ke 

layanan kesehatan reproduksi. Usaha kecil dan 

menengah ini dapat berupa berbagai jenis usaha, 

seperti pertanian, peternakan, kerajinan, dan 

perdagangan. Masyarakat pedesaan yang memiliki 

pendapatan yang lebih tinggi dapat lebih mudah 

mengakses layanan kesehatan reproduksi yang 

berkualitas, seperti pemeriksaan kesehatan, 

pengobatan, dan konseling.  

b. Pengembangan agribisnis 

Perdesaan dapat mengembangkan agribisnis yang 

dapat membantu meningkatkan ekonomi 

masyarakat, sehingga dapat meningkatkan akses ke 

layanan kesehatan reproduksi. Agribisnis adalah 

suatu usaha yang terkait dengan pertanian dan 

peternakan, yang dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat pedesaan. Pengembangan agribisnis 

pedesaan dapat meningkatkan peluang masyarakat 

mengakses ke layanan   kesehatan reproduksi 

berkualitas. Pertanian tanaman obat membuka 

peluang pengadaan bahan alam untuk 

pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan 

pengobatan. 



 

 

204 
 

Strategi Peningkatan Kesehatan Reproduksi di 

Pedesaan  

Strategi kemitraan yang efektif dalam meningkatkan 

kesehatan reproduksi di wilayah pedesaan melibatkan 

pendekatan kolaboratif lintas sektor yang dirancang 

untuk mengatasi hambatan geografis, sosial, dan 

ekonomi. Berdasarkan penelitian dan praktik terkini, 

berikut adalah beberapa strategi utama: 

1. Kolaborasi Lintas Sektor 

a. Kolaborasi sektor kesehatan dan pendidikan  

Layanan kesehatan reproduksi yang 

diintegrasikan dengan pendidikan formal dan 

informal dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat. Contohnya, pelatihan guru untuk 

menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi 

di sekolah-sekolah pedesaan; bekerjasama 

dengan dosen dan mahasiswa kesehatan 

membuat aplikasi digital untuk edukasi 

kesehatan reproduksi serta melatih kader.   Dinas 

Kesehatan dan Puskesmas dapat melibatkan 

Organisasi Non-Pemerintah (LSM) membantu 

menjangkau komunitas terpencil melalui program 

berbasis masyarakat, seperti konseling 

kontrasepsi dan pencegahan kehamilan remaja 

(Lubis, 2024). 

b. Kolaborasi sektor kesehatan dan kesejahteraan 

sosial 

Kolaborasi sektor kesehatan dan kesejahteraan 

sosial sangat penting untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kesehatan reproduksi. 

Kerjasama kedua sektor ini dapat memastikan 

masyarakat memiliki akses ke pelayanan 

kesehatan reproduksi yang berkualitas dan 
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komprehensif. Sektor kesehatan dapat 

menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang 

berkualitas, seperti pemeriksaan kesehatan, 

pengobatan, dan konseling; sektor kesejahteraan 

sosial dapat menyediakan dukungan sosial dan 

ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Kolaborasi ini dapat membantu meningkatkan 

kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang 

kesehatan reproduksi, serta mempromosikan 

perilaku sehat dan penggunaan layanan 

kesehatan reproduksi. Kemitraan antara sektor 

kesehatan, kesejahteraan sosial dan masyarakat 

dapat meningkatkan akses layanan kesehatan 

reproduksi berkualitas bagi kelompok rentan, 

seperti perempuan dan anak-anak. Pemerintah 

dan organisasi kesehatan perlu memprioritaskan 

kolaborasi dan memastikan bahwa masyarakat 

memiliki akses ke layanan kesehatan reproduksi 

yang berkualitas dan komprehensif. 

c. Kolaborasi sektor kesehatan dan hukum/HAM 

Kolaborasi sektor kesehatan dan hukum/HAM 

sangat penting dalam peningkatan pelayanan 

kesehatan reproduksi di pedesaan. Kerjasama 

kedua sektor ini dapat memastikan bahwa 

masyarakat pedesaan memiliki akses ke layanan 

kesehatan reproduksi yang berkualitas dan 

komprehensif, serta terlindungi dari pelanggaran 

hak-hak reproduksi. Sektor kesehatan dapat 

menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang 

berkualitas, seperti pemeriksaan kesehatan, 

pengobatan, dan konseling, sementara sektor 

hukum/HAM dapat memastikan bahwa hak-hak 

reproduksi masyarakat pedesaan terlindungi dan 

dihormati. Kolaborasi ini dapat membantu 

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan 



 

 

206 
 

masyarakat pedesaan tentang kesehatan 

reproduksi dan hak-hak reproduksi, serta 

mempromosikan perilaku sehat dan penggunaan 

layanan kesehatan reproduksi.  

2. Penguatan infrastruktur layanan kesehatan 

Beberapa negara menyediakan klinik keliling yang 

menyediakan layanan kesehatan reproduksi, seperti 

pemeriksaan kehamilan dan distribusi kontrasepsi, 

sangat efektif menjangkau daerah terpencil. 

Penggunaan aplikasi kesehatan atau platform media 

sosial untuk memberikan informasi tentang 

kesehatan reproduksi telah terbukti meningkatkan 

pengetahuan masyarakat pedesaan. 

3. Penguatan infrastruktur teknologi   

Pemanfaatan dana desa untuk pelatihan kader dan 

perluasan akses pelayanan kesehatan memanfaatkan 

teknologi digital.  Penggunaan aplikasi kesehatan atau 

platform media sosial (seperti WhatsApp, youtube) 

untuk konsultasi jarak jauh dan distribusi informasi 

(Ilo et al., 2021).   

4. Pemberdayaan kader dan pengobat tradisional  

Pelatihan kader kesehatan dan pengobat tradisional 

untuk memberikan edukasi dan konseling dasar 

kesehatan reproduksi dapat memperluas jangkauan 

pelayanan di pedesaan (Murewanhema et al., 2022). 

Penguatan peran petugas kesehatan masyarakat 

untuk menjadi penghubung antara fasilitas kesehatan 

dan masyarakat, serta mendorong tenaga kesehatan 

serta pengobat tradisional memberikan layanan 

berbasis komunitas yang lebih personal. Pemanfaatan 

pengobat tradisional dapat menjadi strategi yang 

efektif untuk meningkatkan kesehatan reproduksi 

masyarakat pedesaan. Perlu dilakukan upaya 
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meningkatkan kualitas serta aksesibilitas tenaga 

pengobat tradisional dalam hal pelayanan kesehatan 

reproduksi sederhana. Pemerintah dan organisasi 

kesehatan dapat berperan mendukung pemanfaatan 

tenaga pengobat tradisional untuk meningkatkan 

kesehatan reproduksi masyarakat pedesaan. 

5. Pendekatan berbasis komunitas 

Masyarakat dilibatkan dalam merancang solusi 

masalah kesehatan reproduksi, misalnya melibatkan 

remaja dalam senam sehat dan pemeriksaan penyakit 

tidak menular.  Penguatan kelompok perempuan 

melalui forum diskusi kesehatan reproduksi untuk 

meningkatkan kesadaran kolektif.  Pemanfaatan 

tokoh agama dan adat untuk meningkatkan 

penerimaan program kesehatan reproduksi. Studi di 

Jawa menunjukkan partisipasi tokoh agama 

memperkuat adopsi kontrasepsi (Saptandari, 2020).  

Program edukasi berbasis komunitas tentang 

perencanaan keluarga dan pencegahan penyakit 

menular seksual dapat memberdayakan individu 

untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait 

kesehatan mereka. Karang Taruna atau organisasi 

kepemudaan tingkat desa diberdayakan sebagai agen 

perubahan melalui pendidikan kesehatan reproduksi 

di sekolah atau pesantren. 

6. Advokasi kebijakan 

Advokasi kepada pemerintah daerah tentang 

kebijakan yang mendukung pelayanan kesehatan 

reproduksi di pedesaan, seperti insentif berupa 

fasilitas, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan 

menempuh pendidikan atau pelatihan lanjutan bagi 

tenaga medis yang bertugas di daerah terpencil dapat 

meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan 

layanan. Pendanaan berbasis komunitas yang 
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mendorong investasi lokal melalui dana desa atau 

hibah pemerintah untuk memperkuat infrastruktur 

kesehatan reproduksi (Lubis, 2024). 

7. Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan 

Pemerintah desa dan masyarakat mengidentifikasi 

kebutuhan dan kekuatan masing-masing mitra serta 

menyelaraskan tujuan mereka dalam kerangka kerja 

yang saling menguntungkan adalah kunci 

keberhasilan kemitraan. Sistem pemantauan dan 

evaluasi bersama melibatkan semua pihak untuk 

memastikan keberlanjutan dan efektivitas intervensi. 

Keberhasilan peningkatan kesehatan reproduksi di 

pedesaan sangat bergantung pada kolaborasi yang 

terorganisir dengan baik, pemberdayaan komunitas, dan 

dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Pemanfaatan 

sumber daya  lokal melalui pendekatan budaya, edukasi 

partisipatif, dan kolaborasi multistakeholder, desa dapat 

mengoptimalkan potensi sumber daya manusia untuk 

meningkatkan kesehatan reproduksi secara 

berkelanjutan (Saptandari, 2020). 

Pendekatan penyelesaian masalah kesehatan reproduksi 

berbasis komunitas yang inklusif dan kolaboratif sangat 

penting untuk dilaksanakan di pedesaan. Keberhasilan 

program-program tersebut bergantung pada adaptasi 

terhadap kebutuhan lokal, pemberdayaan masyarakat, 

dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan di 

pedesaan. 

Rangkuman   

Masalah kesehatan reproduksi di pedesaan bersifat 

multifaktorial, memerlukan intervensi terpadu yang 

melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Studi 

terbaru menunjukkan bahwa kombinasi edukasi berbasis 

budaya, teknologi digital, dan kebijakan afirmatif dapat 
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mengurangi disparitas pelayanan kesehatan reproduksi 

berkualitas. Kemitraan tenaga kesehatan dengan 

masyarakat menjadi salah satu strategi yang perlu terus 

diupayakan dan dijaga keberlangsungannya. Potensi 

sumber daya lokal seperti kader kesehatan, pengobat 

tradisioanl dan teknologi digital perlu dioptimalkan; 

kemitraan lintas sektor harus diformalkan melalui 

kerangka kebijakan yang inklusif. Intervensi berbasis 

bukti dan sensitif budaya menjadi kunci keberhasilan 

untuk mengurangi disparitas kesehatan reproduksi 

antarwilayah. Komitmen politik dan penguatan sistem 

kesehatan primer diperlukan untuk keberlanjutan dan 

peningkatan program di masa yang akan datang.   
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13 
PERAN TEKNOLOGI  

DALAM LAYANAN  

KESEHATAN REPRODUKSI 

Baktianita Ratna Etnis, SST., M.Kes. 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua 

Era globalisasi menunjukkan semakin meningkat 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

yang memberikan pengaruh signifikan terhadap sektor 

kesehatan. Masyarakat kini dapat mengakses informasi 

kesehatan secara luas melalui berbagai platform digital 

sebagai alternatif solusi dalam menghadapi beragam 

permasalahan kesehatan (Megbowon & David, 2023). 

Inovasi teknologi di bidang medis telah mendorong 

perubahan fundamental dalam penyelenggaraan layanan 

kesehatan, mencakup praktik kedokteran, pengelolaan 

fasilitas kesehatan, dan penelitian ilmiah (Ezenwaji et al., 

2024). Penerapan sistem digital dalam dunia kesehatan 

juga terbukti meningkatkan efisiensi serta efektivitas 

layanan, khususnya di wilayah dengan keterbatasan 

infrastruktur (Semyonov et al., 2023). 

Kesadaran akan pentingnya teknologi informasi dan 

komunikasi semakin meningkat, memungkinkan 

distribusi informasi kesehatan secara lebih cepat dan 

efektif. Sistem teknologi kesehatan yang modern turut 

mendukung kemudahan akses informasi, terutama bagi 

kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki 

keterbatasan dalam memperoleh pengetahuan atau 

layanan di bidang kesehatan (Yuniar et al., 2022). 
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Kemajuan teknologi digital telah memberikan kontribusi 

signifikan terhadap peningkatan layanan kesehatan 

reproduksi, mencakup aspek diagnosis, pengobatan, 

edukasi, dan aksesibilitas.  

Teknologi Reproduksi Berbantu (Assisted 

Reproductive Technology/ART) 

Teknologi reproduksi berbantu seperti fertilisasi in vitro 

(IVF), inseminasi intrauterin (IUI), dan teknologi 

kriopreservasi telah memungkinkan pasangan infertil 

untuk memiliki anak. IVF telah berkembang secara 

signifikan sejak pertama kali diterapkan pada tahun 

1978, dengan kemajuan seperti Preimplantation Genetic 

Testing (PGT) untuk seleksi embrio bebas kelainan genetik 

(Dondorp & de Wert, 2009; ESHRE, 2022). ART juga telah 

digunakan secara luas dengan tingkat keberhasilan yang 

meningkat dari tahun ke tahun. 

Telemedisin dan Konsultasi Jarak Jauh 

Telemedisin merupakan penggunaan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan 

kesehatan dari jarak jauh. Layanan ini mencakup 

diagnosis, pengobatan, dan pemantauan pasien tanpa 

kehadiran fisik antara dokter dan pasien. Dalam konteks 

modern, telemedisin menjadi solusi penting dalam 

meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama di 

wilayah terpencil dan kurang terlayani. Menurut 

(Bashshur et al., 2016), telemedisin mencakup 

komunikasi dua arah secara real-time melalui video, 

transmisi data medis, dan sistem pemantauan jarak jauh. 

Teknologi ini memungkinkan perawatan medis 

berkelanjutan dan respons cepat terhadap kondisi pasien 

kronis maupun akut.  
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Dalam konteks pandemi COVID-19, telemedisin 

menunjukkan peran vital dalam mengurangi beban 

fasilitas kesehatan serta menjaga kesinambungan 

pelayanan medis tanpa kontak fisik langsung. Sebuah 

studi oleh (Ohannessian et al., 2020) menegaskan bahwa 

telemedisin mampu meningkatkan respons terhadap 

krisis kesehatan masyarakat dengan tetap menjaga 

protokol jarak sosial. Selain itu, telemedisin juga terbukti 

efektif dalam mengelola penyakit kronis seperti diabetes 

dan hipertensi melalui konsultasi rutin yang fleksibel dan 

efisien (Smith et al., 2020) 

Namun, meskipun menawarkan banyak manfaat, 

penerapan telemedisin masih menghadapi tantangan 

seperti keterbatasan infrastruktur, keterampilan digital 

tenaga medis, serta aspek keamanan dan privasi data 

pasien (Kruse et al., 2017) 

Konsultasi jarak jauh merupakan salah satu bentuk 

layanan dalam telemedisin, di mana dokter dan pasien 

melakukan interaksi medis melalui media digital, seperti 

panggilan video atau aplikasi khusus. Bentuk layanan ini 

sangat bermanfaat untuk pasien dengan keterbatasan 

mobilitas atau yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. 

Menurut (Keesara et al., 2020), konsultasi jarak jauh 

berperan penting dalam reformasi layanan kesehatan 

modern karena meningkatkan efisiensi waktu, 

mengurangi biaya perjalanan pasien, dan memperluas 

cakupan layanan spesialis. Selain itu, konsultasi ini juga 

memfasilitasi integrasi layanan antarprofesi, seperti 

antara dokter umum dan spesialis, yang dapat berdampak 

positif terhadap kualitas layanan yang 

diberikan.Walaupun demikian, validitas diagnosis melalui 

konsultasi jarak jauh kadang menjadi perhatian, 

terutama untuk kasus yang membutuhkan pemeriksaan 

fisik langsung atau penilaian klinis mendalam 

(Greenhalgh et al., 2016). Oleh karena itu, penting untuk 
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mengembangkan protokol standar dan pelatihan khusus 

guna meningkatkan akurasi dan keamanan layanan 

konsultasi jarak jauh. 

Aplikasi Mobile dan Wearable Devices 

Aplikasi mobile kesehatan (mobile health apps) telah 

menjadi salah satu komponen penting dalam sistem 

layanan kesehatan digital. Aplikasi ini memungkinkan 

pengguna untuk memantau kondisi kesehatannya secara 

mandiri, mulai dari pencatatan aktivitas fisik, pengingat 

minum obat, hingga konsultasi medis daring. WHO 

menyatakan bahwa teknologi mobile memiliki potensi 

besar dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, 

terutama di wilayah dengan keterbatasan fasilitas medis 

(World Health Organization, 2011). 

Studi oleh Krebs & Duncan, (2015) menunjukkan bahwa 

sebagian besar pengguna smartphone dewasa di Amerika 

Serikat telah mengunduh setidaknya satu aplikasi 

kesehatan, dengan fokus utama pada kebugaran, 

penurunan berat badan, dan pemantauan diet. Aplikasi 

ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran kesehatan 

individu dan mendorong perubahan perilaku positif dalam 

gaya hidup sehari-hari. 

Namun, tantangan utama dari penggunaan aplikasi 

mobile adalah akurasi data, kepatuhan pengguna jangka 

panjang, dan validitas klinis. (Luxton et al., 2011) 

menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas 

dan keamanan informasi kesehatan yang diberikan oleh 

aplikasi tersebut, terutama yang tidak berbasis bukti 

ilmiah. 

Wearable Devices dalam Monitoring Kesehatan 

Wearable devices adalah perangkat elektronik yang dapat 

dikenakan dan digunakan untuk memantau parameter 
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fisiologis tubuh secara real-time, seperti detak jantung, 

tekanan darah, kadar oksigen, kualitas tidur, dan 

aktivitas fisik. Alat ini menciptakan peluang baru dalam 

manajemen kesehatan preventif dan perawatan penyakit 

kronis. 

Menurut Patel et al., (2012) wearable devices memberikan 

data kesehatan kontinu yang bermanfaat dalam deteksi 

dini perubahan kondisi klinis serta pemantauan pasien 

secara jarak jauh. Teknologi ini juga digunakan dalam 

penelitian kesehatan populasi untuk mengumpulkan data 

objektif dalam skala besar. 

Meskipun menjanjikan, penggunaan wearable masih 

menghadapi tantangan teknis dan etika, seperti 

keterbatasan daya baterai, kenyamanan pengguna, serta 

isu privasi data. (Piwek et al., 2016) mencatat bahwa 

efektivitas penggunaan perangkat wearable sangat 

dipengaruhi oleh keterlibatan pengguna secara aktif dan 

berkelanjutan. 

Kecerdasan Buatan dan Big Data 

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan Big Data 

telah merevolusi cara layanan kesehatan dikelola, 

dianalisis, dan disampaikan. Dalam konteks kedokteran 

modern, AI digunakan untuk mendukung diagnosis, 

perawatan personal, prediksi penyakit, serta pengelolaan 

sistem layanan kesehatan berbasis data besar (big data). 

Sementara itu, Big Data merujuk pada kumpulan data 

yang sangat besar, kompleks, dan beragam yang berasal 

dari berbagai sumber, seperti rekam medis elektronik 

(electronic health records), perangkat wearable, sensor 

IoT, dan uji laboratorium. 

Menurut Jiang et al., (2017) kecerdasan buatan memiliki 

potensi besar untuk meningkatkan akurasi diagnosis 

melalui teknologi seperti machine learning dan deep 
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learning, terutama dalam bidang radiologi, patologi, dan 

dermatologi. Model AI yang dilatih dengan ribuan citra 

medis dapat mengenali pola penyakit seperti kanker 

dengan tingkat akurasi yang setara atau bahkan 

melampaui dokter spesialis. 

Selain itu, Big Data memungkinkan analisis terhadap 

populasi besar secara real-time yang sangat berguna 

dalam pengawasan penyakit menular, pengelolaan 

penyakit kronis, serta pengembangan kebijakan 

kesehatan berbasis bukti. (Ristevski & Chen, 2018) 

menjelaskan bahwa dengan kemampuan komputasi 

tinggi, Big Data Analytics dapat mengidentifikasi tren dan 

prediktor kesehatan secara lebih cepat dan efisien 

dibandingkan metode tradisional. 

Kombinasi antara AI dan Big Data menghasilkan 

pendekatan baru yang dikenal sebagai precision medicine. 

Pengobatan yang disesuaikan dengan profil genetik, gaya 

hidup, dan lingkungan pasien. (Topol, 2019) menekankan 

bahwa revolusi ini memungkinkan layanan kesehatan 

menjadi lebih personal, preventif, dan partisipatif. 

Meski demikian, penerapan AI dan Big Data dalam 

layanan kesehatan juga menghadapi tantangan, termasuk 

masalah interoperabilitas data, keakuratan model 

prediktif, dan risiko bias algoritmik. Oleh karena itu, 

pengembangan regulasi dan etika penggunaan teknologi 

ini menjadi hal yang krusial. 

Edukasi dan Penyuluhan Digital 

Transformasi digital dalam bidang kesehatan telah 

menciptakan pendekatan baru dalam penyuluhan dan 

edukasi kesehatan masyarakat. Edukasi dan penyuluhan 

digital merujuk pada upaya meningkatkan literasi 

kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi 
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informasi dan komunikasi, seperti aplikasi mobile, media 

sosial, platform e-learning, serta situs web interaktif. 

Menurut (Kayser et al., 2015), literasi digital kesehatan 

(digital health literacy) mencakup kemampuan individu 

dalam mengakses, memahami, dan menggunakan 

informasi kesehatan melalui media digital untuk 

membuat keputusan yang tepat mengenai kesehatan 

mereka. Literasi ini menjadi kunci dalam memastikan 

efektivitas program penyuluhan berbasis digital. 

Platform digital seperti aplikasi seluler, YouTube, 

Instagram, hingga WhatsApp telah digunakan untuk 

menyampaikan pesan kesehatan dengan jangkauan yang 

lebih luas dan efisiensi waktu yang tinggi. Sebuah studi 

menunjukkan bahwa intervensi berbasis media sosial 

secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan 

perilaku sehat, terutama pada kelompok usia muda dan 

dewasa produktif. 

Selain itu, digitalisasi edukasi kesehatan memberikan 

fleksibilitas dalam metode penyampaian. Menurut (Wang 

et al., 2021) penyuluhan kesehatan berbasis e-learning 

terbukti meningkatkan pemahaman peserta mengenai 

topik-topik seperti nutrisi, manajemen penyakit kronis, 

dan kesehatan mental dibandingkan penyuluhan 

konvensional tatap muka. 

Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti 

keterbatasan akses internet di daerah terpencil, 

kesenjangan digital antar kelompok usia atau pendidikan, 

serta validitas konten kesehatan di media digital. Oleh 

karena itu, keterlibatan profesional kesehatan dalam 

penyusunan materi digital menjadi penting untuk 

memastikan akurasi dan keandalan informasi. 
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Tantangan Etis dan Regulasi 

Perkembangan pesat teknologi kesehatan digital, seperti 

kecerdasan buatan (AI), big data, aplikasi mobile, dan 

telemedisin, telah memberikan peluang besar dalam 

meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas layanan 

kesehatan. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan 

tantangan serius di bidang etika dan regulasi yang perlu 

direspons secara sistematis. Salah satu isu utama adalah 

privasi dan keamanan data pasien. Teknologi kesehatan 

digital menghasilkan dan menyimpan data dalam jumlah 

besar, yang sangat sensitif dan rentan terhadap 

pelanggaran keamanan. Menurut Vayena et al., (2018), 

risiko penyalahgunaan data, pelacakan tidak sah, serta 

minimnya kendali individu atas data pribadinya 

merupakan tantangan utama dalam penerapan AI dan big 

data di sektor kesehatan. Oleh karena itu, prinsip 

informed consent dan kontrol atas data pribadi menjadi isu 

etis yang mendesak. 

Tantangan lainnya adalah bias algoritma dan keadilan 

dalam akses teknologi. Algoritma AI yang dilatih dengan 

data yang tidak representatif dapat menghasilkan 

keputusan medis yang bias terhadap kelompok tertentu, 

seperti minoritas atau populasi berisiko tinggi. Morley et 

al., (2020) menyatakan bahwa ketidakadilan algoritmik 

bisa memperburuk kesenjangan kesehatan yang sudah 

ada jika tidak diawasi secara ketat dan transparan. 

Dalam hal regulasi, kerangka hukum dan kebijakan saat 

ini belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju inovasi 

teknologi. Sebagian besar negara masih bergulat dengan 

perumusan aturan yang adaptif, yang mampu menjamin 

perlindungan pasien tanpa menghambat inovasi. Floridi et 

al., (2018)mengusulkan pendekatan etika berbasis 

prinsip, seperti keadilan, akuntabilitas, dan transparansi, 

sebagai panduan dalam merancang regulasi yang 

seimbang. Di Indonesia, peraturan mengenai 
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perlindungan data pribadi baru mulai diperkuat dengan 

disahkannya UU No. 27 Tahun 2022 tentang 

Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, 

implementasinya dalam konteks kesehatan digital masih 

membutuhkan harmonisasi lintas sektor dan peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia. 
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14 
STUDI KASUS  

KESEHATAN REPRODUKSI  

DI WILAYAH AGRARIS 

Dr. Henny Kaseger, S.Kep., Ns., M.Kes., M.H 

Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika 

Latar Belakang Kesehatan Reproduksi di Wilayah 

Agraris 

Kesehatan reproduksi merupakan aspek penting dalam 

kualitas hidup individu, terutama di wilayah agraris di 

mana masyarakat seringkali terpapar pada berbagai 

tantangan kesehatan. Di Indonesia, sektor pertanian 

mendominasi perekonomian dan menyerap tenaga kerja 

yang signifikan, terutama di pedesaan. Menurut Badan 

Pusat Statistik (BPS, 2022), sekitar 30% dari total 

angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian. 

Namun, meskipun kontribusi ini besar, perhatian 

terhadap kesehatan reproduksi di kalangan petani 

seringkali terabaikan. 

Data menunjukkan bahwa akses terhadap layanan 

kesehatan reproduksi di wilayah agraris masih rendah. 

Sebuah studi oleh Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia (Kemenkes, 2021) menemukan bahwa hanya 

40% perempuan di desa-desa agraris yang memiliki akses 

ke layanan kesehatan reproduksi yang memadai. Hal ini 

disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya 

fasilitas kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan 

budaya yang masih konservatif. Dalam konteks ini, 
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penting untuk memahami bagaimana kondisi kesehatan 

reproduksi dapat mempengaruhi produktivitas dan 

kesejahteraan masyarakat agraris. 

Contoh kasus dapat dilihat di wilayah Jawa Tengah, di 

mana banyak petani perempuan mengalami kesulitan 

dalam mendapatkan informasi dan layanan kesehatan 

reproduksi. Penelitian oleh Universitas Diponegoro (2019) 

menunjukkan bahwa 65% responden tidak mengetahui 

tentang kontrasepsi modern, yang berdampak pada angka 

kelahiran yang tinggi dan kesehatan ibu yang buruk. Hal 

ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih baik 

dalam pendidikan kesehatan reproduksi di kalangan 

masyarakat agraris. 

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah stigma 

sosial terkait kesehatan reproduksi. Di banyak komunitas 

agraris, diskusi mengenai isu-isu kesehatan reproduksi 

sering dianggap tabu. Menurut penelitian oleh Yayasan 

Kesehatan Perempuan (2020), banyak perempuan enggan 

untuk berkonsultasi dengan tenaga medis karena takut 

akan penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Oleh 

karena itu, pendekatan yang sensitif terhadap budaya 

lokal sangat penting dalam meningkatkan akses dan 

pemahaman tentang kesehatan reproduksi. 

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, penting 

bagi pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk 

bekerja sama dalam menciptakan program yang lebih 

inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat 

agraris. Program-program ini harus mencakup pendidikan 

kesehatan reproduksi yang komprehensif, peningkatan 

akses layanan kesehatan, dan kampanye untuk 

mengurangi stigma seputar isu-isu kesehatan reproduksi. 
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Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan 

Reproduksi di Wilayah Agraris 

Kesehatan reproduksi di wilayah agraris dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun 

lingkungan. Salah satu faktor utama adalah tingkat 

pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan 

dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung 

memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kesehatan 

reproduksi dan lebih mampu mengakses layanan 

kesehatan. Menurut data dari BPS (2022), tingkat buta 

huruf di kalangan perempuan di wilayah pedesaan 

mencapai 12%, yang berdampak pada pemahaman 

mereka tentang kesehatan reproduksi. 

Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam 

kesehatan reproduksi. Banyak petani di wilayah agraris 

hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, yang membatasi 

kemampuan mereka untuk mengakses layanan 

kesehatan. Sebuah studi oleh Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada (2021) 

menemukan bahwa 70% petani di daerah penelitian 

mengeluh tentang biaya layanan kesehatan yang tinggi. 

Hal ini sering kali membuat mereka memilih untuk tidak 

mencari perawatan medis, bahkan dalam kasus yang 

serius sekalipun. 

Lingkungan juga berperan dalam kesehatan reproduksi. 

Di banyak daerah agraris, akses terhadap air bersih dan 

sanitasi yang layak masih menjadi tantangan. Menurut 

laporan WHO (2020), sekitar 30% dari populasi pedesaan 

di Indonesia tidak memiliki akses terhadap air bersih. 

Kondisi ini dapat meningkatkan risiko infeksi dan 

masalah kesehatan lainnya yang berdampak pada 

kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, perbaikan 

infrastruktur sanitasi dan akses air bersih sangat penting 

untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. 
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Stigma dan norma sosial juga menjadi faktor yang 

mempengaruhi kesehatan reproduksi. Di banyak 

komunitas agraris, ada norma yang mengekang diskusi 

terbuka tentang kesehatan reproduksi, yang 

mengakibatkan kurangnya informasi yang akurat. 

Penelitian oleh Komisi Nasional Perempuan (2021) 

menunjukkan bahwa 50% perempuan di desa merasa 

tidak nyaman membahas isu-isu kesehatan reproduksi 

dengan orang lain. Hal ini menghambat mereka untuk 

mencari bantuan ketika mengalami masalah kesehatan. 

Dalam konteks ini, intervensi yang menyeluruh 

diperlukan untuk mengatasi berbagai faktor yang 

mempengaruhi kesehatan reproduksi di wilayah agraris. 

Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus 

berkolaborasi untuk mengembangkan program yang tidak 

hanya menyediakan layanan kesehatan, tetapi juga 

pendidikan dan kampanye kesadaran yang dapat 

mengubah stigma dan norma sosial yang ada. 

Dampak Kesehatan Reproduksi yang Buruk terhadap 

Komunitas Agraris 

Kesehatan reproduksi yang buruk dapat memiliki dampak 

yang signifikan terhadap komunitas agraris, baik dari segi 

kesehatan individu maupun dampak sosial dan ekonomi. 

Salah satu dampak langsung dari kesehatan reproduksi 

yang buruk adalah tingginya angka kematian ibu. 

Menurut data dari Kemenkes (2021), angka kematian ibu 

di daerah pedesaan mencapai 305 per 100.000 kelahiran 

hidup, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka di 

perkotaan yang hanya 126 per 100.000 kelahiran hidup. 

Tingginya angka kematian ibu ini berdampak langsung 

pada struktur keluarga dan komunitas, mengurangi 

jumlah tenaga kerja yang produktif. 
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Selain itu, kesehatan reproduksi yang buruk juga dapat 

mempengaruhi kesehatan anak. Anak-anak yang 

dilahirkan oleh ibu yang mengalami komplikasi kesehatan 

reproduksi cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk 

mengalami masalah kesehatan. Penelitian oleh UNICEF 

(2022) menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dari ibu 

yang tidak mendapatkan perawatan prenatal yang 

memadai memiliki kemungkinan 50% lebih tinggi untuk 

mengalami stunting. Hal ini berpotensi mengurangi 

produktivitas generasi mendatang, yang sangat penting 

bagi keberlanjutan sektor pertanian. 

Dampak ekonomi juga tidak dapat diabaikan. Kesehatan 

reproduksi yang buruk dapat menyebabkan 

ketidakstabilan ekonomi di komunitas agraris. Petani 

yang mengalami masalah kesehatan reproduksi mungkin 

tidak dapat bekerja secara optimal, yang mengurangi hasil 

pertanian dan pendapatan keluarga. Sebuah studi oleh 

Bank Dunia (2022) menunjukkan bahwa peningkatan 

kesehatan reproduksi dapat meningkatkan produktivitas 

pertanian hingga 20%. Oleh karena itu, investasi dalam 

kesehatan reproduksi dapat menjadi strategi yang efektif 

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat 

agraris. 

Sosial budaya juga terpengaruh oleh kesehatan 

reproduksi yang buruk. Komunitas yang mengalami 

tingginya angka kematian ibu dan masalah kesehatan 

lainnya cenderung mengalami disfungsi sosial. 

Ketidakstabilan ini dapat menyebabkan peningkatan 

angka kemiskinan dan ketidakpuasan sosial. Penelitian 

oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, 2021) 

menunjukkan bahwa komunitas yang memiliki tingkat 

kesehatan reproduksi yang baik cenderung lebih stabil 

secara sosial dan ekonomi. 
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Dengan mempertimbangkan dampak-dampak tersebut, 

penting bagi pemangku kepentingan untuk 

mengembangkan kebijakan yang mendukung kesehatan 

reproduksi di wilayah agraris. Investasi dalam program 

kesehatan reproduksi tidak hanya akan meningkatkan 

kualitas hidup individu, tetapi juga akan membawa 

dampak positif bagi komunitas secara keseluruhan. 

Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi di Wilayah 

Agraris 

Dalam menghadapi tantangan kesehatan reproduksi di 

wilayah agraris, berbagai upaya telah dilakukan untuk 

meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. 

Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui 

program pendidikan kesehatan reproduksi yang 

terintegrasi. Menurut penelitian oleh Universitas 

Airlangga (2021), program pendidikan yang melibatkan 

anggota komunitas sebagai penyuluh kesehatan dapat 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 

kesehatan reproduksi hingga 70%. Pendekatan ini juga 

membantu mengurangi stigma yang ada dan mendorong 

diskusi terbuka tentang isu-isu kesehatan. 

Selain pendidikan, peningkatan akses terhadap layanan 

kesehatan juga sangat penting. Pemerintah telah 

meluncurkan program Puskesmas Mobile yang bertujuan 

untuk menjangkau daerah terpencil. Menurut laporan 

Kemenkes (2022), program ini telah berhasil 

meningkatkan akses layanan kesehatan di 200 desa 

terpencil di Indonesia. Dengan adanya layanan kesehatan 

yang lebih dekat, diharapkan masyarakat dapat lebih 

mudah mengakses informasi dan layanan terkait 

kesehatan reproduksi. 

Kerjasama antara pemerintah dan organisasi non-

pemerintah juga menjadi kunci dalam meningkatkan 

kesehatan reproduksi. Banyak NGO yang aktif di wilayah 
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agraris, memberikan layanan kesehatan dan pendidikan 

kepada masyarakat. Contohnya adalah program yang 

dijalankan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan, yang 

menyediakan layanan kesehatan reproduksi dan 

pendidikan di beberapa provinsi di Indonesia. Data 

menunjukkan bahwa partisipasi dalam program ini dapat 

meningkatkan penggunaan kontrasepsi modern hingga 

30% di kalangan peserta (Yayasan Kesehatan Perempuan, 

2021). 

Kampanye kesadaran juga merupakan langkah penting 

dalam meningkatkan kesehatan reproduksi. Melalui 

media sosial dan kegiatan komunitas, informasi mengenai 

kesehatan reproduksi dapat disebarluaskan secara lebih 

luas. Penelitian oleh Komisi Nasional Perempuan (2021) 

menunjukkan bahwa kampanye yang melibatkan tokoh 

masyarakat dan pemimpin lokal dapat meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam program kesehatan 

reproduksi. 

Dengan berbagai upaya ini, diharapkan kesehatan 

reproduksi di wilayah agraris dapat meningkat, yang pada 

gilirannya akan berdampak positif pada kualitas hidup 

masyarakat. Penting untuk terus mengevaluasi dan 

memperbaiki program-program yang ada agar dapat 

menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Kesehatan reproduksi di wilayah agraris merupakan isu 

yang kompleks dan multifaset, dipengaruhi oleh berbagai 

faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Meskipun telah ada 

upaya untuk meningkatkan kondisi ini, masih banyak 

tantangan yang harus dihadapi. Data menunjukkan 

bahwa akses terhadap layanan kesehatan reproduksi 

masih rendah, dan stigma sosial masih menghambat 

diskusi terbuka tentang isu-isu kesehatan. 
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Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan 

kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap 

kebutuhan masyarakat agraris. Program pendidikan 

kesehatan reproduksi harus diperkuat, dan akses 

terhadap layanan kesehatan harus ditingkatkan. 

Kerjasama antara pemerintah, NGO, dan komunitas lokal 

sangat penting untuk mencapai tujuan ini. 

Rekomendasi untuk pemangku kepentingan adalah untuk 

melakukan evaluasi berkala terhadap program yang ada, 

memastikan bahwa mereka sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Selain itu, penting untuk melibatkan 

masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan 

program kesehatan reproduksi. Dengan pendekatan yang 

lebih partisipatif, diharapkan kesehatan reproduksi di 

wilayah agraris dapat meningkat, membawa dampak 

positif bagi kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan. 
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